
Menimbang 

\kiiMi-'J 

B U P A T I GORONTALO UTARA 
! 

PROVINSI GORONTALO 
i 

P E R A T U R A N B U P A T I GORONTALO 

NOMOR 2Z TAHUN 2022 

T E N T A N G 

PEDOMAN P E N G E L O L A A N R I S I K O 

D I L INGKUNGAN P E M E R I N T A H D A E R A H 

D E N G A N RAHMAT TUHAN Y A N G MAHA E S A 

B U P A T I GORONTALO UTARA, 

a . baHwa berdasarkan ke tentuan da lam Pasa l 13 ayat (1) 

P e r a t u r a J Pemerintab Nomor 60 t a b u n 2008 tentang 

i I 
Sis tem Pengendalian In te rn Pemerintab, kepala Perangkat 

Daerab wajib m e l a k u k a n peni la ian r is iko; 

b. b a h w a da lam rangka peningkatan kua l i t a s penerapan 

S i s ; em Pengendalian In te rn Pemerintab, d iper lukan 

pedoman [pengelolaan r is iko yang dapat d igunakan u n t u k 

mengelola r is iko d i l ingkungan Pemerintab Kabupaten 

Goron ta lJ U ta ra ; 

berdasarkan pert imbangan sebagaimana 

da lam b u m f a dan b u m f b, per lu menetapkan 

Peraturar i B u p a t i Gorontalo U t a r a tentang Pedoman 

Pengelolaan R is iko pada Perangkat Daerab di L ingkungan 

c. bahwa 

d imaksud 

Pemerintab Daerab . 

I I 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 T a b u n 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembeuan Negara Republ ik Indones ia T a b u n 2003 
I ' 1 

Nomor 47 , T a m b a b a n Lembaran Republ ik Indonesia 

Nomor 4286) ; 

INSPE fCTUR KABAG 
HUKUM 

ASS SEKDA WABUP 

Menimbang : 

Mengingat 

  

  
BUPATI GORONTALO UTARA 

pkovinsi GORONTALO 

PERATURAN BUPATI GORONTALO 
NOMOR 22. TAHUN 2022 

TENTANG 

REDOMAN PENGELOLAAN RISIKO 
  

) ) 
— DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 

| : 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

pe
sa
t 

  
BUPATI GORONTALO UTARA, 

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) 

  
Periturar! Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang . 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kepala Perangkat. 

Daerah wajib melakukan penilaian risiko: 

.bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan 

Sis em Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan 

pedoman pengelolaan risiko yang dapat digunakan untuk 

mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Gorontalo Utara: 

. bahwa |berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan | 

Persturar! Bupati Gorontalo Utara tentang Pedoman 

Pengelolaan Risiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Daerah. ) 

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan | 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 

. Nomor 4286), | | :   
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2. Undang-Undang Nomor 11 T a h u n 2007 tentang 

Pemer intahan Kabupaten Gorontalo U t a r a di Provinsi 

Gorontalo (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a b u n 

2007 Nomor 13, T a m b a b a n Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 4687) ; 

3 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemermtahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telab diubab beberapa kal i terakbir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tabun 2020 tentang Cipta 
' 1 

Kerja (Lembaran Negara RepubUk Indonesia Tabun 2020 
! ^ 

Nomor 245, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

4. Pe ra turan Pemer intah Nomor 60 T a h u n 2008 tentang 

S i s t em Pengendal ian In te rn Pemer intah (Lembaran Negara 

Republ ik Indones ia T a b u n 2008 Nomor 127, Tambaban 

Lembaran Negara Republ ik Indones ia Nomor 4890) ; 

5. Pe ra turan Kepa la B a d a n Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan Nomor Pe r -1326/K ILB/2009 tentang 
i 

Pedoman Tekn i s Penyelenggaraan S is tem Pengendalian 
In te rn Pemerintab; 

I I 
6. Pera turan Kepa la B a d a n Pengawasan Keuangan dan 

Perj ibangunan Nomor Per -688/K/D4/2012 tentang 

Pedoman Pe laksanaan Peni la ian R is iko d i L ingkungan 

Ins t ans i Pemerintab; 

7. Pe ra turan Kepa la B a d a n Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan Nomor 5 T a b u n 2 0 2 1 tentang Peni la ian 

Matur i tas S i s t em Pengendaban In te rem Pemerintab 

Terintegrasi pada Kementr ian/Lembaga/Pemerintab 

Daerab; 

8. Pera turan Daerab Kabupaten Gorontalo U ta ra Nomor 9 

T a b u n 2019 tentang Pe rubaban a tas Pera turan daerab 

Nomor 3 T a b u n 2016 tentang Pembentukan dan S u s u n a n 

Perangkat Daerab Kabupaten Gorontalo U t a r a (Lembaran 

Daerab Kabupaten Gorontalo U t a r a T a b u n 2019 Nomor 

2-47); 
INSPEKTUR KABAG 

HUKUM 
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kr 

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang 

Pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi : 

Gorbntato (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran | Negara Republik   Indonesia Nomor 4687 5 Kan 

, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 2a4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Norhor 5587 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

) Kerja (Lembaran Negara Republik ) Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573), 

. perhturar! Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890), 

. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang | 

  

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian : 

Intern Pemerintah: 

.Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang 

Pedoman | Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan 

Instansi Pemerintah, 

. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian 5 

Maturitas Sistem Pengendalian Interern Pemerintah 

Terintegrasi pada  Kementrian/ Lembaga/ Pemerintah 

Daerah, 

. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 9 

tatum 2019 tentang Perubahan atas Peraturan daerah 

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangka “Daerah Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran | 

Dagrah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019 Nomor ' 

DAN, 
  

INSPEKTUR | KABAG ASS SEKDA 1 WABUP | 

  

          / Yy A Uy     y —4 

   



M E M U T U S K A N : 

Menetapkan : P E R A T U R A N B U P A T I T E N T A N G PEDOMAN P E N G E L O L A A N 

R I S I K O D I L INGKUNGAN P E M E R I N T A H D A E R A H . 

B A B I 

K E T E N T U A N U M U M 

P a s a l 1 

D a l a m Peraturan B u p a t i i n i y ang d imaksud dengan: 

1. Dae rah ada lah Kabupaten Gorontalo U ta ra ; 

2. Pemerintab Daerab ada lah B u p a t i sebagai u n s u r 

penyelenggara Pemer intahan Daerab yang memimpin 

pe laksanaan u r u s a n pemer intahan yang menjadi 

kewenangan daerab otonom; 

3. B u p a t i a d a 

4. Perangkat 

ab B u p a t i Gorontalo U ta ra ; 

Daerab ada lah u n s u r pembantu B u p a t i dan 

D P R D da lam penyelenggaraan u r u s a n pemer intahan yang 

menjadi kewenangan daerab; 

5. Inspektorat Kabupaten Gorontalo U t a r a yang se lan jutnya 

disebut Inspektorat ada lah perangkat daerab yang 

me rupakan aparat pengawasan intern pemerintab yang 

bertanggungjawab langsung kepada Bupa t i ; 

6. S i s tem Pengendal ian In te rn Pemerintab yang se lan jutnya 

dis ingkat SP IP ada lah s is tem pengendalian in tern yang 

diselenggarakan secara menye lurub di l ingkungan 

pemerintah daerab; 

Pemil ik R is iko yang se lan jutnya dis ingkat U P R ada lah 7. Un i t 

u n i t yang bertanggungjawab me laksanakan ker ja 

pengelolaan r is iko- r is iko ; 

8. Unit ! Kepa tuhan ada lah un i t ker ja yang bertugas 

memantau pe laksanaan pengelolaan r is iko pada U P R d i 

l ingkungan pemerintab daerab dan perangkat daerab; 

9. R is iko ada lah kemungk inan ke jad ian yang mengancam 

pencapaian tu juan kegiatan dan s a s a r a n perangkat daerab; 

INSPEKTUR KABAG 
HUKUM 

ASS SEKDA WABUP 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN (BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN 

RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. 

2. 

Daerth adalah Kabupaten Gorontalo Utara, ) 

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur   
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

. kewenangan daerah otonom, 

Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara, 

1 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah: 

Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara yang selanjutnya 

disebut Inspektorat adalah perangkat daerah yang 

merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang 

. bertanggungjawab langsung kepada Bupati, 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya | 

disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang 

“diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan 

pemerintah daerah: | : 

Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah 

unit| kerja yang bertanggungjawab melaksanakan 

pengelolaan risiko- risiko, | 

Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas | 

memantau! pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di 

| lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah: Hi 

.. Risiko adalah kemungkinan keladian yang mengancam | 

pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah: 
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10. S i s a R is iko ada lah risiko setelah mempert imbangkan 

pengendalian yang sudab ada ; 

1 1 . Ana l i s i s R is iko ada lah proses peni la ian terbadap risiko 

yangi te la l i ter identi f ikasi da lam rangka mengestimasi 

kemungk inan m u n c u l n y a dan besaran dampaknya u n t u k 

menetapkan level a t au s ta tus risikonya; 

12. Identi f ikasi R is iko ada lah proses menetapkan apa, d imana, 

kapan , mengapa, dan baga imana sesua tu dapat te i jadi 

sebingga dapat berdampak negatif terbadap pencapaian 

tu juan ; 

13. Rencana T jndak Pengendal ian yang se lan jutnya dis ingkat 

R T P ada lah u r a i a n tentang kegiatan pengendalian yang 

a k a n d i l a k u k a n oleb perangkat daerab; 

14. Rev iu ada lah pene laahan u lang bukt i -bukt i s u a t u kegiatan 

u n t u k memas t ikan bahwa kegiatan tersebut te lah 

! I 
d i l aksanakan sesua i dengan ketentuan, standar, r encana , 

a t au no rma yang telab di tetapkan; 

15. E v a l u a s i ada lah rangka ian membandingkan bas i l a t au 

prestas i s u a t u kegiatan dengan standar, r encana , a t au 

y a n g telab di tetapkan dan menen tukan faktor-faktor yang 

mempengarubi keberbas i lan a t a u kegagalan s u a t u 

kegiatan da lam mencapa i tu juan ; 

13. Rencana Pembangunan J a n g k a Menengab Daerab yang 

se lan jutnya dis ingkat dengan R P J M D ada lah dokumen 

perencanaan daerab u n t u k periode 5 (lima) t abun ; 

14. Rencana Strategis Organisas i Pemerintab Daerab yang 

se lan jutnya dis ingkat dengan Rens t ra OPD ada lah 
dokumen perencanaan s a t u a n ker ja perangkat daerab 

I I 

u n t u k periode 5 (lima) t abun ; 

15. Keb i jakan U m u m A P B D yang se lan ju tnya dis ingkat K U A 

ada lah - dokumen yang memuat keb i jakan bidang 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan ser ta a s u m s i yang 

mendasar inya u n t u k periode 1 (satu) t abun ; 

16. Pr ior i tas dan Plafon Anggaran Sementara yang se lanjutnya 

dis ingkat PPAS ada lah rancangan program prioritas dan INSPI iKTUR KABAG 
HUKUM 

ASS SEKDA WABUP 

A, 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Sisa! Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan 

peng-ndaliln yang sudah ada, 

Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko 

yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi 

kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk 

menetapkan level atau status risikonya, | 

Identifikasil Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, 

kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi 

sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian 

tujuan, ) 

Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat 

RTP jadalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang 

akan dilakukan oleh perangkat daerah, 

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan 

untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, 

atau'!norma yang telah ditetapkan: 

Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau 

prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau 

yang telah (ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu 

kegidtan dalam mencapai tujuan, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 

selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen 

perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, 

Rencana Strategis Organisasi Pemerintah Daerah yang 

selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah 

dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah 

untuk periode 5 (lima) tahun, 

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA : 

adalih : dokumen yang memuat kebijakan bidang : 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang 

mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun, 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 

disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan 
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patokan batas m a k s i m a l anggaran yang diber ikan kepada 

S K P D u n t u k setiap program sebagai a c u a n da lam 

penyusunan R K A - S K P D sebelum disepakat i dengan D P R D ; 

17. Rencana Ker ja d a n Anggaran Perangkat Daerab yang 

se lan jutnya disebut R K A ada lab dokumen perencanaan 

dan penganggaran yang ber is i r encana pendapatan, 

r encana belanja program dan kegiatan perangkat daerab 

ser ta r encana pembiayaan sebagai dasar penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Be l an j a Daerab. 

Pasa l 2 

(1) Pera turan B u p a t i i n i d i m a k s u d k a n sebagai a c u a n bagi 

pejabat/selurub pegawai d i l ingkungan Pemerintab Daerab 

u n t u k m e l a k u k a n pengelolaan r is iko . 

(2) Pe ra turan B u p a t i in i ber tu juan u n t u k member ikan 

p a n d L a n da lam mengelola r i s iko u n t u k mendukung 

pencapaian tu juan pemerintab daerab. 

B A B I I 

P E N G E L O L A A N R I S I K O 

Pasa l 3 

(1) Pengelolaan r is iko d i l a k u k a n a tas tu juan strategis 

Pemer intaban Daerab, t u j u a n strategis Perangkat Daerab, 

dan tu juan p a d a t ingkatan keg iatannya 

(2) Pengelolaan r is iko d i l a k u k a n mela lu i : 

a . Pengembangan budaya sadar r is iko ; 

b. Pembentukan s t r u k t u r pengelolaan r is iko; 

c. Penyelenggaraan proses pengelolaan r is iko. 

Bag ian Kesa tu 

Pengembangan B u d a y a Sadar R is iko 

Pasa l 4 

(1) Pengembangan B u d a y a Sadar R is iko sebagaimana 

d imaksud da lam Pasa l 3 ayat (2) b u r u f a d i l akukan sesua i 

dengan n i la i -n i la i organisasi Perangkat Daerab 

INSPEKTUR KABAG 
HUKUM 

ASS SEKDA WABUP 

V 

17. 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(1) 

patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada 

SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam 

penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD, 

Renc ana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan 

dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, 

.rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah 

sertaj rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi 

pejabat/ seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah 

untuk melakukan pengelolaan risiko.   Peraturan |Bupati ini bertujuan untuk memberikan 

panduan dalam mengelola risiko untuk mendukung 

pencapaianitujuan pemerintah daerah. 

BAB II 

PENGELOLAAN RISIKO 

Pasal 3   
Pengelolaan risiko dilakukan atas tujuan strategis 

Pemerintahan Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah, 

dan tujuan pada tingkatan kegiatannya 

Pengtlolaar! risiko dilakukan melalui: 

a. Pengembangan budaya sadar risiko, 

b. Pembentukan struktur pengelolaan risiko, 

c. Penyelenggaraan proses pengelolaan risiko. 

Bagian Kesatu 

Pengembangan Budaya Sadar Risiko 

Pasal 4   
Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai 

dengan nilai-nilai organisasi Perangkat Daerah 
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(2) Pengembangan B u d a y a Sadar Ris iko sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) d i l a k u k a n mela lu i : 

a . Sos iabsas i pemabaman R is iko kepada setiap pegawai d i 

s e lu rub t ingkatan organisasi disetiap sa tuan ke i j a ; 

b. In te rna l i sas i pengelolaan R is iko da lam setiap proses 

pengambilan k epu tusan d ise lurub t ingkatan 

organisasi ; 

0. Pembangunan/perba ikan l ingkungan pengendalian 

yang mendukung penciptaan budaya r is iko. 

(3) B e n t u k pengembangan budaya sadar R is iko sebagaimana 

dimalcsud pada ayat (2), berupa: 

a . Pert imbangan Ris iko da lam setiap pengambilan 

keputusan ; 
I I 

b. Sps ia l i sas i berke lanjutan pentingnya Manajemen 
Ris iko ; I 

c. Pengbargaan terbadap pengelolaan R is iko yang baik ; 

dan 

d. Pengintegrasian Manajemen Ris iko da lam proses 

organisasi . 

Bag ian K e d u a 

Pembentukan S t r u k t u r Pengelolaan R is iko 

Pasa l 5 

(1) D a l a m m e l a k u k a n pengelolaan r is iko dibentuk s t r u k t u r 

pengelolaan r is iko , yang terdir i a tas : 

a . B u p a t i sebagai penanggung j awab pengelolaan r is iko ; 

b. Spkretar is Daerab sebagai koordinator penyelenggaraan 

pengelolaan r is iko ; 

c. Ppnpinan sa tuan/un i t ker ja sebagai Un i t Pemil ik R i s iko 
(UPR); 

d. As is ten Sekretar is Daerab sebagai u n i t kepatuban; 

sebagai penanggung j a w a b e. Inspektur Daerab 

pengawasan; 

(2) B u p a t i sebagai penanggung j a w a b pengelolaan r is iko 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) b u r u f a berwenang 

INSPEKTUR 
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(2) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana 

' dimal ksud Fada ayat (1) dilakukan melalui: 0 

Rs) 

(1) 

(2) 

a. 

  
' Sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di 

— sefuruhjtingkatan organisasi disetiap satuan kerja: 

Internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses 

pengambilan. keputusan diseluruh tingkatan 

— organisasi, 

. Pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian 

yang mendukung penciptaan budaya risiko. 

Bentlik pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), berupa: 

a. Pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan 

keputusan, 

.. Sosialisasi berkelanjutan pentingnya Manajemen | 

Risiko: 

Penghargaan ' terhadap pengelolaan Risiko yang baik, | 

dan 

. Pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses 

organisasi. 

Bagian Kedua 

Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko 

i i Pasal 5 i     Dalam melakukan pengelolaan risiko dibentuk struktur 

pengelolaan risiko, yang terdiri atas: 

a. 

bd. 

(UPR), 

Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko: 

Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan 

pengelolaan risiko 

Pimpinan satuan funit kerja sebagai Unit Pemilik Risiko 

Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan, 

Inspektur Daerah - sebagai penanggung jawab 

pengawasan, | 

Bupati se bagai penanggung jawab pengelolaan risiko 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang   
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mene 

daerah: 

I 
(3) Sekre tans 

pengelolaan 

d imaksud 

tapkan a r a h keb i jakan pengelolaan r is iko pemerintab 

Daerab sebagai koordinator penyelenggaraan 

r is iko Pemerintab Daerab sebagaimana 

pada ayat (1) b u r u f b berwenang 

mengoordinasikan pengelolaan r is iko d i l ingkungan 

Pemerintab Daerab; 

(4) B u p a t i dan p imp inan sa tuan/un i t ker ja sebagai U P R 

sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) b u r u f c bertanggung 
I 1 

j awab m e l a k u k a n pengelolaan r is iko d i l ingkup ke i j anya ; 

(5) As is ten Sekretar is Daerab sebagai un i t kepatuban 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) b u r u f d memantau 

pe laksanaan pengelolaan r is iko pada un i t pemil ik r i s iko d i 
l ingkungan pemerintab daerab dan perangkat daerab; 

(6) Inspektur Daerab sebagai penanggung j awab pengawasan 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) b u r u f e berwenang 

member ikan keyak inan yang memadai a tas penerapan 

pengelolaan r is iko pemerintab daerab. 

P a s a l 6 

(1) D a l a m rangka mendukung pengelolaan r is iko Pemerintab 

Daerab, B u p a t i membentuk Komite Pengelolaan Ris iko ; 

(2) Komite Pengelolaan R is iko sebagaimana dimalcsud pada 

ayat (1) terdir i a tas : 

a . l^upati sebagai ke tua ; 

b. Kepa la OPD yang menyelenggarakan u r u s a n 

Perencanaan, Penel i t ian d a n Pengembangan sebagai 

koordinator merangkap anggota; 

0. Kepa la OPD sebagai anggota. 

P a s a l ? 

Komite Pengelolaan R is iko sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 

5 memi l ik i tugas: 

(1) me l akukan pembmaan terbadap pengelolaan r is iko 

Pemerintab Daerab yang mel iput i sos ia l isas i , bimbingan, 

INSPE K.TUR KABAG 
HUKUM 

ASS SEKDA WABUP 

menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah 

daerah: 

@ 

(4) 

(5) 

(6) 

(1) 

(2) 

Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan 

pengelolaan risiko Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud | pada ayat (1) huruf b berwenang 
  

mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan 

Pemetintah Daerah: 

Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung 

jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya, 

Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau 

  pela 'anaa pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di 

lingkunganipemerintah daerah dan perangkat daerah,     
Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang 

memberikan keyakinan yang memadai atas. penerapan 

pengelolaan risiko pemerintah daerah. 

Pasal 6 

Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko Pemerintah 1 

Daerah, Bupati membentuk Komite Pengelolaan Risiko, 

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas: 

a. Bupati sebagai ketua, 

b. Kepalaj OPD yang menyelenggarakan urusan 

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebagai 

koordinator merangkap anggota, 

Kepala OPD sebagai anggota. 

Pasal 7 

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5 memiliki tugas: 

(1) melakukan! pembinaan terhadap pengelolaan risiko 

Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, 
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Pemer intah 

superv is i , dan pelat ihan pengelolaan risiko d i l ingkungan 

Daerah ; 

(2) memt)uat laporan t r iwu lanan dan t a h u n a n kegiatan 

pembinaan pengelolaan r is iko yang d i sampa ikan kepada 

B u p a t i cq Sekre tar is Daerab. 

P a s a l 8 

Un i t Pemil ik R is iko sebagai penanggung j awab pengelolaan 

risiko sebagaimana d imaksud da lam pasa l 4 ayat (1) terdir i 

a tas : 

(1) Un i t Pemi l ik R is iko T ingkat Pemer intab Daerab; 

(2) Un i t ^emililL R is iko T ingkat Ese l on I I ; 

(3) Un i t ^emi l i i R is iko T ingkat Ese l on I I I dan IV . 

P a s a l 9 

(1) Un i t Pemil ik R is iko T ingkat Pemerintab Daerab 

sebagaimana d imaksud da lam pasa l 7 ayat (1) memi l ik i 

tugas: 

a . i r e n y u s u n strategi pengelolaan risiko di t ingkat 

pemerintab daerab; 

b. m e n y u s u n r encana ker ja pengelolaan risiko d i t ingkat 

pemerintab daerab; 

c. me l akukan identi f ikasi dan ana l i s i s risiko terbadap 

pencapaian t u j u a n d a n s a s a r a n strategis pemerintab 

daerab; I 
d. m e l a k u k a n kegiatan penanganan dan pemantauan 

risiko bas i l identi f ikasi dan ana l i s i s risiko; dan 

I ! 
e. mena tausabakan proses pengelolaan risiko. 

(2) Un i t Pemil ik R is iko T ingkat Ese l on I I sebagaimana 

d imaksud da lam pasa l 7 ayat (2) memi l ik i tugas; 

a . m e n y u s u n strategi pengelolaan r is iko di t ingkat u n i t 

eselon I I pada OPD masing-masing; 

b. m e n y u s u n r encana ker ja pengelolaan risiko d i t ingkat 

un i t eselon I I pada OPD masing-masing; 

c. m e l a k u k a n identi f ikasi dan ana l i s i s risiko terbadap 

pencapaian tu juan dan s a s a r a n strategis OPD; 
m s p i JKTUR KABAG 

HUKUM 
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| supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan 

Pemerintahi Daerah: 

(2) membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan 

pembinaan| pengelolaan risiko yang disampaikan kepada 

Bupati cg Sekretaris Daerah. 

Pasal 8   
Unit Pemilik Risiko sebagai penanggung jawab pengelolaan 

risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) terdiri 

atas: 

(1) Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah, 

(2) Unit 
(3) Unit 

(1) Unit 

Pemilik Risiko Tingkat Eselon II, 

Pemilik Risiko Tingkat Rsclon III dan IV. 
Pasal 9 

Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah   
sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) memiliki 

tugas: 

a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat 

pemerintah daerah, 

b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat 

  

pemerintah daerah: 

c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap 

pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah 

daerah: 

d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan 

risiko hasil identifikasi dan analisis risiko, dan 

e. menatausahakan proses pengelolaan risiko. 

(2) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) memiliki tugas, 

a. menyusun Strategi pengelolaan risiko di tingkat unit 

eselon II pada OPD masing-masing, 

b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat 

unit eselon II pada OPD masing-masing, 

c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap 

  

pencapaian tujuan dan sasaran strategis OPD, 
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d. m e l a k u k a n kegiatan penanganan dan pemantauan 

risiko h a s i l identi f ikasi dan ana l i s i s risiko; dan 
I I 

e. mena tausahakan proses pengelolaan risiko. 

(3) Un i t Pemi l ik R is iko T ingkat Ese l on I I I d a n IV sebagaimana 

d imaksud da lam pasa l 7 ayat (3) memi l ik i tugas. 

a . m e l a k u k a n identi f ikasi dan ana l i s i s risiko terbadap 

pencapaian tu juan dan s a s a r a n kegiatan; 

b. m e l a k u k a n kegiatan penanganan dan pemantauan 
risiko bas i l identi f ikasi dan ana l i s i s risiko; dan 

I I 
c. mena tausabakan proses pengelolaan risiko. 

Bag ian Ketiga 

Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Ris iko 

P a s a l 10 

(1) Proses pengelolaan risiko mel iput i : 
I I 

a . Identi f ikasi ke l emaban l ingkungan pengendalian; 

b. Peni la ian risiko; 

c. Kegiatan pengendalian; 

d. Informasi d a n komun ikas i ; dan 
J J 

e. Pemantauan. 

(2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimalcsud pada 

ayat 1) d i terapkan da lam s u a t u s i k l u s berke lanjutan. 

(3) Set iap s i k l u s sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 

mempunya i periode penerapan se lama 1 (satu) t a b u n . 

(4) Proses pengelolaan risiko sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1) b a r u s menjadi bagian yang terpadu dengan proses 

secara kese lu ruhan , menyatu da lam budaya 

dan d i sesua ikan dengan proses b i sn is 

manajemen 

i. . 
organisasi , 
organisasi . 

Paragraf Ke sa tu 

Identi f ikasi Ke lemaban L ingkungan Pengendalian 

(1) Identi f ikasi 

diper u k a n 

Pasa l 11 

ke lemaban l ingkungan pengendalian 

u n t u k menen tukan r encana penguatan 

INSPE KTUR KABAG 
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d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan 

risiko hasil identifikasi dan analisis risiko, dan 

e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.   
(3) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) memiliki tugas. 

a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap 

pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan: 

b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan 

risiko hasil identifikasi dan analisis risiko: dan 

menatausahakan proses pengelolaan risiko. 

Bagian Ketiga 

Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko 

Pasal 10 

(1) Proses pengelolaan risiko meliputi: 

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian, 

. Penilaian risiko, 

. Informasi dan komunikasi, dan 

a. 

b 

Cc. Kbeiatash pengendalian, 4 | 

e Pemantauan. 

(2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan. 

(3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

membunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun. 

(4) Prosds pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada 

ayat 

manajemen 

organ 

organ 

Id 

(1) Identifikasi 

diper 

isasi, 

lisasi. 

entifik 

lukan 

  

1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses 

secara keseluruhan, menyatu dalam budaya 

dan disesuaikan dengan proses bisnis 

Paragraf Kesatu 

asi Kelemahan Lingkungan Pengendalian 

Pasal 11 

kelemahan lingkungan pengendalian 

untuk menentukan rencana penguatan 
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l ingkungan 

(2) Identi f ikasi 

pada 

pengendalian da lam mendukung penciptaan 

budaya risiko dan pengelolaan risiko. 

ke lemaban l ingkungan pengendalian d i l a k u k a n 

t ingkat Pemda dengan c a r a mengidenti f lkasi 

ke lemaban-ke lemaban da lam setiap sub u n s u r l ingkungan 

pengendalian intern . 

risiko yang 

pemerintab 

Paragraf K e d u a 

Peni la ian R is iko 

Pasa l 12 

(1) Peni la ian r is iko d i m a k s u d k a n u n t u k mengidentif lkasi 

dapat mengbambat pencapaian tu juan i n s t ans i 

dan m e r u m u s k a n kegiatan pengendalian risiko 

yang d iper lukan u n t u k memperkec i l risiko. 

(2) Peni la ian risiko d i l a k u k a n a tas : 

I I 
a . T u j u a n strategis Pemerintab Daerab; 

b. T u j u a n strategis (entitas) OPD; dan 

c. T u j u a n operasional (kegiatan) OPD. 

(3) Peni la ian risiko a tas t u j u a n strategis Pemerintab Daerab 

sebagEiimana d imaksud pada ayat (2) b u r u f a d i l aksanakan 

bersamaan dengan proses p enyusunan R P J M D a t au segera 

setelab d ise lesa ikannya R P J M D . 

(4) Peni la ian risiko a tas tu juan strategis (entitas) OPD 

sebagaimana d imaksud pada ayat (2) b u r u f b d i l aksanakan 

bersamaan dengan proses p e n y u s u n a n rens t ra OPD a t au 

segera setelab d ise lesa ikannya r ens t ra OPD. 

(5) Peni la ian risiko a tas tu juan operasional (kegiatan) OPD 

sebagaimana d imaksud pada ayat (2) b u r u f c d i l aksanakan 

bersamaan dengan proses p enyusunan R K A OPD a tau 

segera setelab d ise lesa ikannya R K A OPD. 

(6) Proses peni la ian risiko mel iput i : 

a . Penetapan konteks/tu juan ; 

b. Identi f ikasi risiko; dan 

c. Ana l i s i s R is iko . 

INSPI : K T U R K A B A G 
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(2) 

(1) 

2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

lingkungan! pengendalian dalam mendukung penciptaan 

budaya risiko dan pengelolaan risiko. ag 
Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan     pada tingkat Pemda dengan cara mengidentifikasi 

kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan 

pengendalian intern. 

Paragraf Kedua 

Penilaian Risiko 

Pasal 12 

Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi 

risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi 

pemerintah! dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko   
yang diperlukan untuk memperkecil risiko. 

Penilaian risiko dilakukan atas: 

a. Tujuan strategis Pemerintah Daerah, 

b. Tujuan strategis (entitas) OPD, dan 

c. Tujuan operasional (kegiatan) OPD. 

Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah 

sebagaimarla dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan 

bersimaan 'dengan proses penyusunan RPJMD atau segera 

setelah diselesaikannya RPJMD. 

Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) OPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan 

bers#maan dengan proses penyusunan renstra OPD atau 

segera setelah diselesaikannya renstra OPD. 

Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) OPD 

sebagaimarta dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan 

bersdmaan dengan proses penyusunan RKA OPD atau 

segera setelah diselesaikannya RKA OPD. 

Proses penilaian risiko meliputi : 

a. Penetapan konteks/tujuan, 

b. Identifikasi risiko: dan 

c. Ahatisis! Risiko. 
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P a s a l 13 

Penetapan konteks/ tu juan terdir i da r i tahap penetapan 

konteks/ tu juan dan penetapan kr i t e r ia r is iko . 

(1) Penetapan 

Pasa l 14 

conteks/tujuan ber tu juan u n t u k menjabarkan 

tu juan ins tans i dan tu juan kegiatan sesua i dengan rencana 

strategis dan r encana k iner ja t a b u n a n . 

(2) T u j u a n da lam pengelolaan r is iko dibagi menjadi t iga 

t ingkatan ya i tu konteks strategis Pemda, konteks strategis 

(entitas) OPD, dan konteks operasional (kegiatan). 

(3) T u j u a n da lam konteks strategis Pemda ditetapkan 

berdasarkan t u j u a n strategis Pemda sebagaimana 

te rcantum da lam dokumen R P J M D . 

(4) T u j u a n da lam konteks strategis (entitas) OPD ditetapkan 

berdasarkan t u j u a n strategis OPD sebagaimana tercantum 

da lam dokumen Rens t ra OPD. 

(5) T u j u a n da lam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan 

berdasarkan tu juan kegiatan yang tercantum da lam 

dokumen RI^A OPD. 

Pasa l 15 

(1) Pene apan kr i t e r ia peni la ian r is iko ber tu juan member ikan 

pemabaman yang s a m a mengenai kr i t e r ia peni la ian dan 

ana l i s i s a tas risiko-risiko. 

(2) Kr i t e r ia peni la ian risiko m e l i p u t i : 

a . S k a l a dampak risiko; 

b. S k a l a k emungk inan risiko; dan 

c. S k a l a t ingkat risiko. 

(1) Identi f ikasi 

yang 

Pemda yang mel iput i t u j u a n strategis Pemer intaban 

dapat 

P a s a l 16 

r is iko ber tu juan u n t u k mengidentif lkasi risiko 

mengbambat pencapaian t u j u a n d i l ingkungan 

INSPEKTUR KABAG ASS SEKDA WABUP 
HUKUM 
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Pasal 13 

Penetapan konteks/tujuan terdiri dari tahap penetapan 

konteks/itujuan dan penetapan kriteria risiko. 

Pasal 14 

(1) Penetapan konteks/tujuan bertujuan untuk menjabarkan 
    

tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana 

strategis dan rencana kinerja tahunan. 

(2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi tiga 

tingkatan yaitu konteks strategis Pemda, konteks strategis 

(entitas) ob, dan konteks operasional (kegiatan). 

(3) Tujuan dalam konteks strategis Pemda ditetapkan 

berdasarkan tujuan strategis Pemda sebagaimana 

tercantum dalam dokumen RPJMD. 

(4) Tujudn dalam konteks strategis (entitas) OPD ditetapkan 

berdasarkan tujuan strategis OPD sebagaimana tercantum 

dalam dokumen Renstra OPD. 

(S5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan 

berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam 

dokumen RKA OPD. 

Pasal 15 

(1) Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan 

pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan 

analisis atas risiko-risiko. 

(2) Kriteria penilaian risiko meliputi : 

a. Skala dlmpak risiko, 

b. skata kemungkinan risiko, dan 

Cc. Skala tingkat risiko. 

Pasal 16 | 

(1) Identifikasi| risiko bertujuan untuk mengidentifikasi risiko 

yang| dapati menghambat pencapaian tujuan di lingkungan 

Pemda yang meliputi tujuan strategis Pemerintahan 
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(2) 

(1) 

(2) 

Daerah , tu juan strategis (entitas) OPD, dan tu juan 

operasional (kegiatan) OPD. 

Tahap pe l aksanaan ident i f ikasi r i s iko mel iput i kegiatan : 

a . mengid int i f ikas i berbagai r i s iko yang mengbambat 

pencapaian tu juan , pemil ik r i s iko , sebab r is iko, sumber 

r is iko, dan dampak r is iko ; 

b. inendol iumentas ikan proses identi f ikasi r is iko da lam 

daftar r is iko ; 

P a s a l 17 

Ana l i s i s r is iko merupakan langkab u n t u k menentukan 

n i l a i da r i s u a t u s i s a r is iko dengan mengukur n i l a i 

k emungk inan dan dampaknya . 

B e r d a s a r k a n b a s i l peni la ian sebagaimana pada ayat (1) 

s u a t u r is iko dapat d i t en tukan t ingkat r is iko sebagai 

informasi u n t u k menc ip takan r encana t indak 

pengendalian. 

(3) Tabap pe laksanaan ana l i s i s r is iko mel iput i kegiatan : 

a . m e l a k u k a n ana l i s i s dampak d a n kemungk inan r is iko; 

b. memval idas i r is iko ; 
I ! 

c. m e l a k u k a n eva luas i pengendalian yang ada dan yang 
d ibu tuhkan ; dan 
I i 

d. m e n y u s u n Rencana T i n d a k Pengendalian (RTP). 

Paragraf Ket iga 

Kegiatan Pengendal ian 

Pasa l 18 

pengendaban merupakan tabap u n t u k 

mengimplementasikan r encana t indak pengendalian (RTP). 

Implementasi Rencana T i n d a k Pengendal ian (RTP) mebputi 

kegiatan : 

a . pembangunan in f ras t ruk tur pengendalian yang an ta ra 

(1) Kegiatan 

(2) 

l a in dapat berupa keb i jakan dan/a tau prosedur; 

b. pe l aksanaan keb i jakan dan prosedur pengendalian. 

msPE 

- 4 
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(2) 

(1) 

(2) 

3) 

(1) 

(2) 

'Daerah, tujuan strategis (entitas) OPD, dan tujuan 

operdsionall (kegiatan) OPD. : 

Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan : 

a. ntengiddntifikasi berbagai risiko yang menghambat 

' pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber 

risiko, dan dampak risiko, i 

b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam 

daftar risiko, i 

i Pasal 17 
Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan 

nilai| dari | suatu sisa risiko dengan mengukur nilai   
kemungkinan dan dampaknya. h 

Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) 

suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai 

informasi untuk menciptakan rencana tindak ) 

pengendalian.   Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan : 

a. helakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko 

b. memvalidasi risiko: 

Cc. #hetekukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang 

dibutuhkan: dan : 
“ d. menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP). 

Paragraf Ketiga 

Kegiatan Pengendalian 

i Pasal 18 
Kegiatan pengendalian ' merupakan tahap untuk :   
mengimplementasikan rencana tindak pengendalian (RTP). 

Implementasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) meliputi ' 

kegiatan :   
a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara : 

lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur: 
| .. : 

b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian. 
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Paragraf Keempat 

In formasi d a n K o m u n i k a s i 

Pasa l 19 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) Informasi dan k o m u n i k a s i ber tu juan u n t u k memast ikan 

telabj terdepat komun ikas i in terna l dan eks t ema l yang 

efektif da lam setiap tabapan pengelolaan r is iko, se jak 

peni lman ke lemaban l ingkungan pengendalian, proses 

peni la ian r is iko , dan pe laksanaan kegiatan pengendalian. 

Pemerintab daerab menggunakan berbagai bentuk dan 

s a r a n a informasi dan komun ikas i yang efektif da lam 

m e l a k u k a n pengelolaan r is iko . 

Paragraf Ke l ima 

Pemantauan 

Pasa l 20 

Pemantauan d i l aksanakan u n t u k memas t ikan b a h w a 

pengelolaan r is iko telab d i l a k u k a n sesua i dengan 

ketentuan. 

Pemantauan d i l aksanakan oleb p impinan secara 

berjenjang m u l a i dar i B u p a t i , Kepa la OPD (Pejabat Ese l on 

I I ) , Kepa la Bag ian/Kepa la B idang (Pejabat Ese lon I I I ) , 

Kepa la Seks i/Kepa la S u b Bag ian (Pejabat Ese lon IV) sesua i 

dengan ruang l ingkup dan kewenangannya. 

Pe laksanaan pemantauan pengelolaan r is iko pemerintab 

daerab oleb B u p a t i dapat didelegasikan kepada un i t 

kepatuban. 

Pemantauan da lam bentuk eva luas i terpisab dapat 

d i l a k s a n a k a n oleb Inspektorat s e l aku penanggung j awab 

pengawasan pengelolaan r is iko mel iput i audit , rev iu, 

pemantauan , eva luasi , dan pengawasan la innya . 

INSPET 

- i 

: T U R K A B A G 
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Paragraf Keempat: 

Informasi dan Komunikasi 

Pasal 19   
Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan   telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang . 

efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak | 
penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses 

penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. — 

Pemgrintah daerah menggunakan berbagai bentuk dan 

sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam : 

melakukan' pengelolaan risiko. 

Paragraf Kelima 

Pemantauan 

- Pasal 20 

Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa : 

pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ' 

ketelituan. 

Pemantauan . dilaksanakan oleh - pimpinan secara 

berjenjang mulai dari Bupati, Kepala OPD (Pejabat Eselon 

II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon 1), | 

—. Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai 

(3) 

.“ 

dengan ruang lingkup dan kewenangannya. 
! .. 

Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah 

“daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada unit 

. kepatuhan. | | 

Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat 

  | ditatsanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab | 

pengawasan pengelolaan risiko meliputi audit, reviu, 
| , , 

pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya. 
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(4) 

(6) 

(7) 

B A B I I I 

P E L A P O R A N 

Pasa l 2 1 

(1) D a l a m rangka mendukung akuntab i l i tas pengelolaan 

r is iko , pemerintab daerab m e n y u s u n laporan pengelolaan 

r is iko . 

(2) Laporan pengelolaan r is iko m e l i p u t i : 

a . Laporan pe laksanaan peni la ian r is iko; 

b. Laporan berka la pengelolaan r is iko oleb u n i t pemil ik 

ns iko ; dan 

c. Laporan berka la pemantauan r is iko oleb un i t 

kepa tuban interna l . 

(3) Laporan pe laksanaan r is iko sebagaimana d imaksud pada 

ayat (2) b u r u f a d i s u s u n setelab d i l a k u k a n peni la ian r is iko 

y a n g terdir i dar i peni la ian r is iko strategis Pemerintab 

Daerab, peni la ian r is iko strategis (entitas) OPD, dan 

peni la ian r is iko operasional OPD. 

Laporan pe laksanaan r is iko d ibuat oleb u n i t pemil ik r is iko 

d i sampa ikan kepada Bupa t i , t embusan kepada Sekretar iat 

Daerab dan u n i t kepatuban interna l . 

(5) Laporan pe laksanaan r is iko sebagaimana d imaksud pada 

ayat (2) b u r u f a dapat berupa dokumen peni la ian 

r is iko/dokumen r encana t indak pengendalian. 

Laporan berka la pengelolaan r is iko oleb un i t pemil ik r is iko 

sebagaimana d imaksud pada ayat (2) b u r u f b d i l a k u k a n 

secara t r iwu lanan , dan t a b u n a n d isampa ikan kepada 

Bupa t i , dengan t embusan kepada Sekretar iat Daerab d a n 

u n i t kepa tuban internal . 

Laporan berka la pengelolaan r is iko oleb Un i t Pemil ik R is iko 

sebagaimana d imaksud pada aya t (2) b u r u f b u n t u k 

t ingkat ent i tas Pemerintab Daerab d ikoordinas ikan oleb 

Uni t Pemil ik R is iko Pemerintab Daerab, sedangkan u n t u k 

t ingkat strategis OPD dan t ingkat operasional OPD 

dikoord inas ikan oleb Un i t Pemi l ik R is iko T ingkat Ese l on I I . 

INSPEJ ITUR KABAG 
HUKUM 

ASS SEKDA WABUP 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4 

(5) 

(6) 

(7) 

BAB III 

PELAPORAN 

Pasal 21 

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan 
    

risiko, pemerintah daerah menyusun laporan pengelolaan 

risiko. 

Laporan pengelolaan risiko meliputi : 

a. Laporan pelaksanaan penilaian risiko, 

bh. Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik 

risiko: dan 

.c. Laporan berkala pemantauan risiko oleh unit 

kepatuhan internal. ) 

Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada 

ayati(2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian risiko 

yang terdiri dari penilaian risiko strategis Pemerintah 

Daerah, penilaian risiko strategis (entitas) OPD, dan 

penilaian risiko operasional OPD. 

Laporan pelaksanaan risiko dibuat oleh unit pemilik risiko 

disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada Sekretariat 

Daerah dan unit kepatuhan internal. 

Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada : 

ayat| (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian 

risiko/dokumen rencana tindak pengendalian. 

Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan 

secata triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada 

Buphti, degan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan : ) 

unitikepatuhan internal. | 

Laporan berkala pengelolaan risiko oleh Unit Pemilik Risiko 

sebagaimaha dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk 

tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh 

Unit! Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk 

tingkat strategis OPD dan tingkat operasional OPD 

dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon n. 
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(8) Laporan berka la pemantauan r i s iko oleb Un i t Kepatuban 

In te rna l sebagaimana d imaksud pada ayat (2) b u r u f c 

d i l a k u k a n secara t r iwu lanan , dan t abunan d isampa ikan 

kepada B u p a t i dengan t embusan kepada Sekretar is 

Daerab. 

B A B IV 

K E T E N T U A N P E N U T U P 

Pasa l 22 

Peraturar i B u p a t i i n i m u l a i be r l aku pada tanggal d iundangkan. 

Agar setiap orang mengetabuinya, memer intabkan 

pengundangan pe ra tu ran B u p a t i i n i dengan penempatannya 

da lam Be r i t a Daerab Kabupaten Gorontalo U ta ra . 

D i te tapkan di Kwandang 

pada tanggal 31 ^ s i q s 2 0 2 2 

UPAT I GORONTALO UTARA, 

THARIQ M O D ^ G G U 

D iundangkan d i Kwandang 

pada tanggal hAXOd^^^ 2022 

B U P A T E N GORONTALO UTARA, 

B E R I T A D A E R A H 

NOMOR .5?.?. 

KABUPA ' 'EN GORONTALO U T A R A TAHUN 2022 

INSPEKTUR KABAG 
HUKUM 

ASS SEKDA WABUP 

(8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan 

Internal. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c   dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan 

kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris 

Daerah. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 22 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap | orang mengetahuinya,   memerintahkan 

pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Darah Kabupaten Gorontalo Utara. 

  
Diundangkan di Kwandang 

| 
pada tanggal M ASUSFS “2022 

  

Ditetapkan di Kwandang 

pada tanggal 31 408452922 

(puan GORONTALO UTARA, 

  

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2022 

NOMOR .5!0 
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LAMPIRAN I 

NOMOR 

T A N G G A L 

T E N T A N G PEDOMAN 

P E R A T U R A N B U P A T I GORONTALO UTARA 

2022 

2022 

P E N G E L O L A A N R I S I K O D I L INGKUNGAN 

P E M E R I N T A H D A E R A H 
i I 

1. 

PEDOMAN P E N G E L O L A A N R I S I K O D I L INGKUNGAN P E M E R I N T A H D A E R A H 

P E N D A H U L U A N 

A. La ta r Be lakang 

I L 

1. Pera turan Pemer intah Nomor 60 T a h u n 2008 tentang S i s t em 

ayat (1) y a i t u 

peni la ian r is iko; 

13 Pengendalian In te rn Pemerintah, k h u s u s n y a bagian ketiga pasa l 

P imp inan Ins t ans i Pemerintab wajib melalcukan 

dan 

2. D a l a m rangka 

Pedoman 

peningkatan kua l i t a s penerapan SP IP d iper lukan 

'engelolaan Ris iko . 

B . T u j u a n Penyusunan Pedoman 

P e n y u s u n a n pedoman i n i d i m a k s u d k a n sebagai panduan dalam: 

1. Mengelola 

pemerinta 

r is iko da lam rangka mendukung pencapaian t u j u a n 

lb daerab; 

2. Mengidentif lkasi menganal is is , dan mengendal ikan r is iko ser ta 
I ! I 

memantau akti f i tas pengendalian r is iko d i l ingkungan Pemer intahan 

Kabupaten Gorontalo U ta ra . 

K E B I J A K A N P E N G E L O L A A N R I S I K O 

A. Penetapan konteks pengelolaan r is iko 

Konteks pengelolaan r is iko pada Pemerintab Kabupaten Gorontalo U t a r a 
I I I 

d i l a k u k a n a tas tu juan strategis Pemerintab Daerab, tu juan strategis 

(entitas) OPD, dan t u j u a n pada t ingkat kegiatan (operasional) OPD. 

1. Pengelolaan R is iko Strategis Pemerintab Daerab 

m s p i • K T O R BG^BAG 

H U K U M 

A S S S E K D A W A B U P 

\l A> Ar 

LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA - 

  
NOMOR po 2 2022 
TANGGAL: An Asiftus | 2022 i ) | 

TENTANG : PEDOMAN| PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN 
| 

PEMERINTAH DAERAH 
  

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 

i | 
. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang   1. Peraturan| Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendali an Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasai 13   “ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan 

penilaian risiko, dan | 
| 

) | ) | 
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan 

Pedoman Pengelolaan Risiko. 

B. Tujuan Penyusunan! Pedoman   
Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam: : 

1. Mengelola “isikea dalam rangka mendukung pencapaian tujuan 

pemerintah daerah, i Kn | | |   
2. Mengidentifikasi! menganalisis, dan mengendalikan risiko serta 

) memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintahan 

| Kabupaten Goroptalo Utara. i : 

KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO 

A. Penetapan konteks pengelolaan risiko 

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara 

dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis 

(entitas) OPD, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) OPD. : 

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah 
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Pengelolaan risiko strategis Pemer intah Daerah ber tu juan 

mengenda lkan l i s iko- r i s iko pr ior i tas a tas tu juan dan s a s a r a n 

strategis pemerintab daerab yang tertuang da lam dokumen R e n c a n a 

Pemer inta l i J a n g k a Menengab Daerab (RPJMD) . Pengelolaan risiko 

strategis t ingkat Pemerintab Daerab d i l a k u k a n oleb B u p a t i be rsama 

W a k i l Bupa t i , d ibantu oleb Kepa la OPD se laku Un i t Pemil ik R i s iko 

T ingkat Pemda d i bawab koordinasi Sekretar iat Daerab. 

2. Pengelolaan R is iko Strategis (Ent i tas ) OPD 

Pengelolaan risilio strategis OPD ber tu juan mengendal ikan risiko-

risiko prior i tas a l a s t u j u a n dan s a s a r a n strategis OPD yang te r tusng 

da l am dokumen Perencanaan Strategis OPD (Renstra OPD). 

Pengelolaan risiko strategis OPD d i l a k u k a n oleb masing-masing I I ! 
P impinan OPD bersama j a j a r an manajemennya, sebagai Un i t Pemibk 

R is iko T ingkat Ese l on 2 dan Un i t Pemil ik R is iko T ingkat Ese lon 3 d a n 

4. 

3 . Pengelolaan R is iko Operasional OPD 

Pengelolaan risiko operasioal OPD ber tu juan mengendal ikan risiko-

risiko prior i tas a tas tu juan dan s a s a r a n operasional kegiatan u t a m a 

OPD yang tertuang da lam dokumen perencanaan ker ja t abunan OPD, 

seperti; Penetapan K iner ja OPD (Perkin), dan Rencana Ker ja OPD 

(Renja dan/a tau RKPD ) . 

Pengelolaan risiko strategis dan operasional t ingkat OPD d i l a k u k a n 

oleb masing-masing P imp inan OPD bersama j a j a r a n manajemennya, 

d ibantu sebagai Un i t Pemil ik R i s iko T ingkat Ese lon 2 dan Un i t Pemi l ik 

R is iko T ingkat Ese l on 3 dan 4. 

B . Penetapan kr i ter ia peni la ian risiko 

Penetapan kr i te r ia peni la ian risiko ber tu juan member ikan pemabaman 

yang s a m a bagi p ihak-p ibak yang terl ibat da lam pengelolaan risiko d i 

l ingkup pemerintab 

risiko-risiko 

daerab mengenai kr i t e r ia peni la ian dan ana l i s is a t as 

yang telab di identi f ikasi , sebagai dasar pengambilan 

k e p u t u s a n mengenai t ingkat risiko yang dapat di ter ima m a u p u n t i n ^ a t 

risiko yang t idak dapat d i ter ima dan memer lukan respon penanganan 

lebib lanjut . Kr i t e r ia penia ian risiko terdir i da r i 3 komponen, ya i tu S k a l a 

INSPE 
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Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan 

mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran 

strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana 

Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko 

strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati bersama 

Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala OPD selaku Unit Pemilik Risiko 

) Tingkat Pemda di bawah koordinasi Sekretariat Daerah. | | 

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) OPD — ' 

Pengelolaan risiko strategis OPD bertujuan mengendalikan: risiko- 

risiko prioritas alas tujuan dan sasaran strategis OPD yang tertuang 

dalam dokumen Perencanaan Strategis OPD (Renstra OPD).   Pengelolaan risiko strategis OPD dilakukan oleh masing-masing 

Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik 

Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 

a00 : ) 
3. Pengelolaan Risiko Operasional OPD i ) i 

Pengelolaan risiko operasioal OPD bertujuan mengendalikan risiko- 

risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama : 

OPD yang jtertuang dalam dokumen perencanaan kerja: tahunan OPD, 

seperti, Penetapan Kinerja OPD (Perkin), dan Rencana Koja 0 OPD 

(Renja dan/atauIRKPD). i : 

Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat OPD dilakukan 

oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, 

dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik 

Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4. i i : 

B. Penetapan kriteria penilaian risiko ) Tg i i | 

Penetapan kalteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman 

yang sama bagi pihak-pihak : yang terlibat dalam pengelolaan risiko di 

lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas 

risiko-risiko |yang |telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan 

keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat 

risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan 

lebih lanjut. Kriteria peniaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala 
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D a m p a k Ris iko , S k a l a Kemungk inan Ter jadinya (Probabilitas) R is iko, dan 

S k a l a T ingkat Ris iko (Nilai Ris iko) . 

1. S k a l a Dampak R is iko I 

r i 
Kr i t e r ia peni la ian terbadap t ingkat konsekuens i a tau dampak r is iko 

d iper lukan u n t u k menjamin kons is tens i da lam ana l i s i s dampak 

r is iko . K r i e r ia s k a l a dampak r i s iko b i asanya ditetapkan da lam s k a l a 

4 a t au s k a l a 5 sesua i dengan kebu tuban pemerintab daerab masing-

mas ing , sebagai ber ikut : 

a . Kr i t e r ia S k a l a 4 D a l a m 
I 

s k a l a 4, contob kategori dampak r is iko dan 

operasional isas inya dapat d i i lus t ras ikan sebagai b e r i k u t : 

Contoh 1 Skala Dampak Risiko Dalam Skala 4 

KBtegortDotnpflk 

Sangat signifikan / 
Sangat besar 

Signifikan / Besar 

4 Pengaruh terhadap pencapaian tujuan 
sangat signifikan. 

Kurang si 
Kecil 

Tidak signifikan/ 
Sangat kecil | 

ignifikan/ 

Pengaruh terhadap pencapaian tujuan 
tinggi/signifikan, 

Pengaruh terhadap pencapaian tujuan 
rendah/kurang signifikan. 

Pengaruh terhadap pencapaian tujuan 
tidak signifikan. 

Se la in contob pada Tabel d i a tas , pemerintab daerab dapat j u g a 

menggunakan s k a l a dengan menggunakan operasional isasi 

dampak yang lebib r inc i sebaga imana da l am Tabel d i bawab i n i : 

Contoh 2 Skala Dampak Risiko Dalam Skala 4 

Sangat Tinggi 

•nnggl 

Rondah 

SangatRendah 

torugian 
songot besof 

kerugion 
tjesar 

kerugion 
cukup besar 

1 kerugion 
kecil, kurang 
material 

kegiatan terhentt, negatit, tersebar 
tujuan tidak luas di bonyak 
tercapal media 
kegiatan sangat ; negotit, tersetxir di 
terttambat betiorapa medio 
kurang elektil nasional/lokal 
kegiatan 
terhambat 
kurang ellslen 
ada hambotan 
kegiataa namun 
tertanganl 

negatif, terdopot 
pemberltaon 

ada pemberitaon 
negatif, namun 

:.i tidafc material 

pelanggaran 
serius, terkena 
sanksi 
pelanggaran 
serius, sanksi 
tortulis 
pe.'anggaran 
blaso, sanksi 
tertulls 
pelanggaran 
biasa, sanksi 
teguran 
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Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, € dan 

Skala Tingkat/Risiko (Nilai Risiko). 

1. Skala Dampak Risiko 

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko 

diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak 

risiko. Kriteria skala dampak risiko biasanya ditetapkan dalam skala 

4 atau skala 5 sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah masing- 

masing, sebagai berikut: | 

a. Kriteria Skala 4 | 

Dalamj/ skala 4, contoh kategori dampak risiko dan 

operasionalisasinya dapat diilustrasikan sebagai berikut : 
    

    

    

Contoh 1 Skala Dampak Risiko Dalam Skata 4 

BA Tn "3 | 
   

  

| Pengaruh terhadap pencapaian tujuan Sangat signifikan / | 
3 sangat signifikan, Sangat! besar      

   
   

   

  

    

    

    

    

  

) : Pengaruh te terhadap pencapalan tujuan — Sgnlikan 1 Besar : tinggi signton. 

Kurang signitikan/ LH | 6 Pengaruh terhadap pencapaian tujuan 
Kecil Ko rendah/kurang signifikan. 

Tidok signtikan) 2 Pengaruh terhadap pencapaan tujuan 
Sangat keci | . tidak signifikan. 

Selain (contoh pada Tabel di atas, pemerintah daerah dapat juga 

menggunakan skala dengan menggunakan operasionalisasi 

dampak yang lebih rinci sebagaimana dalam Tabel di bawah ini: 

Contoh 2 Skala Dampak Risiko Dalam Skala 4 

        

   

    

    

   

Sangat Tinggi 5 £ kerugian " kegiatan terhenti, 1 negatit tersebar pelanggaron 
: . sangat besar “ tujuan Bdak " Juas di bonyak . serius, terkena 

5 tercapai ! media . sanksi 

To. pelanggaran   . kerugian 8 kegiatan sangat   

      

Tinggi "3 
2 " besar. : terhambat, " serius, sonksi 

. Dn an an nata nata Br kurang otektit . tortuts 

Rendah 1 £ kerugian 4 kegiatan . pelanggaran 
5 " cukupbesar : terhambat, biasa, sanksi 

5 “. kurang @itslen . tertulis 

Sangat Rendah . 1: kerugian 3 ada hambatan a pemberitaan . pelanggaran 
: '' keci,kurang | kegiatan, namun Gotil, namun - biasa, sanksi 

AI materiot .' tertangani . teguron 

    

  

  
INSPEKTUR | KABAG ASS SEKDA | WABUP 

  

              

   



b, Kr i t e r ia S k a l a 5 

D a l a m s k a l a 5, kategori dampak r is iko dan operasional isasinya 

dapat d i i lus t ras ikan sebagai ber ikut : 
Contoh 1 Skata Dampak Risiko Dalam S k a l a 5 

Katogoii Dampak 

Songot slgnlfltcon / 
Songot bes'or 1 " ••• !• • • Signifikan / Sosor 

Sedong/Medium 
Kurang signifikan/ 
kecil 
-1 
Tfdok Signifikon 
Songot Kecil 

Pengaruh terhodap pencopaion tujuan 
songot signifikan. 
Pengaruh terhadap pencapaian tujuan 
tinggi/signifikan. 
Pengaruh terhadap pencapaian tujuan 
sedong. 
Pengaruh terhadap pencapaian tujucsn 
rendah/kurang signifikan. 
Pengaruh terhadap pencapaian tujutsi 
tidak signifikan. 

Se la in contob pada Tabel d i a tas , pemerintab daerab dapat j u g a 

I 
menggunakan s k a l a sebagaimana da lam Tabel ber ikut dengan 

menggunakan operasional isasi dampak yang lebib rinci. | 

Contoh 2 Skala Dampak Rfsiko Daiam Skala 5 

Kategori Dampak 

sangat Tinggi 

Tinggi 

OperaalDnal DompafcfllttKo 

Moderot 

Keel 

- , ' 
keaigian kegiatan torhenti. a negatif, tersebar pclanggaron 
sangot besar tujuan tidak luas di banyak serius, terkena 

tercopoi medio sonksl 
kenjgian . kegiatan sangat negatif, tersebar di pelanggaran 
besar tertiombot, tidak beberapa medio sorius, sanksi efektif nasionoi/lokal tertulis 
kerugion kegioton terhom- negotif, tersebar di pelanggaran 
cukup besar bot, kurang efektif beberopa media biasa sanksi bot, kurang efektif 

lokol tertuiis 
fcorugian 
kecil, kurang kegiatan terham- negatif, terdapat pelanggaran 
material bat, kurang efesien pemt>eritaan biasa sanksi 

teguran kerugion hambaton ada pemtseritaan 
tidak kegiatan terta negatif, namun tidak material 
material nganl tujuan tidak material 

tercapai 

2. S k a l a Probabil i tas R is iko 

Kr i te r ia peni la ian terbadap t ingkat probabil i tas d iper lukan u n t u k 

menjamin kons i s t ens i da lam ana l i s i s kemungk inan terjadinya risiko, 

yang b i asanya d i tetapkan da lam s k a l a 4 a t au s k a l a 5, dengan 

i lus t ras i sebagai b e r i k u t : 

a . Kr i t e r i a S k a l a 4 

INSPE KTUR KABAG 
HUKUM 

ASS SEKDA 

-A 
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b. Kriteria Skala 5 : 

'Dalam| skala! 5, kategori dampak risiko dan operasionalisasinya 

“dapat diilustrasikan sebagai berikut: 

Contoh 1 Skala Dampak Risiko Dalam Skata 5     
    

  

Ne ta aa 

   

      

    

      

“. dangat stgnitikan J Pengaruh terhadop pencapaian tujuan | 
Sangat besar sangat signiikon: . | 

Signifikan / Besar pengaruh terhadap pencapaian tujuan | 
Dn aa tinggi/ signifikan. | 

Sedang/Medium pengaruh ternadap pencapaian tujuan 
: sedang. 

Kurang slgnifikanf - kemas 
kecil 2 Pengaruh terhadap pencapaian tujuan . 

0 bo Hb rendah/kurang signifikan. 
Tidak signifikan 1. An Hem 

.. Sangat Kecil ' on Pengaruh terhadap pencapalan tujuan 
| | tidak signifikan. 

Selain 'vontoh pada Tabel di atas, pemerintah daerah dapat juga 

menggunakan skala sebagaimana dalam Tabel. berikut dengan 

menggunakan operasionalisasi dampak yang lebih rinci. 

  

    
   
           

| Contoh 2 Skala Dampak Risiko Dalam Skala 5 

Kategori Dompak 

  

         
         

  

  

   

  

   

  

     
   

     
    

     
     

    

   

sangat Tinggi 0. - kerugian : kegiatan terhenti, egatif, tersebar ? | pelanggaran 
8 sangat besar tujuan tidak “Iyas dl banyak ' serius, terkena 

: tercapai . . sanksi : 

Tinggi 8.4 kerugian : kegiatan sangat : negoti, tersebar di :' pelanggaran » 
: 1 besar erhombat, tidak : beberapa media ! serius, sanksi 
. : fo naslonal/tokai » tertulis     

kegiatan terham-     

  

: kerugian 

      

   
   

      

       
Moderat : nagatf, tersebar di : pelanggaran 

:.Cukupbesar - botkurangefektit £ beberopamedia : biasa, sanksi 
Ba : tokat . | tertulis 

Kecil : K2 kecil, ang” : negatif, terdapat 
: . material : pemberitaan 

“1 "ada pamberitaan 
Tidak Signifikan egatif, namun 

       
: tidok material 

    '2. Skala Probabilitas Risiko ) pa 
Kriteria pinilaiah terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk 

i menjamin 'konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko, 

yang biasanya ditetapkan dalam skala 4 atau skala 5, dengan 

ilustrasi sebagai berikut : | ) : 0 | ) 

a. Kriteria Skala'4 
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Y Y ide Y 

2 4 

  

              
  

   



Da lam s k a l a 4, kategori probabi l i tas r i s iko dan operasional isasinya 

dapat d i i lus t ras ikan sebagai ber ikut : 

Contoh 2 Skala Probabilitas Dalam Skala 4 

Kolagori Dampak Vrbfon 

Hampir posti lerjadi/ 
sdngat serinq 
Komunginan besar/ 
Sering terjadi 
Kemungkinan kecil/ 
Jdrang 
Sangat jarang 
1 i 

Kemungkinan terjadinya Risiko sangot serlng (lebih dari 
70%, otou lebih dari 7 kali dalam 10 Tahun) 
Kemungkinan tegodinya Risiko sering (sebesor 41 - 70% 
atau 4 sd 7 kali dalam 10 tahun), 
Kemungkinan terjadinya Risiko rendah/kocil (sebesar 11% 
- 40% atau I sd 4 kali dalam 10 tahun 

Kemungkinan terjadinya Risiko sangat kecil (sebesar 0 -
i 10%) atau 1 kali dalam 10 tahun 

Se la in contob pada Tabe l d i a tas , pemerintab daerab dapat j u g a 

menggunakan s k a l a sebagaimana da lam Tabel ber ikut dengan 

menggunakan operasional isasi probabil i tas yang lebib r inc i . 

Contoh 2 Skala ProbabilTtas'Risiko dalam Skala 4 

Sangat Sering 

Serlng 

Jarang 

Sangat 
Jorarig 

Sangat serlnghompir pasti 
terjadi (probabilitas > 75%) 
Soring terjadi (protwbilitas > 
50%s.d.75%) 
Kemungkinan terjadijnesklpun 
kecil (probabilitas > 20% s.d. 50%) 
Sangot jarang terjadi 
(probabilitas < 20%) 

Dapat terjadi botxrropa kali 
dalam 1 tahun 
Kemungkinan terjadi sokoii 
dalam I tahun 
Kemungkinan terjadi sekoll 
doiom 5 - !0 tahun 
Kemungkinan terjodi sekali 
daiam 10-20 tahun 

Kr i te r ia S k a l a 5 

D a l a m s k a l a 5, kategori probabi l i tas r i s iko dan operasional isas inya 

dapat d i i lus t ras ikan sebagai b e r i k u t : 

Contoh 1 Skala Probabilitas Risiko Dalam Skala 5 

TTngtcdt KenHmgHhon 
Tttjodinyo Risiko 

Sangat signifikan/ 
Hampir pasti terjadi/ 
Komunginan besar/ Sering 
terjadi 
Kadong-kodang/Mungkin 
Terjadi 
Kemungkinan kecil/ 
Jorahg 
Sangot jarang 

5 Kemungkinan terjodinyo Risiko songot sering (lebih dari 
70%, atau lebih dari 7 kail dalam 10 Tahun) 

4 Komungkinon terjadinya Risiko soring (sebesar 51 - 70% 
atau 5 sd 7 kali dalam 10 tahun), 

3 Kemungkinan terjadinya Risiko kadong-kadong 
(setiesar 31% - 50% atau 3 sd 5 kail dalam 10 tahun 

2 • Kemungkinan terjadinya Risiko rendah/kacil (sebesar 
11% - 30% atau 1 sd 3 kali daiam 10 tahun 

1 Kemungkinan terjadinya Risiko sangat kecil (sebesar 0 
-10%) atau 1 kali dolam 10 tahun 

INSP I 

H 
, K T U R K A B A G 

H U K U M 

A S S S E K D A W A B U P 

A^ -^ 

Dalamiskala 4, kategori probabilitas risiko dan operasionalisasinya 

dapat diilustrasikan sebagai berikut: 

  

    

  

Kategari Dampak, 

| 1 2 $ amar tari , 
Hampir pasti terjadif : 4 |. Kemungkinan terjadinya Risiko sangat sering (lebih dari 
Sangat serin # (70x, atau lebih dari 7 kali dalam 10 Tahun) 

Kamunginan besar/ Kemungkinan terjadinya Risiko sering (sebesar 41 - 704 
Sering terjadi 1 | atau 4sd7 koli dalam 10 tahun), 

Xemungkinonkeci/ “2 : Kemungkinan terjadinya Risiko rendah/kecil (sebesar 11x 
Jarang & ». “40k ataul sd 4 kal dalam 10 tanun 

Sangat Jarang | 1 | Kemungkinan terjadinya Risiko sangat kecil (sebesar 9 - 
... Y98) atau kali dalam 10 tahun 

  

Selain icontoh pada Tabel di atas, pemerintah daerah dapat juga 

    

    
    

    

    
     

   
         

  

menggunakan skala sebagaimana dalam Tabel berikut dengan 

menggunakan operasionalisasi probabilitas yang lebih rinci. 

Contoh 2 Skata Probabilitas Risiko dalam Skata 4 

| Sean ntar 

       Dapat terjadi beberapa kali SangatSering | Sangat sering,hampir pasti 
& dalam Itahun terjadi (probabilitas » 7556)    

sering —  Seringterjadi(probabiltas» — Kemungkinanterjadisekoli — 
50x sd.75x) 1 dalamitahun 

Jarang —— | Kemungkinanterjadimeskipun —.— Kemungkinanterjodi sekali —— 
kecil (probabilitas» 204sd.504) — dalam$-1Otahun 

Sangot Tn L.1 Sangat jarang terjadi . Ne Kemungkinan terjadi sekali 
Jarang : (probabilitas « 201) " dafam10 - 20 tahun 

       
b. Kriteria Skala 5 

Dalam iskala 5, kategori probabilitas risiko dan operasionalisasinya 

dapat diilustrasikan sebagai berikut : | 
    

—.. 

: Contoh 1 Skala Probabilitas Risiko Dalam Skala 5 
" Tingkat Kemungkinan Na 2 an 

       

         

       

  

     

         
       

  

    

La TN Na : 
1 La : : 

Sangat signifikan / 5 — Kemungkinan terjadinya Risiko sangat seting (lebih dari”: 
Kompi pasti terjadi) 2. 704, atau lebih dari 7 kali dalam 10 Tahun) : 

Komunginan bosar/ Sering & Kemungkinan terjadinya Risiko sering (sebesar 51- 704”: 
terjadi 7 atau sd 7 kali dalarn JO tahun), 

Kadang-kadang/Mungkin : Kemungkinan terjadinya Risiko kadang-kadang . 
Terjadi (sebasar 31x - 504 atau 3 sd 5 kali dalam 10 tahun 

Kemungkinankecii/ ” Kemungkinan terjadinya Risiko rendah/kecil (sebesar | 
Jarang NX - 304 ataul sd 3 kati dalam 10 tohun ! 

Sangat jarang Kemungkinan terjadinya Risiko sangat kecil (sebesar 0 | 
— 108) atau 1 kali dolam 19 tahun | 

23. Pe on PA BARA 
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Se la in contoh pada Tabel d i a tas , pemerintab daerab dapat j u g a 

menggunakan s k a l a sebagaimana da lam Tabel ber ikut dengan 

menggunakan operasional isasi probabil i tas yang lebib rinci. 

Contoh 2 Skala Probabilitas Risiko Dalam Skata 5 
oampoktds ikA 

Sangot Seting 

Sering 

Moderat 

Jarang 

Sangat Jarang 

Sangat soring.hampir pasd terjadi 
(probobiKlaa > 80%) 
Sering terjadi (probabilitos > 60% 
s.d.80%) 
Kemungkinan terjodr, (pfobabilitos > 
40% s.d. 60%) 
Kemungkinan terjadi/neskipun kecil 
(probabilitas > 20% s.tl 40%) 
Sangat jarang terjadi (protxjbilitas < 
20% 

Oopat terjadi beberopa ka'i 
dolom I tahun 
Kemungkinan terjadi sekerS 
dotomUahun 
Kemungkinan terjadi sekali 
dalaml-Stahun 
Kemungkinan terjadi sekali 
dolam 5 -10 tatrun 
Kemungkinan terjadi sekali 
dalam 10 - 20 tohun 

S k a l a Ni la i R is iko 

S k a l a n i l a i risiko a tau ma t r i k s risiko me rupakan bas i l perka l ian skor 

dampak risiko dan skor probabil i tas risiko, yang d iper lukan u n t u k 

menetapkan a t au m e n y u s u n peta risiko prioritas sebagai dasa r 

pengambilan kepu tusan mengenai t ingkat risiko yang dapat d i ter ima 

[acceptable risk) m a u p u n t ingkat risiko yang t idak dapat d i ter ima 

[unacceptable ris c). Contob kr i t e r ia pener imaan risiko d isa j ikan pada 

tabel b e r i k u t : 

Contoh Kriteria Penerimaan Risiko 

1-2 (Sangat rendah) 

3-4 (Rer dah) 

6-9 (Tinggi) 

12-16 (sangat tinggi) 
i 

Dapat diterima 
Dapat diterima 
Harus menjadi perhatian manajemen dan 
diperlukan pengendalian yang balk 
Tak dapat diterima, diperlukan pengendoiion 
yang sangat baik 

U n t u k lebib memudabkan penentuan risiko prioritas d a n 

acceptable/unacceptable risk, dapat p u l a d igunakan mat r iks risiko 

be rdasarkan s k a l a dampak d a n probabibtas r is iko ser ta kr i ter ia level 

risiko/risk appetite yang telab d i tentukan. Matr iks risiko dapat 

d ibuat ba ik s k a l a 4 a t au s k a l a 5, dengan i lus t ras i sebagai ber ikut: 

a . Kr i t e r ia S k a l a 4 
I N S P E I 

-i 
; T U R K A B A G 

H U K U M 

A S S S E K D A W A B U P 

I 

Selain contoh pada Tabel di atas, pemerintah daerah dapat juga 

menggunakan skala sebagaimana dalam Tabel berikut dengan 

    

    

menggunakan operasionalisasi probabilitas yang lebih rinci. 

Contoh z Skala Probabilitas Tiki Dalam Skata 5 

      
Dapat terjadi beberopokati      Sangat Saring Bo Sangat seringihampi Ir pasti terjal 

4 Mprobabihtas 9 90X 8 dalam Itahun 

sering — 1” 4 - Seringterjadi (ptobabilitas»B0x «Kemungkinan terjadi sekas . 
KN sd80x) : 2 iamltahun      

      

  

     

  

     
      

“kemungkinan terjodi, (probobitos » 
401 24.601) 

Moderat |” 3 
dalam 1- BS tahun 

Kemungkinan terjadi sekali - 
dotom 5 - MW tehun 

Kemungki nari terjadi: meskipun kecti 

! 

kemungkinan terjadi sekoti | 

| 
1 (probabilitas » 20x sd. 401) 1 

Jarang 2 2 

     

Kemungkinan terjadi sokati 2. i 
dam 10 - 20 tahun 3 : 

sangat Jarang | Sangat rang terjadi (probobittas «    

  

3. Skala Nilai Risiko . | ) | 

Skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor | 

  
dampak risiko dan skor probabilitas risiko, yang diperlukan untuk 

menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar 

  pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima 

(acceptable risk) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima 

(unacceptable risk). Contoh. kriteria penerimaan risiko disajikan pada 

tabel berikut : | ' 

Contoh Kriteria Penerimaan Risiko 

  

     

      

    

  

   
   

1-2 (Sangat tendah) Dapat diterima 

3-4 (Re dan) 

e- 9 (Tinggi) 

Dapat diterima ——— 

i Harus m menjadi perhatian manajomen dan ag 
diperlukan pengendalian yang baik 

12-16 (Sangat tinggi) Tak dapat diterima, diperlukan pengendalian | 
: yang sangat baik | 

  

Untuk lebih memudahkan penentuan risiko prioritas dan 

acceptable/ unacceptable risk, dapat pula digunakan matriks risiko 

berdasarkan skala « dampak dan probabilitas risiko serta kriteria level 

risiko /risk appetite yang telah ditentukan. Matriks risiko dapat 

dibuat baik skala 4 atau skala 5, dengan ilustrasi sebagai berikut: 

  

a. Kriteria Skala 4 
. - INSPEKTUR | KABAG AS$S SEKDA WABUP 

HUKUM 
  

                

   



D a l a m s k a l a 4, kategori n i l a i r i s iko dan operasional isasinya dapat 

d i i lus t ras ikan sebagai b e r i k u t : 

Contoh Matriks Analisis Risiko dalam Skala 4 
i M A T R I K S 
i A N A L I S I S R i S I K O 

DampaWKonscKuensI 

i 
I Keterangan : Tinggi 

I 
Penetapan area a tau bidang yang menjadi r is iko prioritas yang 

penanganan/respon r is iko pemerintab daerab 

oleb selera r is iko a t a u preferensi manajenien 

memer lukan 

dipengarubi 

pemerintab daerab. D a l a m tabel d i a tas , kategori sangat tinggi 

(merab dan tinggi [orange) me rupakan area yang memi l ik i s i s a 

r i s iko yang membutubkan penanganan dengan prioritas yang 

sangat tinggij [unacceptable risk). Se lan jutnya , u n t u k kategori 

moderat (kuning) menjadi pr ior i tas ber ikutnya (unacceptable risk), 
I I j 

sedangkan kategori rendab (biru) dan sangat rendab (bijau) 

me rupakan r is iko yang dapat ditoleransi dan diter ima [acceptable 

risk). 

b. Kr i t e r i a S k a l a 

D a l a m s k a l a 5, kategori n i l a i r i s iko dan operasional isasinya dapat 

d i i lus t ras ikan sebagai b e r i k u t : 

Conloh Matriks Analisis Risiko dalam Skala 5 

INSPEK .TUR K A B A G 

H U K U M 

A S S S E K D A W A B U P 

H / rf 

Dalam skala | 4, kategori nilai risiko dan operasionalisasinya dapat 

— dilu sebagai berikut : 

— sangat tinggi (unacceptable risk). Selanjutnya, untuk kategori 

   
Contoh Matriks Analisis Risiko dalam Skala 4 

  

      
  

  
Penetapan area atau bidang yang menjadi risiko prioritas yang 

i $ po 
memerlukan | penanganan/respon risiko pemerintah daerah 

dipengaruhi oleh selera risiko atau preferensi manajemen 

| pemerintah daerah. Dalam tabel di atas, kategori sangat tinggi 

(merah) dan tinggi (orange) merupakan area yang memiliki sisa 

risiko yang membutuhkan penanganan dengan prioritas yang 

moderat (kuning) menjadi prioritas berikutnya (unacceptable risk), | 

sedangkan kategori rendah (biru) dan sangat rendah (hijau) 

. merupakan risiko yang dapat ditoleransi dan diterima (acceptable 

Kriteria Skalal5 

. diilustra sikan sebagai berikut : 

risk). 

Dalam skala 5, kategori nilai risiko dan operasionalisasinya dapat 

  | 
| 1 
1 
|      

    

          
         

  

Contoh Matriks Analisis Risiko dalam Skala 5 

  

  

  

5 Dampak/Konsekurnsi   
    
        

  

  

Kemungkinan 
hesar . 

Mungkin 
    
      Kemungkinan 3 5 

kegil I 5 
Sangat jarang 
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Penetapan area a tau bidang yang menjadi r is iko prioritas yang 

memer lukan 

dipengarubi 

penanganan/respon r is iko pemerintab daerab 

oleb selera r is iko a t a u preferensi manajemen 

pemerintab daerab. Sebagai contob, da l am tabel d i a tas , kategori 

(merab) dan tinggi [orange) me rupakan area yang sangat tinggi 

memi l ik i s i s a r i s iko yang membutubkan penanganan dengan 
j i 

prior i tas yang sangat tinggi [unacceptable risk). Se lan jutnya , u n t u k 
j j • j 

kategori moderat (kuning) menjadi prioritas ber ikutnya 

I i ! 
[unacceptable risk), sedangkan kategori rendab (biru) dan sangat 

' ' • i ' 
rendab (bijau) me rupakan r is iko yang dapat ditoleransi d a n I ' ' 
diter ima [acceptable risk). 

W a k t u , tabapan dan p ibak terkai t da lam pengelolaan r is iko 

W a k t u , tabapan, dan p ibak terkai t da lam pengelolaan r is iko, ada lab 

sebagai ber ikut : 

No. Waktu 

Tahapa 

n 

Manaje 

men 

Pemda 

Tahapan 

Pengelolaan 

R is iko 

Pelaksana 

Output 

Tahapan 

Pengelolaa 

n R is iko 

1. Proses 

p enyusun 

a n 

R P J M D 

( Sa tu 

t a b u n 

sebelurh 

R P J M D j s 

t a b u n a n 

berjalan 

s d 

R P J M D 

ditetapka 

n) 

Proses 

penjmsu 

n a n 

R >JMD 

A r a b a n dan 

keb i jakan 

peni la ian 

r is iko 5 

t a b u n a n 

P e n y u s u n a 

n R is iko 

Strategis 

Pemda 

Komite 

pengelolaan 

R is iko 

Sekda 

se l aku 

Koordinator 

U P R Pemda 

(Bupat i dan 

Kepa la 

OPD/SKPD) 

- D o k u m e n 

A raban 

dan 

kebi jakan 

penilaian! 

r is iko 5 

T a b u n a n 

-Da f t a r | 

Ris iko dan 

R T P I 
i 

Strategis \ 

Pemda I 

I N S P E K T U R K A B A G 

H U K U M 

A S S S E K D A 

t 

W A B U P 

Penetapan area atau bidang yang menjadi risiko prioritas yang 

memerlukan penanganan/ respon risiko pemerintah - daerah 

dipengaruhi 'oleh selera risiko atau preferensi manajemen 

pemerintah daerah. Sebagai contoh, dalam tabel di atas, kategori 

sangat Itinggi! (merah) dan tinggi (orange) merupakan area yang 

memiliki sisa risiko yang membutuhkan penanganan dengan 

prioritas yang sangat tinggi (unacceptable risk). Selanjutnya, untuk 

. kategori moderat (kuning) menjadi prioritas berikutnya 

 funacceptable risk), sedangkan kategori rendah (biru) dan sangat 

. rendah! (hijau) merupakan risiko yang dapat ditoleransi. dan 

diterima (acceptable risk). 

C. Waktu, tahapan dan|pihak terkait dalam pengelolaan risiko 

— Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah 

sebagai berikut:   
  

  

  

          

Proses Proses. |- Arahan dan |- Komite -Dokumen 

penyusun | penyusu | kebijakan | - pengelolaan Arahan : 

an nin penilaian Risiko dan i 

RPJMD RPJMD risiko5 — |- Sekda kebijakan. 
(Satu 2 tahunan selaku | penilaian 

tahun —.1- Penyusuna | Koordinator risiko 5 ) 

sebelum 0 nRisiko  |- UPR Pemda |. Tahunan . 

— Iresmo5 | | | Strategis | (Bupatidan |-Daftar 
. . |tahunan 0 Pemda Kepala | Risiko dan 

berjalah ag Ta OPD/SKPD) | RTP 
sd Ia TAN | Strategis : 

RPJMD Pemda | 
ditetapka 

n) 
  

        

  

INSPEKTUR | KABAG | ASS TSEKDA | WABUP 

| HUKUM | 
1 

YLY Uy 
  

                

   



No. Waktu 

Tahapa 

n 

Manaje 

men 

Pemda 

Tahapan 

Pengelolaan 

R is iko 

Pelaksana 

Output 

Tahapan 

Pengelolaa 

n Ris iko 

Proses 

penyusun 

a n 

Rens t r a 

OPD 

(Sa tu 

t a h u n 

sebelum 

R P J M D 5 

t a b u n a n 

berjalan 

sd 

R P J M D 

ditetapka 

n) 

Pijoses 

penyusu 

n a n 

Rens t r a 

OPD 

Penyusunan 

Ris iko 

Strategis 

(Ent i tas ) OPD 

Komite Daftar 

pengelolaan Ris iko dan 

r is iko R T P 

Sekda Strategis 

s e l aku (Entitas) 

Koordinator OPD 

UPR 

T ingkat E s . 

1 / E s . 2 

(Kepala 

O P D / S K P D 

dan 

Kabag/Kabi 

d O P D ) 

J a n u a r 

Mei 

T a b u n 

2 0 1 X - 1 

Penyusu 

n a n 
I 

R K P D 

dan 

Ren ja 

OPD 

A raban dan 

keb i jakan 

peni la ian 

r is iko 

t a b u n a n 

Komite 

Pengelolaan 

R is iko 

Dokumen j 

A raban dan 

keb i jakan i 

peni la ian \ 

r is iko 

t abunan ! 

Agustus-

Septembe 

r 2 0 1 X - l 

P enyusu 

n a n R K A 
I 

OPD 
i 

(Penetap 

a n 

! 
r encana 

i 
s a s a r a n 

P e n y u s u n a n 

Ris iko 

Operasional 

OPD 

- Kepa la OPD 

- Un i t Pemil ik 

R is iko 

T ingkat E s 

3 , 4 OPD 

Daftar r i s iko 

dan R T P | 
I 

Operasional 

OPD I 

& pagu 

anggara 
INSPJ iKTUR KABAG 

HUKUM 
ASS SEKDA 

Ak 
WABUP 

1̂ / 4" 

  

      
  

  

  

  

  

  

                      

    
  

      

Proses |. Proses Penyusunan |- Komite 

penyusun | penyusu | Risiko pengelolaan | Risiko dan | 

an nan Strategis risiko RTP 6 

Renstra Renstra | (Entitas) OPD |- Sekda Strategis ) 

OPD OPD 0 selaku (Entitas) | | 

(Satu Koordinator | OPD 
tahun — UPR . 

sebelum Tingkat Es. 

RPJMD/5 1/Es.2 

tahunan h (Kepala 

| berjalan OPD/SKPD 
sa “| dan 
RPJMD Kabag/Kabi 

ditetapka d OPD) 
n) : | 

Januari - Penyusu Arahan dan | Komite: Dokumen : 

Mei |. Inan ) kebijakan ) Pengelolaan Arahan dan 

Tebun! 'Rkep penilaian Risiko 20. | kebijakan | 

20 1x-1 dan risiko — | penilaian 1 

bo Renja tahunan risiko . 

— OPD | tahunan | 

Agustus- Penyusu Penyusunan |- Kepala OPD Daftar risiko 

Septembe | nan RKA | Risiko — Unit Pemilik | dan RTP 

r201x1 ob Operasional Risiko i Operasional 0 

(Penetap OPD TingkatEs |OPD e 

al 3, 4 OPD 
rencana . 

sasaran — : 

&pagu. ) 

anggara ) KN 
“ INSPEKTUR | KABAG ASS SEKDA WABUP t: 

LI HUSUM 1 
         



No. Waktu 

Tahapa 

n 

Manaje 

men 

Pemda 

n per 

kegiatan 

) 

Tahapan 

Pengelolaan 

R is iko 

Pelaksana 

Output 

Tahapan 

Pengelolaa 

n Ris iko 

Oktobef 

T a b u n 

2 0 1 X - 1 

P enyusu 

n a n 
t 

R A P E D , 

I 
Perda 

I 
A P B D 

November 

Desember 

T a b u n 

2 0 1 X - 1 

Penyusu 

n a n 

Rancang 

a n D P A 
I 

OPD, 

dan . 

penetap 

a n D P A 
! 

OPD 

- Pengomun 

i k a s i a n 

R is iko dan 

RTP , 

- P e n y u s u n a 

n a t a u 

Rev is i 

K S O P 

- Pengomun 

i k a s i a n 

perubaban 

K S O P 

Kepa la OPD 

Komite 

Pengelolaan 

Ris iko 

U P R 

T ingkat 

Pemda, 

T ingkat 

Ese l on 1,2, 

3 , dan 4 

S e k d a 

se laku 

koordinator 

Perba ika 

n R T P 

K S O P : 

Notulen 

pengomu 
! 

n i k a s i a n 

F ina l i sas i 

Daftar 

r i s iko 

dan R T P 

J a n u a r i 

sd 

Desember 

T a b u n 

2 0 1 X 

Pe laksan 
1 

a a n 

A P B D 

P e n y u s u n a n 

a tau 

penyempuma 

a n K S O P 

(T indak 

lan jut RTP) 

Komite 

Pengelolaan 

Ris iko 

U P R 

T ingkat 

Pemda, 

T ingkat 

Ese lon 1,2, 

3 , dan 4 

K S O P 

Pe l aksanaan 

K S O P 

Komite 

Pengelolaan 

R is iko 

B u k t i 

pe laksanaa 

n K S O P 

I N S P E K TUR K A B A G 

H U K U M 

A S S S E K D A 

[A 
W A B U P 

1/ no— -Ptr-

  

  

  

  

  

  

              
      
  

  

                

kegiatan | 

hi 
| oktober Penyusu |- Pengomun |- Kepala OPD |- Perbaika 

Tahun | nan i ikasian '— I- Komite — | nRTP Li 

— Ieori RAPBD, Risikodan | Pengelolaan |- KSOP ' 
Perda RTP, Risiko - Notulen IT 

i APBD - Penyusuna I- UPR pengomu 

November | Penyusu natau | Tingkat nikasian. 

- —Inan Revisi ) Pemda,  |- Finalisasi 

Desember Rincang KSOP Tingkat Daftar : 

tTahun! an DPA |- Pengomun Eselon 1, 2, risiko : 

I2o1x-i| | opo, ikasian | 3, dan 4 dan RTP 
dan. - | perubahan |- Sekda Ta 
penetap | KSOP — | selaku : 
an DPA koordinator : 

OPD 
Januari | Pelaksan | Penyusunan |- Komite KSOP | 

Isd aan — atau — Pengelolaan — | : 

Desember AbBD ) penyempurna Risiko : 

Tahun “lanKSOP | uPpR : 
201X (Tindak Tingkat 

lanjut RTP) Pemda, 

. Tingkat 

Eselon 1, 2, 

3, dan4 

Pelaksanaan i- Komite Bukti : 

KSOP Pengelolaan pelaksanaa 

Risiko n KSOP 

MEPERTOR TKABAG TASE SDA T WAUP 

Mou | 1, : 
Wry—ery 

 



No. Waktu 

Tahapa 

n 

Manaje 

men 

Pemda 

Tahapan 

Pengelolaan 

R is iko 

Pelaksana 

Output 

Tahapan 

Pengelolaa 

n R is iko 

Kepa la OPD 

Pe laksana 

Program 

d a n 

kegiatan 

Be rka ld 

(Tr iwulan 

an) 

Pelaporan 

dan 

monitoring 

r is iko d a n 

K S O P 

U P R 

T ingkat 

Pemda, 

T ingkat 

Ese lon 1 

dan 2, 

T ingkat 

Ese l on 3 

dan 4 

Un i t 

Kepa tuhan 

Sekda 

s e l aku 

koordinator 

Fo rm 

Monitorin 

g R is iko 

Fo rm 

Monitorin 

g T L R T P 

Pemantauan 

k iner ja , 

r is iko , dan 

efektifitas 

K S O P yang 

d ibangun 

Un i t 

Kepatuban 

Pengelolaan 

Ris iko 

Notulen 

rapat 

Laporan 
i 

pemanta 

u a n 

( t r iwulan 

an , 

t abunan , 
i 

5 I 
tabunan) 

INSPEKTUR KABAG ASS SEKDA WABUP 
HUKUM 

- r - A 

  

  

    
    

  

  

    

  

              
      

Pengetotaa 

E Kepala OPD 

— Pelaksana 

Program 

. dan 

) 0 | kegiatan 

e Berkala Pelaporan  |- UPR - Form 

(Triwulan dan Tingkat Monitorin 

an) monitoring Pemda, g Risiko 

risikodan | Tingkat — Form ! 

KSOP Eselon 1 Monitorin 
0 dan 2, g TLRTP 

Tingkat 2 : 

Eselon 3 

dan 4 

J- unit 
Kepatuhan 

— Sekda 

selaku 

an koordinator 

Pemantauan |- Unit — Notulen 

kinerja, Kepatuhan rapat : 

risiko, dan Pengelolaan - Laporan 

efektifitas Risiko ) pemanta 

KSOP yang uan i 

dibangun (triwulan 
| an,. : 

tahunan, 

s.. 
tahunan) 

TEPERTUR KABAG ASS SEKDA WABUP ) 
  

HUKUM 
yh 
  

                  Y



No. Waktu 

Tahapa 

n 

Manaje 

men 

Pemda 

Tahapan 

Pengelolaan 

R i s iko 

Pelaksana 

Output 

Tahapan 

Pengelolaa 

n R is iko 

J u n i - . 

T a h u n 

2 0 I X 

J u l i P enyusu 

n a n K U A 
I 

PPAS 

(Penetap 

a n 

I 
s a s a r a n 
makro 

J 
d an 

I 
pagu 

anggara 

n 

Pemda) 

Rev iu dan 

pemutakh i ra 

n R is iko 

Strategis 

Pemda. 

Ca ta tan : 

R is iko 

strategis 

Pemda a k a n 

d i r iv iu dan 

d i m u t a k h i r k a 

n setiap 

t a h u n 

U P R Pemda 

(Bupat i dan 

Kepa la 

O P D / S K P D 

Sekda 

se l aku 

Koordinator 

Daftar 

R is iko d a n 

R T P 

Strategis 

Pemda yang 

d imutakh i rk 

a n 

Agustus-

Septembe 

r 2 0 1 X 

Penyusu 

n a n R K A 
i 

OPD 

(Penetap 
a n 

I 
r encana 

I 
s a s a r a n 

85 pagu 

anggara 

n per 

kegiatan 
) 

Rev iu dan 

pemutakh i ra 

n R is iko 

Strategis 

(Ent i tas) OPD 

Cata tan : 

R is iko 

strategis 

(entitas) OPD 

a k a n d i r iv iu 

dan 

d i m u t a k h i r k a 

n setiap 

t a b u n 

B u p a t i Daftar 

Sekda Ris iko dan 

se l aku R T P 

Koordinator Strategis 

Un i t Pemil ik (Enti tas) 

R is iko OPD 

T ingkat E s . 

2 (Kepala 

O P D / S K P D 

dan 

Kabag/Kabi 

d O P D ) 

INSPE CTUR 

iz 
K A B A G 

H U K U M 

A S S S E K D A W A B U P 

=h- 7^ 

  

  

   

  

  

      

  

              
      
  

  

              

Juni-juh | Penyusu | TUPRPemda (Daftar | 
(| Tahun nan KUA | pemutakhira | (Bupati dan | Risiko dan 

201X PPAS n Risiko Kepala RTP 

(pbnetap | Strategis OPD/SKPD | Strategis 
ah . Pemda.” .I- Sekda Pemda yang 

| edsaran 2001 selaku dimutakhirk 
makro Catatan: Koordinator | an ) 

dan —. | Risiko 

La strategis 

Tea Pemda akan 

n — Idiriviu dan 
Pemda) | dimutakhirka 

i n setiap 

) tahun ) | 

Agustus- Penyusu Reviu dan — |- Bupati Daftar | : 

Septembe | nan RKA | pemutakhira |- Sekda Risiko dan 

r 201X OPD InRisiko — | selaku RTP 
(bnetap Strategis Koordinator | Strategis. 

as 2 (Entitas) OPD |- Unit Pemilik (Entitas) | 

rencana | Catatan: . Risiko OPD . t 

sasaran | Risiko Tingkat Es. : | 

pagu | (strategis 2 (Kepala | 

anggara | (entitas) OPD | Opp/SKPD 

n per akan diriviu . dan 

kdpiatan dan . Kabag/Kabi 

) | dimutakhirka | dopD) 

n setiap | 

tahun 

INSPE Tue KABAG ASS SEKDA WABUP 

Ia Dy 
Wen,



No. 

8 

Waktu 

J a n u a r i 

Februa f i 

T a b u n 

201X+1 

Februar i 

- M a r e t 

T a b u n 

201X+1 

Tahapa 

n 

Manaje 

men 

Pemda 

Pelapora 

n 

Keuanga 

n 

Rev iu 
I 

AP IP 

Tahapan 

Pengelolaan 

Ris iko 

Pelaporan 

Pengelolaan 

Ftisiko T a b u n 

2 0 1 X 

E v a l u a s i 

pengelolaan 

r is iko oleb 

APIP 

Peni la ian 

Matur i tas 

SP IP 

Pelaksana 

B u p a t i 

Kepa la OPD 

U P R 

T ingkat 

Pemda, 

T ingkat 

Ese lon 2, 

T ingkat 

Ese lon 3 

dan 4 

Un i t 

Kepatuban 

Sekda 

se laku 

koordinator 

Inspektorat 

{APIP 

Daerab) 

B u p a t i 

Kepa la OPD 

Inspektorat 

(APIP) 

Daerab 

Output 

Tahapan 

Pengelolaa 

n Ris iko 

Laporan 

Pengelolaan 

Ris iko 

T a b u n 2 0 I X 

Laporan 

E v a l u a s i 

Pengelolaan 

Ris iko i 

Laporan 

Peni la ian 

Matur i tas 

SP IP 

I I I . P E N G E L O L A A N R I S I K O P E M E R I N T A H K A B U P A T E N GORONTALO UTARA 

A. S t r u k t u r Pengelolaan R is iko 

S t r u k t u r pengelolaan! r is iko Pemer intab Kabupaten Gorontalo U ta ra 

adalab sebagai ber ikut: 

msPE 

-4 
n u R KABAG 

HUKUM 
ASS SEKDA WABUP 

= A 

III. 

  

  

  

  

          

Januari - Pelapora Pelaporan : 

Februari |/n Pengelolaan |- Kepala OPD Pengelolaan 

Tahun | Keuanga Risiko Tahun I- UPRr Risiko i 

201x1 In 201X Tingkat Tahun 201X 

) Pemda, — | | i 

Tingkat : 
Eselon 2, | 

Tingkat . 

Eselon 3 | 

dan 4 | 

— Unit 1 
Kepatuhan n 

— Sekda | | 

selaku | 
) koordinator — 

9 |Februari | Reviu Evaluasi — Inspektorat | Laporan 

— Maret Arip pengelolaan . (APIP Evaluasi | 

Tahun risiko oleh Daerah) Pengelolaan 

| 201x41 APIP - Risiko | 
Penilaian — Bupati Laporan | 

I Maturitas - Kepala OPD | Penilaian | 

SPIP - Inspektorat Maturitas | 

(APIP) SPIP. 
Daerah : |       

    
    risiko Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara 

adalah sebagai berikut: an 

PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA e 

A. Struktur Pengelolaan! Risiko | 

Struktur pengelolaan 
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S t r u k t u r Pengelolaan R is iko Pemer intah Kabupaten Gorontalo U ta ra 
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S t r u k t u r pengelolaan r is iko d iu ra ikan sebagai b e r i k u t : 

1. Kepa la Daerab sebagai penanggung j awab pengelolaan r is iko; 

2. Sekretar is Daerab sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan 

r is iko pemerintab daerab; 

3. Kepa la Daerab sebagai Un i t Pemil ik R is iko (UPR) T ingkat Pemerintab 

Daerab, Pejabat 

T ingkat Ese lon 2 

Jselon 2 d i Kabupaten Gorontalo U t a r a sebagai U P R 
j 

di Kabupaten Gorontalo Utara , dan Pejabat Ese lon 3 

dan Ese l on 4 sebagai U P R T ingkat Ese l on 3 dan Ese lon 4; 

4. Komite pengelolaan r is iko ; i 

j I j 
5. As is ten Sekretar is Daerab dan Sta f Ab l i B u p a t i sebagai Un i t 

Kepatuban; 

6. Inspektur Daerab sebagai penanggung j a w a b pengawasan; 
S t r u k t u r pengelolaan r is iko d iu ra ikan sebagai ber ikut : 

1. Penanggung J a w a b 

Kepa la Daerab sebagai penanggung j a w a b berwenang menetapkan 

a rab keb i jakan Pengelolaan R is iko Pemerintab Daerab. 

D a l a m kapas i t asnya sebagai kepa la daerab, kepa la daerab j u g a 

bertanggungjawab terbadap k e s e lu ruhan proses peni la ian r is iko pada 

pemerintab daerab yang d ip impinnya. Kepa la Daerab menetapkan 

INSPEKTUR 

- A 

KABAG 

HUKUM 

ASS SEKDA WABUP 

-dj— 

. Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara 
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Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut : 

1. 

2. 

6. 

| 
Kepala Daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko, | | 

Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan   risiko pemerintah daerah, 

Kepala Daerah sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Pemerintah 

Daerah, Pejabat Eselon 2 di Kabupaten Gorontalo Utara sebagai UpR 

Tingkat Eselon 2Idi Kabupaten Gorontalo Utara, dan Pejabat Eselon 3 ) 

dan Eselori 4 sebagai UPR Tingkat Eselon 3 dan Eselon4y 
. Komite pengelolaan risiko, | 

“Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati sebagai Unit 

Kepatuhan, | 
Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan, Tg | 

Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut: 
4. 

Penanggung Jawab 

Kepala Daerah sebagai penanggung jawab berwenang menetapkan 

arah kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah. | 

Dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, kepala daerah juga 

bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian risiko pada 

pemerintah daerah yang dipimpinnya. Kepala Daerah menetapkan 
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Pedoman Peni la ian R is iko Pemer intah Daerah u n t u k mendukung 

pe laksanaan pen, ̂ elolaan risiko. 

2. Koordinator Penyelenggaraan 

Sekretar is Dae rah (Sekda) sebagai koordinator penyelenggaraan 

berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko d i l ingkungan 

pemerintab daerab. D a l a m m e l a k s a n a k a n tanggung j awabnya , Se l lda 

se l aku Koordinator Penyelenggaraan, m e l a k u k a n kegiatan an ta ra l a i n 

a . Menyusun j a d w a l / agenda peni la ian r is iko ; 

b. Membuat dan mengars ipkan dokumen-dokumen pengelolaan 

risiko m i sa lnya s u r a t menyurat , undangan rapat, dan notulen; 

c. Memfasi l i tasi proses peni la ian risiko; 

d. Kegiatan koordinasi l a i nnya sesua i kebutuban . 

3 . Un i t Pemil ik R is iko 
I 

Un i t pemil ik risiko me r upak an u n i t organisasi yang bertanggung 

j a w a b m e l a k u k a n pengelolaan risiko d i l ingkup ke i j anya . Adapun 

tanggung j awab pemil ik r is iko ada lab sebagai b e r i k u t : 

a) Me laksanakan kegiatan peni la ian risiko [risk assessment) a t a s 

risiko t ingkat strategis dan/a tau t ingkat operasional, seirta 

m e l a k s a n a k a n pengendalian yang ada d i un i t ker ja mas ing-

mas ing . 

b) Melaporkan per is t iwa risiko yang terjadi da lam pe laksanaan 1 • I • i 
kegiatan sebar i -bar i . 

c) Menyelenggarakan ca ta tan bistor is a tas t ingkat capa ian k iner ja 

dan per ist iwa risiko yang terjadi di m a s a l a lu da lam un i t ker ja 

masingmasing, sebagai indikator per ingatan d in i [early warning 

indicatot) dan sebagai database u n t u k memprediksi keterjadian 
I ! 

risiko di m a s a yang a k a n datang. 

d) Menyusun bas i l peni la ian risiko [risk assessment) u n t u k 

d i laporkan kepada Un i t Kepatuban. 

e) Member ikan m a s u k a n kepada Komite Pengelolaan Ris iko tentang 

pe laksanaan pengendalian risiko. 

msPE KTUR KABAG 
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A 

Pedoman (Penilaian Risiko Pemerintah Daerah untuk mendukung 

pelaksanaan pengelolaan risiko. 

Koordinator Penyelenggaraan 0 | | | 

Sekretarisi Daerah (Sekda) sebagai koordinator penyelenggaraan   ) | 
berwenang  mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan 

| : 
pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Sekda 

d. Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan. 

. Unit Pemilik Risiko 

.. Menyusun jadwal /agenda penilaian risiko: 

. risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen, 

selaku Koordinator Penyelenggaraan, melakukan kegiatan antara lain 

Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan 

Memfasilitasi proses penilaian risiko, 

    
Unit pemilik risiko merupakan unit organisasi yang bertanggung 

jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya. Adapun 

tanggung jawab pemilik risiko adalah sebagai berikut : 

9 

| melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing- 

— risiko di masa yang akan datang. 

dj 

pelaksanaan pengendalian risiko. 

Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (risk assessment) atas 

risiko |tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta 

masing. 
  

Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan | 

kegiatan sehari-hari. 

Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja 

dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja 

masingmasing, sebagai indikator peringatan dini (early warning 

indicatth dari sebagai database untuk memprediksi keterjadian 

| 

Menyusun hasil penilaian risiko (risk assessmeni) untuk 

dilaporkan kepada Unit Kepatuhan. i 

Memberikan hasukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang 
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f) Me l akukan monitoring dan pengendalian terhadap pe laksanaan 

pengendalian. 

Un i t pemil ik r is iko dibagi be rdasarkan t ingkat organisasi y a i t u 
i 

sebagai ber ikut : I 
I • • • ^ 

1) Un i t pemil ik r is iko t ingkat pemerintab daerab; 

S t r u k t u r Un i t Pemil ik R is iko t ingkat pemerintab daerab, terdir i \ 

: Kepa la Daerab, s e l aku pemil ik risiko t ingkat pemerintab 

dar i : 

Ketua 

daerab 

Koordinator Tekn i s merangkap anggota : Kepa la Bappeda, a t a u 

u n i t l a i n yang menangani perencanaan 

Anggota : s e lu rub kepa la OPD (sekretaris daerab, sekretar is 

D P R D , inspektur , kepa la d inas , kepa la badan, kepala U P T D 

pemerintab daerab dan d i rektur R S U D , dan sebagainya) 

2) Un i t pemil ik r is iko t ingkat u n i t Ese l on 2; 

S t r u k t u r U n i t Pemil ik R is iko t ingkat u n i t Ese lon 2, terdiri dar i : 

Ketua 

t ingkat 

Koordinator 

: Sekretar is Daerab , Kepa la OPD, se laku pemil ik risiko 

OPD j 

:eknis merangkap anggota : Sekretar is OPD/Kepa la 

Bag ian/B idang yang menangani perencanaan pada OPD 

Anggota : S e lu rub Kepa la Bag ian/Bidang/I rban pada OPD yang 

bersangkutan 

3) U n i t pemil ik r i s iko t ingkat u n i t Ese l on 3 dan 4 

S t r u k t u r Un i t PemiHk Ris iko t ingkat u n i t Ese lon 3 dan 4, terdiri 

: Kepa la Bag ian/Bidang , s e l aku pemil ik risiko t ingkat 

i 

iteknis merangkap anggota : Kepala S u b Bag ian/ 

dar i : 

Ketua 

kegiatan 

Koordinator 

S u b Bidang/Seksi/Pegawai/Staf yang d i tun juk u n t u k menangani 

perencanaan kegiatan pada OPD 

Anggota : S e lu rub Kepa la S u b Bag ian/ S u b B idang/Seks i pada 

Bag ian/Bidang yang bersangkutan 
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9 Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan 

pengendalian. i 

Unit pemilik risiko dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu 0 

sebagai berikut: 

1 

2) 

9 

dari: 

  
Unit pemilik risiko tingkat pemerintah daerah, | : 

Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat pemerintah daerah, terdiri : 

dari: 

Ketua |: Kepala Daerah, Selaku pemilik risiko tingkat pemerintah 

daerah | | 

| Koordinator Teknis merangkap anggota : Kepala Bappeda, atau 

unit lain yang menangani perencanaan po 

Anggota : seluruh kepala OPD (sekretaris daerah, sekretaris 

DPRD, | inspektur, kepala dinas, kepala badan, kepala UPTD 
i 

pemerintah daerah dan direktur RSUD, dan sebagainya) 

Unit pemilik risiko tingkat unit Eselon 2, 

Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat unit Eselon 2, terdiri dari: : — 

Ketua Ii: Sekretaris Daerah, Kepala OPD, selaku pemilik risiko 

tingkat OPD 

Koordinator teknis merangkap anggota : Sekretaris OPD/Kepala : 

i 

t 
1   

Bagian/Bidang yang menangani perencanaan pada OPD 

Anggota : Seluruh Kepala Bagian /Bidang/Irban pada OPD » yang i 

bersangkutan | Tn | 

Unit pemilik risiko tingkat unit Eselon 3 dan 4 | 

Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat unit Eselon 3 dan 4, terdiri . 

Ketua |: Kepala Bagian/ Bidang, selaku pemilik risiko tingkat 

kegiatan 

  Koordinator teknis merangkap anggota : Kepala Sub Bagian/ 
Sub Bidang/ Seksi/Pegawai/ Staf yang ditunjuk untuk menangani 

perencanaan kegiatan pada OPD ' | 

Anggota : Seluruh Kepala Sub Bagian/ Sub » Bidang/ Seksi pada 1 

: Bagian/ Bidang yang 8 bersangkutan Tn | 
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4. Komite Pengelolaan Ris iko 

D a l a m rangka mendukung pengelolaan r is iko t ingkat pemer intah 

daerah, Kepa la Daerah dapat membentuk Komite Pengelolaan R is iko , 

dengan tugas sebagai ber ikut : 

a . M e r u m u s k a n keb i jakan, a r a b a n ser ta menetapkan ba l -ba l terkai t 

k epu tusan strategis yang meny impang dar i prosedur normal ; 

b. Me lakukan pembinaan terbadap pengelolaan r is iko pemerintab 

daerab yang mel iput i sos ia l i sas i , bimbingan, supervis i , dan 

pe lat ihan pengelolaan r is iko d i l ingkungan pemerintab daerab; 

c. Membuat laporan semesteran dan t abunan kegiatan pembinaan 

pengelolaan r is iko yang d i sampa ikan kepada Kepa la Dae rah cq 

Sekretar is Daerab. 

Komite pengelolaan r is iko terdir i a tas : 

1) Kepa la Daerab sebagai ke tua ; 

2) Kepa la Bappeda a t a u OPD sejenis sebagai koordinator merangkap 

anggota; 

3) Kepa la OPD sebagai anggota. 

D a l a m me a k s a n a k a n tugasnya, Komite Pengelolaan Ris iko dapat 

membentuk t im tekn is mela lu i S u r a t Kepu tusan Kepa la Daerab. 

5. Un i t Kepatuban 

Un i t kepa tuban bertanggung j awab memantau pe laksanaan 

pengelolaan r is iko yang telab di tetapkan oleb pemerintab daerab. 

As is ten Sekretar is Daerab dapat bert indak sebagai u n i t kepa tuban 

pada OPD. 

Masing-masing as i s ten a k a n m e l a k u k a n pemantauan terbadap OPD 

yang berada dibawab koord inas inya sesua i dengan Peraturan Kepa la 

Daerab (Perkada 

d a n F u n g s l ser ta 

Pembagian 

1) As is ten 

tentang K e d u d u k a n , S u s u n a n Organisasi , Tugas 

T a t a Ker ja Sekretar iat Daerab. 

OPD d i l a k u k a n sebagai b e r i k u t : 

Pemer intaban, m e l a k u k a n pemantauan a tas OPD ber iku 

KABAG 

HUKUM 
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4. Komite Pengelolaan Risiko 

Dalam rantuka mendukung pengelolaan risiko tingkat pemerintah 

daerah, Kepala Daerah dapat membentuk Komite Pengelolaan Risiko, 

i dengan tugas sebagai berikut: 

'a. Merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait 

an keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal, : 

b. Melakukan pembinaan terhadap - pengelolaan risiko pemerintah 

— daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan 

pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah, ) 

“c. Membuat lapdran semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan   pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah cg 

Sekretaris Daerah.   
) Komite pengelolaan risiko terdiri atas: 

.1) Kepala Daerah sebagai ketua, : 

2) Kepala Bappeda atau OPD sejenis sebagai koordinator merangkap 

anggota, : : | 

3) Kepala OPD sbagai anggota. . | : 

. Dalam melaksanakan ' tugasnya, Komite Pengelolaan Risiko dapat 

membentuk tim teknis melalui Surat Keputusan Kepala Daerah. 

  5. Unit Kepatuhan |. Maa : 0 | 

Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan 

: pengelolaan risiko yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. 

“Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan 

pada OPD. | 

| Masing-masing asisten akan melakukan pemantauan terhadap OPD 

yang berada dibawah koordinasinya sesuai dengan Peraturan Kepala 

Daerah (pdrkada) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi, serta'Tata Kerja Sekretariat Daerah. 

. PembagianjOPD dilakukan sebagai berikut : | 

1) Asisten!Pemerintahan, melakukan pemantauan atas OPD berikut : 
  

et ts 
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a) Sekretar iat Dewan Perwaki lan Rakya t Daerah ; 

b) S a t u a n Pol is i Pamong Pra ja ; 

c) D i n a s Kependudukan dan Pencatatan S ip i l ; 

d) D inas Pemberdayaan Masyaraka t d a n Desa , 

e) D i n a s Pemberdayaan Perempuan dan Per l indungan Anak ; 

f) B a d a n Penanggulangan B e n c a n a Daerab dan Kebakaran ; 

g) B a d a n Kesa tuan B a n g s a dan Politik; 

b) D i n a s Kesebatan; I I 
i) D i n a s Sos ia l ; 

j ) D inas Tenaga Ker ja ; 

k) D inas Pengendal ian Penduduk dan Ke luarga Berencana ; 

1) D i n a s Per f justakaan dan Kears ipan ; 

m) D inas Pendid ikan. 

2) As is ten Perekonomian d a n Pembangunan, m e l a k u k a n 

pemantauan a tas OPD b e r i k u t : 

a) D i n a s Per industr ian dan Perdagangan 

b) D inas Koperas i U s a b a Kec i l d a n Menegab; 

c) D i n a s Per tan ian 

I I 
d) D i n a s Pe r ikanan ; 

1 1 
e) D inas Ke tabanan Pangan; 

f) D i n a s Penanaman Modal dan Pe layanan Peri j inan Terpadu 

S a t u H n t u ; 

g) D i n a s Kepemudaan Olabraga dan ; 

b) D i n a s Peker jaan U m u m d a n Penataan Ruang ; I I -i) D i n a s P e rumahan dan K a w a s a n Permuk iman; j 
j ) D inas L ingkungan Hidup dan SDA; 
k) D i n a s Perbubungan. I 

I • 
i 

3) As is ten Admin is t ras i U m u m , m e l a k u k a n pemantauan atas OPD 

ber ikut : 

a) Inspektorat ; 

b) B a d a n Keuangan; 

c) B a d a n Kepegawaian Dik la t ; 

d) B a d a n Perencanaan Peneit ian dan Pengembangan; 

INSPE I CTUR K A B A O 
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m) Dinas Pendidikan. 

Dinas Tenaga Kerja, 

: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: 

Satuan Polisi Pamong Praja, 

Dinds K Kependudukan dan Pencatatan Sipit: 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kebakaran: 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik: - 

Dinas Kesehatan: | |   
Dinas Sosial, 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan:   
Asisten| Perekonomian dan Pembangunan, melakukan 

pemantauan atas OPD berikut : 

b) 

9 
d) 

e) 

: 

h) 

j) 
N 

3) Asisten Administrasi Umum, melakukan pemantauan atas olp | 

berikut: | 

—@) 
..b) 

2 
d) 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Dinds Kopurasi Usaha Kecil dan Menegah, : 

Dinas Pertanian i ) | 

Dinas Perikanan: : 

Dinas Ketahanan Pangan: 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu 

i Sati! Pintu! : 

Dinas Kepemudaan Olahraga dan, 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 

Dinas Lingkungan Hidup dan SDA, ) : 

| Dinas Perhubungan. “ 

Inspektorat: | | | i 

Badan Keuangan, | 

Badan Kepegawaian Diklat: 

Badan Perencanaan Peneitian dan Pengembangan, 
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e) B a d a n kesa tuan B a n g s a dan Politik; 

f) D i n a s K o m u n i k a s i dan Informat ika. 

D a l a m m e l a k s a n a k a n tanggung j awabnya , Un i t Kepa tuhan 

m e l a k u k a n kegiatan a n t a r a l a in : 

a . Memantau peni la ian r is iko dan r encana t indak pengendalian; 

b. Memantau pe laksanaan r encana t indak pengendalian; 

c. Memantau t indak lan ju t bas i l rev iu a t au audi t pengelolaan r is iko ; 

d. Membuat laporan t r iwu lanan dan t a b u n a n kegiatan pemantauan 

pengelolaan r is iko yang d i sampa ikan kepada Kepa la Daerab c.q. 

Sekretar is Daerab. 

e. D a l a m m e l a k s a n a k a n tugasnya. Un i t Kepatuban dapat 

membentuk t im t ekn is me la lu i S u r a t Kepu tusan Kepala Daerab. 

6. Penanggung J a w a b Pengawasan 

Inspektorat Daerab sebagai penanggung j awab pengawasan, 

bertanggung j a w a b member ikan pengawasan dan konsu l tas i terkai t 

pengelolaan r is iko. D a l a m me laksanakan tanggung penerapan 

j awabnya . nspektorat Daerab m e l a k u k a n kegiatan an ta ra l a in : 

a yanan konsu l tas i penerapan pengelolaan r is iko a . M e m b e ^ a n 

pada pemerintab daerab; 

b. Member ikan peringatan d in i dan meningkatkan e f ek tmlas 

pengelolaan r is iko da lam penyelenggaraan tugas dan fiingsi 

I n s t ans i Pemerintab; 

c. Me laksanakan kegiatan rev iu dan eva luas i terbadap rancang 

bangun ser ta implementasi pengelolaan r is iko secara kese lu ruhan . 

Efekt iv i tas 

komitmen 

s t r u k t u r pengelolaan r is iko dipengarubi an t a ra l a i n oleb 

p impinan, budaya sadar r is iko , dan keje lasan s t r u k t u r 

pengelolaan r is iko . 

B . Tabapan Pengelolaan Ris iko 
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e) Badan kesatuan Bangsa dan Politik, 

f/ Dinas Komunikasi dan Informatika. 

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Unit Kepatuhan 

melakukan kegiatan antara lain :   a. Memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian, 

b. Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian, 

Cc. Memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko 

d. Membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan 

pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah c. d 

Sekretaris Daerah. : | 

e. Dalam metalesanakan tugasnya, Unit Kepatuhan —aapat 

membentuk tin teknis melalui Surat Keputusan Kepala Daerah. | e. 

6. Penanggung Jawab Pengawasan ) | | 

Inspektorat Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan, 

bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait 

penerapan | pengelolaan risiko. Dalam melaksanakan tanggung ) 

jawabnya, mspekjorat Daerah melakukan kegiatan antara lain: | i 

a. Memberi layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko 

pada pemerintah daerah, : 

b. Memberikan 'peringatan dini dan meningkatkan efektivitas 

pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Instansi Pemerintah: 

  Cc. Melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang 

bangun' serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan. ) 

Efektivitas struktur pengelolaan risiko dipengaruhi antara lain oleh 

komitmen fpimpinan, budaya sadar risiko, dan kejelasan struktur 

pengelolaan risiko. 
| 
| 

0 B. Tahapan Pengelolaan Risiko Tg | | 

| 
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Pengelolaan r is iko d i l a k u k a n oleh s e lu ruh j a j a r an manajemen dan 

segenap pegawai di L ingkungan Pemer intah Kabupaten Gorontalo U t a r a 

dengan tabapan sebagai ber ikut : 

=s 
- E o 

ns 

-o 
'us fO 
E 
o 

J Identifikasi Kelemahan Lingkungnn -
Pcnccndalian Intern (1) 

i P e n i l a i a n R i s i k o (2) 

Penetapan Konteks/Tujuan 

Identifikasi Risiko 

Analisis Risiko 

Kegiatan Pengendalian (3) y 

CO 
ro 
c ro 
E a> 

Diadaptasi dari AS/NZS: 2004 

T a b a p a n proses pengelolaan r is iko pemerintab daerab sebagai b e r i k u t : 

1. Identi f ikasi ke lemaban l ingkungan pengendalian 

a . Pers iapan peni la ian ke lemaban l ingkungan pengendalian; 

b. Peni la ian awa l a tas ke ren tanan l ingkungan pengendalian me la lu i 

rev iu dokumen; 

c. Surve i terbadap l ingkungan pengendalian mela lui Control 

Environtment Evaluation (GEE); d a n 

d. S impu l an ke lemaban l ingkungan pengendalian u r u s a n 

vsfajib/pibban 

2. Pen i la ian R is iko 

a . Penetapan Kon teks/Tu juan 

1) Menetapkan konteks/ tu juan dan pemibban tu juan u r u s a n 

waj ib/pi l iban yang a k a n d i l a k u k a n peni la ian r is iko; 

2) Pers iapan peni la ian r is iko u r u s a n waj ib/pi l iban; 

a) Menetapkan kr i t e r ia d a n s k a l a dampak dan kemungk inan 

r is iko ; 
1 

b) Menetapkan t ingkat r is iko yang dapat diter ima. 

b. Identifi casi R is iko 

tabapan in i , berbagai r i s iko yang mengancam pencapaian 
D a l a m 

tu juan diiden i f i kas i dengan mel ibatkan p ibak-p ibak t e r k a i t 
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Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan 

segenap pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara 

dengan tahapan sebagai berikut: 

| 
Diadaptasi dari AS/ NZS: 2004 

Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah sebagai berikut : 

1. Identifikasi kelembhan lingkungan pengendalian 

a. 

b. 

  

  

      
  

  

   
      

        
    

  

  

  

  

  

      

  

  
  

  

  
    

  

    

! Penilaian Risiko ( A5 | : 

(penetapan. Ye. : 
aa “2 i 

"s1 Identifikasi Risiko”. 5 | Ar 2 | 
edi Analisis Risiko : . 

engendalian (3).                   

  

    
  

Persiapan perlilaian kelemahan lingkungan pengendalian, 

Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui 

reviu dokumen, ) 

Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui Control 

Environtment Evaluation (CEE), dan | | 
po 

Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan 

wajib /rlilihan! 

2. Penilaian Risiko 
8. Penetapan Konteks/Tujuan 0 

1) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan 

wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian risiko, | 

2) Persiapan|penilaian risiko urusan wajib/pilihan: | 

a) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan 

risiko: | 

b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima. 

b. Identifikasi Risiko 

Dalam jtahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian 

tujuan “diidentifikasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait. 
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c. Ana l i s i s R is iko 

1) Me l akukan ana l i s i s dampak dan kemungk inan risiko; 

2) Memval idasi risiko; 

3) Me l akukan eva luas i pengendalian yang ada dan yang 

d ibu tuhkan ; 

4) Menyusun Rencana T i n d a k Pengendalian (RTP) : I 

a) M e r u m u s k a n t indakan u n t u k mengatasi ke lemaban 

l ingkungan pengendalian; | 

b) M e r u m u s k a n kegiatan pengendalian yang d i bu tuhkan 

da lam rangka mengatasi risiko; 
i I ! 

c) Menye laraskan r encana t indak pengendalian; 

d) Menyusun rancangan informasi dan komun ikas i atas R T P ; 

dan 

e) Menyusun rancangan monitoring dan eva luas i risiko d a n 

RTP . 

3 . Kegiatan Pengendal ian 

a . Pembangunan in f ras t ruktur yang mel iput i p enyusunan a t a u 

penyempumaan keb i jakan dan prosedur sebagai t indak lan jut da r i 

R T P ; 

b. Pe laksanaan keb i jakan dan prosedur pengendalian. 

4. In formasi dan Komun ikas i 

Pengkomunikas ian pengendalian yang d ibangun dan bas i l dar i t iap 

tabapan 

pengelolaan risiko. 

5. Pemantauan 

a . Pemantauan a tas implementasi pengendalian; 

b. Pemantauan ke jad ian risiko. 

T a b a p a n proses pengelolaan risiko pemerintab daerab, ter inci sebagai 

b e r i k u t : 

1. Identi f ikasi ke l emaban l ingkungan pengendalian 

INSPE CTUR KABAG ASS SEKDA WABUP 
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— pengelolaan risiko. 

Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, terinci sebagai 

! tahapan 

Pemantauan 

c. Analisis Risiko 

1) Melhkukan analisis dampak dan kemungkinan risiko, 

2) Memvalidasi risiko, ) 

3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang 

dibutuhkan, i Tn . | 

4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) : | 

a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan 

lingkungan pengendalian, i 

b) Merumluskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan | 

datar rangka mengatasi risiko, 

c) Menyelaraskan rencana tindak pengendalian: : 

d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP P, 

dan   
e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan 

RIP. | 0 i ) 

Kegiatan Pengendalian 

a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau 

penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari 

— RTP) NN : 

b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian. 

.. Informasi dan Komunikasi 

Pengkomurniikasian pengendalian y yang dibangun dan hasil dari tiap 

  
a Pemantauan atas implementasi pengendalian,   b. Pemantauan Kejadian risiko. 

berikut : | 

1.   Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian 
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I kh t i sa r ic ent i f ikasi ke lemahan l ingkungan pengendalian intern 

d isa j ikan da lam Tabe l b e r i k u t : 

Ikhtisar Identifikasi K e l e m a h a n L i n g k u n g a n P e n g o n d a l a i a n Intern 

Tiijuon • 

Kctuaran 

PclaKsana/ 'IhaKTertcQltl 
t 

Waktu • : 

Sumtxjr data utama i 

MengidontifikasI kclemahan-kelcmalTandatam setiap sub unsur tinglungon 
pengendalian Intern 
simpulan kondisi lingkungan pengendalian Intern dsin keif.'malia-) tia r;.-T> Mii 
unsur lingkungan pengendalian intern yong mrmerlukon percn *sn 
Tingkat Pomda; 
- Sokdo selaku Koordinator 
- Unit Pomllllc Risiko Pomorintah Dacrob (Kepala Daeroh dan Kepala OPD/ 

Eselon I dan ii) 
- Posilitalor 
- Penyusunan RPJMD 
- D.roviu/ dimutakhirkan setiap tabun pada saat penyusunan kua/ppas 

- Roviu dokumoa onalisis informasi dari media massa, wawancora dll 
-Survei persepsi otas lingkungan pengendalian Intern dengan metode CEE 

Ident i f ikasi ke l emaban l ingkungan pengendalian d i l akukan dengan 

m e l a k u k a n peni la ian atas kond is i l ingkungan pengendalian 

pe laksanaan u r u s a n waj ib/pi l iban pada pemerintab daerab sesua i 

dengan Pera turan Pemerintab Nomor 60 T a b u n 2008 tentang S i s t em 

Pengendal ian In te rn Pemerintab. Identi f ikasi ke lemaban l ingkungan 

pengendalian da lam u r u s a n waj ib/pi l iban d i l a k u k a n dengan langkab-

langkab sebagai b e r i k u t : 

D a t a yang d igunakan u n t u k meni la i Imgkungan pengendalian 

u r u s a n waj ib/pi l iban pemerintab daerab dapat berupa: 
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Ikhtisar . identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian intern. 

disajikan dalam Tabel berikut : : 

Ikhtisar Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalaian Intern     

   

  
“Identifikasi! kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan dengan 

“melakukan| penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian   pelaksanaan urusan wajib/pilihan pada pemerintah daerah sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem i 

Pengendalian Intern Pemerintah. Identifikasi kelemahan lingkungan 

pengendalian dalam urusan wajib/pilihan dilakukan dengan langkah- 

langkah sebagai Berikut : i | 

  

    Identifikasi Ketemahan Lingkungan Pengendalian | 

Penilalan awal atos 
kolemahan ingkungan . 
Pesan tag nada taka te 

' evtu dokumen 

Simpulan kelemahan 

Bagan oa 
INN giulndito ai 

PNG 1 Survei persepsi 
Kajian, revu atas H pegawui otos 
kondisi don kuitur ) kondisi fingkungan 

Instonsi berdasarkan # pengandalian 
mo hasitoudit kajian So melalu Controf 

Mendasarkan 
kepada dug hosif. 

simpulan cementora 
B YGitu hosil penfiokan 

Bk awal dan hasil survei 
| persepsi 

Persicpan data 
dan kuesioner 

F berita, wowoncaro, $ Envtrontmont 
3 - datatoinnya 5 .Exatuation (CEE)    

a. Persiapan Penilaian 

1) Persiapan'Data,   Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian 

urusan wdjib /pilihan pemerintah daerah dapat berupa: 
| 
| 
, 
| 
8 

$ 
| 
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a) Laporan h a s i l aud i t pada pemerintah daerah yang 

j e rsangkutan m i sa lnya aud i t operasional, audi t k iner ja , 

dan aud i t l a i nnya a tas u r u s a n waj ib/pi l ihan terkait ; | 

b) Has i l rev iu/eva luas i a tas penyelenggaraan u r u s a n 

waj ib/ ) i l ihan oleh Inspektorat Daerah ; 

c) Has i l ka j i an tentang l ingkungan pengendalian u r u s a n 

waj ib/pi l ihan pemerintah daerah; 

d) Be r i t a terkai t pe l aksanaan u r u s a n waj ib/pi l ihan 

pemerintah daerah dar i berbagai sumber misa lnya med ia 

m a s s a , internet, h a s i l penel i t ian, dan sumber-sumber l a in 

yang relevan. 

2) P e n y u s u n a n lembar kues ioner surve i l ingkungan pengendalian 

dan Ker tas Ker ja Tabu l a s i Kues ioner 

Peni la ian Ke l emahan L ingkungan Pengendalian Melalui Rev iu 

Dokumen . 

Peni la ian ke l emahan l ingkungan pengendalian pemerintah 

dae rahd imaksudkan u n t u k mendapatkan gambaran 

permasa lahan-permasa lahan da lam l ingkungan pengendalian. I I 
Peni la ian ke l emahan d i l akukan dengan menggunakan data yang 

d i k u m p u l k a n pada langkah pers iapan peni la ian. Da l am pedoman 

in i , sebagai contoh da ta yang d i gunakan u n t u k meni la i ke lemahan 

kondis i l ingkungan pengendalian in tern pada pemerintah daerah 

secara u m u m ya i tu : : 

1) Laporan Has i l Audit K iner ja Inspektorat Kabupaten Gorontalo 

U t a r a dan L H P B P K ; | 

I I I 
2) Be r i t a pada media m a s s a . 

! i 

D a r i da ta di a tas , se lanjutnya, d i s impu lkan kondis i ke l emahan 

l ingkungan pengendalian in te rn d i pemer intah daerah. 

Surve i terhadap L ingkungan Pengendal ian mela lu i G E E i 

Surve i i n i d i l a k u k a n da lam r angka mendapatkan da ta persepsi 

pegawai 

Pengendalian 

tersebut 

terhadap gambaran a tas kondis i L ingkungan 

u r u s a n waj ib/pi l ihan pemerintah daerah. Surve i 

dapat menggunakan metode Control Environment 
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a) Laporan hasil audit pada pemerintah daerah yang 

i bersangkutan misalnya audit operasional, audit kinerja, 

dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait, : 

b) Hasil | reviu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan 

wajib/ pilihan oleh Inspektorat Daerah, 

c) Hasil | kajian tentang lingkungan pengendalian urusan 

wajib /pilihan pemerintah daerah, ) : 

d) Berita| terkait pelaksanaan urusan  wajib/pilihan 

pemerintah daerah dari berbagai sumber misalnya media 

Ihassa! internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain 

yang rdievan. : 

2) Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan pengendalian 

dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner | | 

. Penilaian Kelemahan Lingkungan Pengendalian Melalui Reviu 

Dokumen. i : 

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian pemerintah 

daerahdimaksudkan untuk mendapatkan gambaran 

permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian. 

Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang 

dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian. Dalam pedoman 

ini, sebagai contoh data yang digunakan untuk menilai kelemahan 

kondisi lingkungan pengendalian intern pada pemerintah daerah 

  secara umum yaitu : : 

1) Laporan Hasil Audit Kinerja Inspektorat Kabupaten Gorontalo 

Utara dan LHP BPK, | 
2) Berita pada media massa. : 

Dari data di atas, selanjutnya, disimpulkan kondisi kelemahan 

lingkungan pengendalian intern di pemerintah daerah. i : 

Survei terhadap Lingkungan Pengendalian melalui CEE 

Survei ini dilikukan dalam rangka mendapatkan data persepsi 

pegawai terhadap gambaran atas kondisi pe 

Pengendalian jurusan wajib/pilihan pemerintah daerah. Survei 

tersebut dapat menggunakan metode Control Environment 
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Evaluation ( G E E ) , y a i tu s u a t u peni la ian mandi r i a t a s 

pengendalian/Control Self Assessment (CSA) yang d iap l ikas ikan 

pada L ingkungan Pengendalian. 

J i k a dar i hasp surve i terdapat informasi yang per lu diperdalam 

a t a u d ik lar i f ikas i m a k a dapat d i l a k u k a n k lar i f ikas i kepada 

beberaija responden terpi l ih yang memahami u r u s a n 

waj ib/pi l ihan yang d i l a k u k a n peni la ian. I 

Contoh s impu lan kondis i L ingkungan Pengendalian in te rn 

pemerinta daerah menuru t metode G E E yang di terapkan oleh 

peserta F G D Pemkab Gorontalo y a i tu memadai a tau kurang 

memadai. 

Sebagai contoh, be rdasarkan h a s i l surve i pada u r u s a n wajib 

pe layanan dasar bidang kesehatan d i temukan ke lemahan 

L ingkungan Pengendalian pada sub u n s u r Penyusunan dan 

Penerapan Keb i jakan yang Sehat tentang Pembinaan S D M ya i tu 

rekrutmen, retensi , m a u p u n prosedur pemil ihan S D M be lum 

d i l a k u k a n dengan baik. 

d. S i m p u l a n Has i l Peni la ian L ingkungan Pengendalian 

B e r d a s a r k a n 

se lanju 

h a s i l peni la ian awa l dan h a s i l surve i persepsi , 

n y a d i s impu lkan kondis i L ingkungan Pengendalian pada 

pemer intah daerah dengan menggunakan Ker tas Ke i ja . 

Pemerintah daerah dapat m e l a k u k a n wawancara/konf i rmas i 

apabi la d iper lukan, u n t u k mengklar i f ikas i informasi yang k u r a n g 

j e l as/memer lukan pendalaman da lam rangka penar ikan 

kes impu lan . | 

Sebagai contoh, s impu lan h a s i l peni la ian L ingkungan 

Pengendal ian ada lah sebagai ber ikut : 

1) Penegakan Integritas dan Nilai E t i k a : 

B a n y a k terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah k a r e n a 

t e r sangku : k a s u s h u k u m . | 

2) Komitmen terhadap Kompetensi 

a) i'egawai be lum di tempatkan sesua i dengan kompetensi dan 

oengalaman. 
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Evaluation (CEE), yaitu suatu penilaian mandiri atas 

pengendalian/Control Self Assessment (CSA) yang diaplikasikan 

pada Lingkungan Pengendalian. 

Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu diperdalam 

atau diklarifikasi maka dapat dilakukan klarifikasi kepada 

beberapa responden - terpilih yang memahami urusan 

wajib /pilihan yang dilakukan penilaian. : 
Contoh simpulan kondisi Lingkungan Pengendalian intern 

pemerinta daerah menurut metode CEE yang diterapkan oleh 

peserta FGD | Pemkab Gorontalo yaitu memadai atau kurang 

memadai. 

Sebagai contoh, berdasarkan hasil survei pada urusan wajib 

pelayanan dasar bidang kesehatan ditemukan kelemahan 

Lingkungan bengendalian pada sub unsur Penyusunan dan 

Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM yaitu 

rekrutmen, retensi, maupun prosedur pemilihan SDM belum 

dilakukan dengan baik. 

. Simpulan Hasil Penilaian Lingkungan Pengendalian 

Berdasarkan 'hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, 

selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian pada 

pemerintah daerah dengan menggunakan Kertas Kerja. : 

Pemerintah daerah dapat melakukan wawancara/konfirmasi 

apabilatdiperlukan, untuk mengklarifikasi informasi yang kurang   
jelas/memerlukan pendalaman dalam rangka penarikan 

kesimpulan. : 

Sebagai contoh, simpulan hasil penilaian Lingkungan 

Pengendalian adalah sebagai berikut: | 

1) Penegakan Integritas dan Nilai Etika: 

Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena 

tershngkut kasus hukum. | 

2) Komitmeniterhadap Kompetensi : 

a) Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan 

pengalaman. 
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b) Kua l i f i kas i dan kompetensi dokter ser ta tenaga kesehatan 

di RSl iJD Kabupaten Gorontalo U ta ra be lum memeni ih i 

k ebu tuban a k a n pemberian pe layanan kesehatan d i E r a 

J lKN. 

3) Kepemimpinan yang Kondus i f 

a) P imp inan be lum menetapkan kebi jakan pengelolaan r is iko 

yang member ikan ke je lasan a r a h pengelolaan r is iko. 

b) R encana strategis d a n r encana ke i j a pemer intah daerah 

be lum menya j ikan informasi mengenai r is iko. | 

c) Pe layanan pas ien B P J S d i Kabupaten Gorontalo U t a r a 

j j c lum optimal dan terdapat regulasi D inas Kesehatan 

Kabupaten Gorontalo U t a r a berjalan sebagaimana mest inya 

ya i tu ke tentuan mengenai praktek dokter. 

4) P enyusunan dan Penerapan Keb i jakan yang Sehat tentang 

Penjbinaan S D M 

a) Pemda be lum mengintemal isas i budaya sadar r is iko . 

b) B e l u m terdapat pemberian reward dan/a tau punishment 

atas pengelolaan r is iko. 

c) E v a l u a s i k iner ja pegawai be lum dipert imbangkan da lam 

perhi tungan penghasi lan. 

d) Anggaran pengembangan S D M be lum memadai . 

e) Pemer intah Kabupaten Gorontalo U ta ra be lum memil i ld 

strategi da lam pemenuhan dan pendistr ibus ian S D M 

f) 

kesehatan di Puskesmas . 
I ! 
P emenuhan tenaga kesehatan di R S U D Kabupaten 
Goron alo U t a r a be lum memperhat ikan t ingkat k ebu tuban 

pe layanan kesehatan. 

5) Perwujudan Reran APIP yang Efekt i f 

Inspektorat Daerah be lum m e l a k u k a n audi t k iner ja y a n g 

d ibubungkan dengan t u j u a n strategis pemerintah daerah yang 

mel ibatkan beberapa OPD terkait . Audit k iner ja y a n g 

d i l a k u k a n m a s i h sebatas audi t Idnerja pada D inas Pendid ikan. 

Mengingat pent ingnya kond is i L ingkungan Pengendalian yang 
I 

ba ik , sedapat mungk in Kepa la Daerah/Kepa la OPD d i i ku tkan 
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3) 

4 

5) 

Mengingat pentingnya kondisi Lingkungan Pengendalian yang 

| 

b) lan dan kompetensi dokter serta tenaga kesehatan 

“di RSUD Kabupaten Gorontalo Utara belum memenuhi 

kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era 

JKN. i i | 
Kepemimpinan yang Kondusif | 

a) bimpirlan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko 

yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko. | 

b) Rencana strategis dan rencana kerja pemerintah daerah 

belum menyajikan informasi mengenai risiko. | 

c) Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten Gorontalo Utara 

: betum Optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan 

Kabupaten Gorontalo Utara berjalan sebagaimana mestinya 

yaitu ketentuan mengenai praktek dokter. ) 

Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang 

Penlbinaan SDM | 

a) bemdal belum menginternalisasi budaya sadar risiko. 

b) Belum terdapat pemberian reward dan/atau punishment 

atas pengelolaan risiko. 1 | | 

c) Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam 

perhitungan penghasilan. | 

d) hnggatan pengembangan SDM belum memadai. | 

e) bemerintah Kabupaten Gorontalo Utara belum memiliki 

strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM 

kesehatan di Puskesmas. . ) 

f) bemenluhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten 

Gorontalo Utara belum memperhatikan tingkat kebutuhan 

pelayanan kesehatan. | | | 

Pervujuddn Peran APIP yang Efektif | 

Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja yang 

dih'ibungkan dengan tujuan strategis pemerintah daerah yang 

mellbatkah beberapa OPD terkait. Audit kinerja yang 

ditakukar! masih sebatas audit kinerja pada Dinas Pendidikan. 

baik, . dedapat mungkin Kepala Daerah/Kepala OPD diikutkan 
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da lam pembahasan kondis i L ingkungan Pengendalian. S impu lan 

a k h i r a tas kondis i L ingkungan Pengendalian pemerintah daerah 

a k a n menjadi dasar bagi pen jmsunan rencana t indak perba ikan 

L ingkungan Pengendalian. 

Proses identi f ikasi ke l emahan L ingkungan Pengendalian dapat 

mengacu pada Pe rka B P K P No. 2 5 T a h u n 2013 tentang Pe tun juk 

Pe l aksanaan Control Environment Evaluation ( C E E ) . 

2. Peni la ian R is iko 

I kh t i sa r Pen i la ian 

Tujuan 

Keluaran 

Pelaksana/Pihqk Terkait 5 ; 

Waktu 

Sumber data utama 

Ris iko d isa j ikan da lam Tabel b e r i k u t : 

Tabel 3.2 
Ikhtisar Penilaian Risiko 

- Menetapkan konteks/tujuan dan memillh tujuan yang akan dilakukan 
penilaian risiko 

- Melakukan identifikasi risiko dan analisis risiko 
- Menetapkan risiko-risiko yang akan ditangani lebih lanjut (dibangun 

RTP-nya) 
- Daftar lujuan/sasaran strategis Pemerintah Daerah untuk tiap-tiap urusan 

dan Indikator kinerja nya 
- Daftar tujuon/sasaron strategis (Entitas) OPD 
- Daftar tujuan kegiatan utama OPD untuk tiap-tiap urusan dan indikator 

kcluarannya 
- Kertas Kerja identifikasi Risiko (Daftar Risiko) Urusan V/ajib/Pilihan Strategis 

Pemerintah Daerah 
- Kertas Kerja Identifikasi Risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan Strategis 

(Entitas) OPD 
- Kertas Kerja Identifikasi Risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan 

Operasional OPD 
- Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko Urusan Wajib/pilihon Strategis Pemerintah 

Daerah, Strategis (Entitas) OPD, dan Operasional OPD 
- Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas Urusan Wojib dan Pilihan strategis 

Pemerintah Daerah, Strategis (Entitas) OPD, dan Operasional OPD 

Strategis Pemerintah Daerah 
-Sekda selaku Koordinator 
-UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala OPD/SKPD) 
-Fosllitator 
Strategis (Entitas) OPD 
-Sekda selaku Koordinator 
-UPR Tingkat Es. 1 / 2 (Kepala OPD/SKPD dan Kobag/Kabid OPD 
-Fasilitator 
Operasional OPD 
-Kopcla OPD 
-Unit Pemilik Risiko Tingkat Es 3,4 OPD Fasilitator 
Strategis Pemerintah Daerah 
-Penyusunan RPJMD 
-Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada soot penyusunan KUA/PPAS 
Strategis (Entitas) OPD 
-Pada saat penyusunan Renstra OPD 
-Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA-OPD 
Operasional OPD 
Pada scot penyusunan RKA-OPD 
CSA/FGD 

Langkah ker ja Peni la ian R is iko u r u s a n waj ib/pi l ihan d igambarkan 

pada gambar b e r i k u t : 

INSPE K im 

k= 
KABAG 
HUKUM 

ASS SEKDA WABUP 

JA t Z 

dalam pembahasan kondisi Lingkungan Pengendalian. Simpulan 
| ! 
akhir atas kondisi Lingkungan Pengendalian pemerintah. daerah 

akan menjadi dasar bagi penyusunan rencana tindak perbaikan   
. Lingkungan Pengendalian. 

Proses identifikasi kelemahan Lingkungan Pengendalian dapat 

mengacu padi Perka BPKP No. 25 Tahun 2013 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Control Environment Evaluation (CEE). 

2. Penilaian Risiko i | 
Ikhtisar Penilaian Risiko disajikan dalam Tabel berikut :   

Tabel 3.2 
Ikhtisar Penilaian Risiko 

an In Ikator kinerjanya 
ar tujuah/ sasaran. Kran 

' Kertas Kerja Hasil Analisis Risi 
D terah, Strategis (Entitas) 

g 
ekda selaku Koordinato an 

UPR Tingkat! Es.1 7 2 (kepal     
“-Pada seat penyusunan Renstra OPD" 

Direviuf dimutakhirk h n   
Langkah kerja henilaian Risiko urusan wajib/pilihan digambarkan 

  
pada gambar berikut: i | ) | | 
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Langkah Kerja Penilaian Risiko Urusan Wajib/Pilihan 

a . Menetapkan konteks/tu juan 

1) Penetapan konteks dan pemi l ihan tu juan yang a k a n d i l a k u k a n 

peni la ian risiko 
I i 

Tahap per tama pe l aksanaan peni la ian r is iko ada lah I ' • menetapkan "konteks/tu juan" . D a l a m tahap in i a k a n 

di tetapkan tu juan- tu juan pada t ingkat strategis pemer intah 

daerah, t ingkat strategis (entitas) OPD, dan t ingkat operasional 

OPD yang se lan jutnya a k a n d i l akukan peni la ian r i s ikonya . 
I I ' 

Dengan memahami t u j u a n yang hendak dicapai pada t iap 

t ingkatan, r i s iko pada setiap t ingkatan tersebut dapat 

di identi f ikasi d a n d iana l is is . Keterka i tan an ta ra tu juan pada 

masingmasing u n i t ker ja (organisasi) dengan t ingkat peni la ian 

risiko d isa j ikan pada Gambar 3.4. 

T u j u a n dar i tahap penetapan konteks/tu juan ada lah u n t u k 

memperoleh mformasi tu juan/sasa ran dan indikator k iner ja 

organisasi yang a k a n dicapai . Ke lua ran yang d iharapkan pada 

tahap i n i ada lah adanya daftar tu juan/sasa ran , indikator 

k iner ja pada t ingkat strategis pemerintah daerah, ent i tas OPD, 

dan t ingkat kegiatan yang s u d a h d id i skus ikan dan disepakat i 

oleh Kepa la Daerah dan P imp inan OPD. 

INSP EKTUR 

L 
KABAG 
HUKUM 

ASS SEKDA WABUP 

- r - -AA 

Langkah Kerja Ponitaian Risiko Urusan Wajib/ Pilihan 

KN 2 eibut to abpoal dn) 

! #B Menotapan | 5 & @ Mengidentifikasi @ risiko 
Konteks/ Tujuan 3 risiko 
yang akan 
dakakukan 

. penilaian risiko 

@ Hemvalidasi risiko | 

Ii & @ Mongovaluasi 
pengendalian 
yang ada dan 
yang dibutuhkan 

| @H menyiapkan 
penilaian risiko 

FS HH koanyusun : 
Rencana Tindak 
Pengendakan      

a. Menetapkan konteks/ tujuan 

) 1) Penbtapari konteks dan pemilihan tujuan yang akan dilakukan 

penilaian risiko | | 

Tahap pertama pelaksanaan penilaian risiko adalah 

menetapkan “konteks/ tujuan”. Dalam tahap ini akan 

ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis pemerintah. 

daerah, tingkat strategis (entitas) OPD, dan tingkat operasional 

Opi yang selanjutnya akan dilakukan penilaian risikonya. 

Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap 

tingkatan) risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat 

diidentifikasi dan dianalisis. Keterkaitan antara tujuan pada 

masingmasing unit kerja (organisasi) dengan tingkat penilaian 

risiko disajikan pada Gambar 3.4. i : 

Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk 

memperoleh informasi tujuan/ sasaran dan indikator kinerja 

organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada 

tahap ini adalah adanya daftar tujuan/sasaran, indikator 

kinerja pada tingkat strategis pemerintah daerah, entitas OPD, 

dan tingkat kegiatan yang sudah didiskusikan dan disepakati 

oleh Kepala Daerah dan Pimpinan OPD. | 
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Keterkaitan an 

ORGANISASI 
UNIT KERJA 

SUMBER DATA 

Gambar 3.4 
ara Tujuan dan Tingkat Penilaian Risiko 

TUJUAN & 
SASARAN 

INDIKATOR KINERJA TINGKAT PENILAH 
RISIKO 

Tujuan & Sasaran 
Strategis 

Pemerintah Daerah 

Indikator Kinerja 
Sasaran Strategis 

Pemerintah Daerah 

T 

Penilaian Risiko 
Strategis Urusan 

Wajib/Pilihan pada 
Pemerintah Daerah 

Tujuan & Sasaran 
Strategis (Entitas) OPD 

1, 2,3, Dst 

Indikator Kinerja 
Sasaran Strategis 

(Entitas) OPD 1,2,3, 
Dst 

Penilaian Risiko 
Strategis (Entitas) OPD 

1,2,3, Dst 

Tujuan & Sasaran Indikator Kinerja Penilaian Risiko 
Operasional Kegiatan OPD 1,2, Operasional OPD 1, 

(Kegiatan) OPD 1,2, 3, Dst 2,3, Dst 
3, Dst 

t u juan/sasa ran yang a k a n d i l akukan peni la ian 

risiko d idasarkan kepada pert imbangan bahwa t u j u a n tersebut 

merupakan tu juan yang pal ing u t a m a dan d i r a sakan m a s i h 
j I I 

memi l ik i banyak pe rmasa lahan da lam pencapaiannya, ser ta 
I I I 

penting dan mendesak u n t u k segera ditangani, a t au 

pert imbangan l a innya an ta ra l a in tu juan yang mendukung 

pencapaian target program prior i tas nas iona l yang te rcantum 

da lam R R MN. 

Pemi l ihan terhadap s u a t u tu juan/sasa ran tertentu b u k a n 

berart i b a h w a tu juan- tu juan l a innya t idak per lu/t idak a k a n 

dini la i risiko dan pengendal iannya. Peni la ian risiko dan 

pengendalian a tas tu juan l a innya dapat d i jadwalkan sesua i 

kebutuban . I I 1 i 
Proses penetapan konteks/ tu juan u n t u k tiap-tiap t ingkat 

d i je laskan sebagai ber ikut : 

a) Penetapan Kon teks/Tu juan Strategis Pemer intah Daerah 

Ikh t i sa r penetapan tu juan strategis pemer intah daerah 

d isa j ikan da lam Tabe l b e r i k u t : 

INSPEK .TUR K A B A G 

H U K U M 

A S S S E K D A W A B U P 

Ar 

Gambar 3.4 
Keterkaitan antara Tujuan dan Tingkat Penilaian Risiko 

ORGANISASI KN PT ABI WIN TUNJAN & INDIKATO" KINERJA TINGKAT DENILAH 

ALIUS TANI PAN AN | r 
1     
  

   

  

  

    

PEMERINTAH RPJMD 3. Tujuan & Sasaran - Peniloian Risiko 
DAERAH : Aa Strategis Urusan 

| na di Wajib/pilihan pada |: 

5 Pemerintah Daerah |: 

Y Y W        

    

  

  

  

      
  

  

  
    

1 . 

ceD RENSTRA OPD 1, 2, 3, Tujuan. & Sasaran. Penilaian Risiko — |: 
Ma Dst Strategis (Entitas) OPD. | Strategis (Entitas) OPD : 

. : 1,2, 3, Dst 

Y Yi 
. OPD Renja/RKASKPD Penilaian Risiko 

OPD 1, 2, 3, Dst Operasional OPD1, 

- 2,3, Dst               
            

Pemilihan tujuan/sasaran yang akan dilakukan penilaian   risiko didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut 

merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan masih 

memiliki banyak permasalahan dalam pencapaiannya, serta 

penting dan mendesak untuk segera ditangani, atau 

pertimbangan lainnya antara lain tujuan yang mendukung 

pencapaian target program prioritas nasional yang tercantum 

dalam RPJMN. Tg 
Pemilihan| terhadap suatu tujuan/sasaran tertentu: bukan 

berdrti bahwa tujuan-tujuan lainnya tidak perlu/tidak akan 

  

dinilai rSiko dan pengendaliannya. Penilaian risiko dan 

pengendalian atas tujuan lainnya dapat dijadwalkan sesuai 

kebutuhan. | | 

Proses penetapan konteks/tujuan untuk tiap-tiap tingkat 

dijelaskan) sebagai berikut: 

DN
 

a) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis Pemerintah Daerah: 

Ikhtisar penetapan tujuan strategis pemerintah daerah 

disajikan dalam Tabel berikut : | 
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Ikhtisar Penetapan Tujuan Strategis Pemerintah Daerah 

tujuan ; ; , Merrpsro'thWomvjdiujuan/sasaraastffflegiTrsmoflrtohfoacfeiif^iA 
'i tlflp-tioo urusan dan indicator kinnrfsnya 

Kf'uaran : -Daitortujuan/saM'anstratogispciT'Sfintoiidsrroh 
danindkatofUnt'Tia'iya ' 

] yoaiior Urusan Wayb/riiiharj dan (jfOyorigTKlait " 

: pelai8(»o/MxftTe»taftr..r.f:.- Sekdo seletaiKooi^wtof 
I , :-unlPcrniiik Risiko PmonntohOoeranfKcpdoDaetoh don rrpria 
j ; : ! OPD/SKPD) • , , 
I ' ' - rasiUatOf _ , • . , 

- Fonotopan konteks diSaksonokan pada saat pcijusunon RPJMD 
Waktu ; - D.revsu/aiwuloktiikQnseiioptatiutipoaasoatpc-niuswna'iitUA/rPAJ 

RPJMD 
Sumber data utarra 

Penetapan konteks/ tu juan strategis pemerintah daerah 

pada d a s a m y a d i l a k u k a n u n t u k s e lu ruh t u j u a n strategis 

yang tertuang da lam R P J M D , Namun demik ian, da l am 

penetapan konteks strategis pemerintah daerah, 
i 

pemer intah daerah dapat memi l ih beberapa t u j u a n 

dengan mempert imbangkan tu juan prioritas s esua i 

dengan v is i dan mis i Kepa la Dae rah a tau pert imbangan 

profesional l a innya . Penetapan tu juan yang menjadi 

pr iontas dapat d i l a k u k a n mela lu i C S A / F G D dan 

se lan jutnya d i tuangkan da lam "Dokumen A raban d a n 

Keb i jakan Peni la ian R is iko 5 T a h u n a n " . I 

Sebagai contoh, berdasarkan "Dokumen A raban d a n 

Keb i jakan Peni la ian R is iko 5 T a h u n a n " Pemerintah 

Kabupaten Gorontalo U t a r a menetapkan Konteks 

Strategis Pemer intah Daerah yang a k a n d i l akukan u n t u k 

2 t u j u a n strategis, y a i tu t u j u a n 1 dar i m i s i 1, tu juan 1 

dar i m i s i 2, dan tu juan 1 dar i m i s i 3 . 

Sebagai contoh da lam peni la ian risiko t u j u a n strategis 1, 

m a k a peserta C S A / F G D ada lah : 

(1) Un i t Pemil ik R i s iko T ingkat Pemer intah Daerah yang 

terdir i da r i Kepa la Daerah , dan Kepa la O P D / S K P D 

(pejabat eselon 2) yang memi l ik i keterkai tan secara 

fungsi d a n kegiatan terhadap tu juan srategis 1, a n t a r a 

l a in pada 

I N S P E K T O R 

z 
K A B A G 

H U K U M 

A S S S E K D A 

/ 
W A B U P 

=¥=   

Ikhtisar Penetapan Tujuan Strategis Pemerintah Daerah: 

  

    

Penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah daerah 

padajdasarnya dilakukan untuk seluruh tujuan strategis 

yang| tertuang dalam RPJMD. Namun demikian, dalam 

penetapan konteks strategis pemerintah daerah, 
  

pemerintah daerah dapat memilih beberapa tujuan 

dengan mempertimbangkan tujuan prioritas ' sesuai 

dengan visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan 

profesional lainnya. Penetapan tujuan yang menjadi 

prioritas dapat dilakukan melalui CSA/I FGD dan 

selanjutnya dituangkan dalam “Dokumen Arahan dan : 

Kebijakan Penilaian Risiko 5 Tahunan”. 0 : | 

Sebagai contoh, berdasarkan “Dokumen Arahan dan 

Kebijakan Penilaian Risiko 5 Tahunan” Pemerintah 
Kabupaten Gorontalo Utara i menetapkan Konteks 

Stratgis Pemerintah Daerah yang akan dilakukan untuk 

2 tujuan strategis, yaitu tujuan 1 dari misi 1, tujuan 1 

dari misi 2, dan tujuan 1 dari misi 3. : 

Sebagai contoh dalam penilaian risiko tujuan strategis 1, 

maka peserta CSA/FGD adalah: | | 

(1) Ubit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah yang 

terdiri dari Kepala Daerah, dan Kepala OPD/SKPD 
(pejabat eselon 2) yang memiliki keterkaitan secara 

fungsi dan kegiatan terhadap tujuan srategis 1, antara 

lain pada 
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a . D i n a s Kesehatan; 

b R S U D Kabupaten Gorontalo Utara ; 

c. D i n a s Pemberdayaan Perempuan, Per l indungan 

Anak , Pengendal ian Penduduk dan Ke luarga 

Be r encana (DP3AP2KB) ; 

d. D i n a s Peker jaan U m u m dan Pe rumahan Rakyat . 

Kehad i ran pejabat eselon 1 a t au 2 sangat d i an jurkan 

da lam C S A / F G D , w a l a u p u n dapat j u g a dihadir i oieh 

pejabat eselon 3 dar i OPD n a m u n s i fa tnya sebagai 

pendamping. I 

(2) Fas i l i tator 

! 
Fasi l i tator ada lah p ihak yang bertugas memandu I I 
i n s t ans i pemerintah da l am m e l a k s a n a k a n langkah 

demi l angkah proses peni la ian r is iko . Fasi l i tator dapat 

berasa l dar i T i m B P K P , Komite Pengelolaan R is iko , 

Inspektorat , a t a u p ihak l a in yang berkompeten. 
i 

L a n g k a h penetapan konteks/ tu juan strategis 

pemerintah daerah ada lah sebagai beri loit : 

(1) Mendapatkan dan mempelajari R P J M D , serta da ta 

l a innya terkai t perencanaan seperti S O T K , u r a i a n 

tugas dan j aba tan , dsb; 

(2) Identi f ikasi tu juan , s a sa ran , dan Indikator K iner ja 

U t a m a terkai t t u j u a n strategis yang di identi f ikasi 

sebagaimana tercantum da lam R P J M D ; j 

(3) Identi f ikasi da ta a t au informasi l a in yang relevan 

m i s a l pr ior i tas pembangunan a tau p r o - a m 

unggulan terkai t dengan tu juan/sasa ran da r i 

u r u s a n waj ib/pi l ihan yang dipi l ih berdasarkan 

R P J M D ; 

(4) Menetapkan s a s a r a n dan I K U strategis pemer intah 

daerah yang a k a n d i l a k u k a n peni la ian risiko. 

S a s a r a n yang a k a n d i l a k u k a n peni la ian risiko biisa 

s e lu ruh a t au sebagian s a s a r a n sesua i kebutuban ; 
i 

Sebagai i lus t ras i , penetapan konteks/tu juan strategis 

pemer intah daerah ada lah sebagai ber ikut: 
INSPEKTUR KABAG ASS SEKDA WABUP 

HUKUM 

r -IR   

(2) 

— Inspektorat, atau pihak lain yang berkompeten. 

a! Dinas Kesehatan, ) | 

b: RSUD Kabupaten Gorontalo Utara, | 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan ) 

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga . | 

Berencana (DP3AP2KB), 

d! Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. .   
Kehadiran pejabat eselon 1 atau 2 sangat dianjurkan 

dalam CSA/FGD, walaupun dapat juga dihadiri oleh 

pejabat eselon 3 dari OPD namun sifatnya sebagai 

pendamping. ) 

Fasilitator 

i Resilitator adalah pihak yang bertugas memandu 

instansi pemerintah dalam. melaksanakan langkah 

demi langkah proses penilaian risiko. Fasilitator dapat 

berasal dari Tim BPKP, Komite Pengelolaan Risiko, 

Langkah penetapan  konteks/tujuan strategis 

pemerintah daerah adalah sebagai berikut: | 

. (1) Mendapatkan dan mempelajari RPJMD, serta data 

lainnya terkait perencanaan seperti SOTK, uraian 

tugas dan jabatan, dsb: | | 

(2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja 

Utama terkait tujuan strategis yang diidentifikasi 

sebagaimana tercantum dalam RPJMD: : 

(3) Identifikasi data atau informasi lain yang relevan 

misal prioritas pembangunan atau program 

unggulan terkait dengan tujuan/sasaran dari 

urusan wajib/pilihan yang dipilih berdasarkan 

“RPJMD, i i i Tg 
(4) Menetapkan sasaran dan IKU strategis pemerintah 

daerah yang akan dilakukan penilaian risiko. 
Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa 

. . | seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan, . 

Sebagai ilustrasi, penetapan konteks/tujuan strategis 

pemerintah daerah adalah sebagai berikut: | 
  

(INSPEKTUR | KABAG '”TASS TSEKDA | WABUP | 
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L yh 

gr 
  

               



Tabel 3.4 
C o n t o h F o r m a t P e n e t a p a n Konteks/Tujuan Strategis P e m e r i n t a h D a e r a h 

[Form l a ) 

Nana Pemerintah Daerah 
Tahun Penilaian j 
Periode yang dinilai 

: Pemerintah Kabupaten XYZ 
:2018 
:Tahun 2019-2023 

: Sumber Data; 
Tujuan Strategis RPJMD 

Penotopon Konteks 
• Risiko Strategis Pemda 

Dinas Terkait 

Sasaran RPJMD 

IKU Sasaran RPJMD 
RPJMD 

•': Prioritas PembongUnan 
danProgram Unggulan 

5; CS-7,,.-.,l i ' 
Tujuan, Sasaran, iku 
yang akan dilakukan 
penilaian risiko 

RPJMD Kabupaten XVSt Tahun 2019-2023 
Tujuan U Meningkatnya kualitas lata kelola pemerintahan r.rr^r^r 
Tujuan 1.2 Meningkatnya koheslvitas masyarakat 
Tujuan 2.1 Meningkatnya kualitas trciri^iorxaiiArSrriAA'-yri'' 
Tujuan 2.2 Meningkatnyo Keloyakhunlan 
Tujuan 2.3 MerJrigkatrryaakseskornurrlkasl dan Informasi : > 
Tujuan 2.4 Mcnurunnya resiko bencana 
Tujuan 2.5 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup • . . 
Tujuan 3.1 Meningkatnya aksos dan kualitos pendidikan 
Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; : : . s 
Tujuan 3.3 Meningkatnya kcsojahteraan sosial 
Tujuan 3.4 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan 
Tujuan 4.1 Meningkatnya laju portumbuhan ekanoml 
Tujuan 4.2 Meningkatnya pemerataan ekonomi 
Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 

- Dinas kesehatan 
- RSUD Kabupaten XYZ 
T Dinas Pemberdayaan Perempuaa Perlindungan Anak, Pengendalian 

J Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) ; 
J Dinas Pekerjaon Umum dan Perumahan Rakyat 
Sasaran 3.Z1 Meningkatnya keselamatan Ibu anak : 
Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesettatan masyorokat 
Sasaran 32 J Meningkatnya perilaku hidup sehat 
Sasaran 3.2.4 Meningkatnya prestasi Olahroga di Kabupaten XYZ 

, Sasaran 32.5 Meningkatnya peran serta Pemuda dalam , - i 

Usia Harapan Hidup ditentukan oleh jumlah kematlan bayl jika angka 
kematlan bayi besar, maka usia angka harapan hidup rendah. 
Prioritas pembangunan: 

: ~ Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 
; Prograrn Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita; — - >... 

•• Program Pencegohon dan Penanggulangan Penyakit Menular 
- Program Standarisasi Pelayonan Kesehatan 
C Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarokat 
- Program Pcrtxiikan Gizi Masyorakot 
Tujuon 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 
Sasaron 3.22 Meningkatnya kualitas keseltatan masyarakat 
LProgrom Peningkatan keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 

Beberapa h a l yang per lu d iperbat ikan da lam tahap ini;| 

(1) F G D d i l a k u k a n u n t u k membahas j i k a terdapat 
I 

perbedaan an ta ra tu juan/sasaran/ ind ikator menuru t 

R P J M D dengan faktua lnya . J i k a terdapat perbedaan, 1 I 
m a k a peserta F G D menyepakat i 

tu juan/sasaran/ ind ika to r yang a k a n d igunakan 

u n t u k keper luan peni la ian r is iko ; 

I N S P E K T U R K A B A G 

H U K U M 

A S S S E K D A W A B U P 

H r - i r 

Contoh Format Pe 
Tabel 3.4 

Form ta) 

4 - " PPn Maman, 

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten XYZ 
“3 Tahun Penilaian 
3 Periode yang dinilai 

12018 
: Tahyn 2019-2023   

netapan Konteks/Tujuan Strategis Pemerintah Daerah 

  

Tujuan, Sasaran, Ik 
“yang akan dilakuka 

Ls 

  

ar 

Tahun 2019-20 

juan L Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahon 
juan 12 Meningkatnya kohesivitas masyarakat: 

Tujuan 21 Meningkatnya kualitas Yansportesi 
Tujuan 22 Meningkatnyo Kelayakhunian 
Tujuan 23 Meningkatnya akses komunik 
Tujuan 24 Menurunnya resiko bencana : 
Tujuan 25 Meningkatnya kualitas Ii Ingkung 
Tujuan 31 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan 
Tujuan 3.2 Meningkatnya derajot kesehatan masya 
Tujuan 3.3 Meningkatnya kesejahteraan sosial - 
Tujuan 3.4 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan 
Tujuan 4.1 Meningkotnya laju pertumbuhan ekonomi 
Tujuan 4.2 Meningkatnya pemerataan ekonomi 

£ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 
j Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)::” 

Sasaran 321 Meningkatnya keselamatan ibu ahok 
Sasaran 3.2.2 Meringkatnya kualitas kesehatan masyarakat 
Sasaran 32.2 Meningkatnya perilaku hidup sehat. 

Sasaran 3.2.4 Meningkatnya prestasi Olahraga di Kabupaten xz 
Sasaran 325 Meningkat ran serto Pemuda dalam 

Crita$ pembangunan: 
Program Peningkatan Keselamatan ibu Melahirkan dan Anak 

: Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita: 
- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit. Menular: . 
- Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 

“1 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan h Masyarakat 
: : Program Perbaikan Gizi Masyarakat 

Tujuan 3. 2 Meningkatriya derajat kesehatan masyarakat 
Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kudfitas kesehatan menyorot. 
IProgrom gkatan Keselamatan ibu Mei     

  
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahap i ini: ) 

(H FGD dilakukan untuk membahas jika terdapat 

perbedaan antara tujuan/sasaran/indikator menurut 

RPJMD dengan faktualnya. Jika terdapat perbedaan, 

maka peserta FGD 

tujuan/sasaran/ indikator yang 

untuk keperluan penilaian risiko, 

menyepakati | 

akan digunakan 

  

INSPEK KABAG 

HUKUM 

ASS SEKDA | WABUP | | 

  

                

 



(2) Perbedaan pada poin (1) tersebut dapat menjadi 

b a h a n m a s u k a n bagi perba ikan dokumen 

perencanaan (RPJMD) . 

b) ^enetapan Kon teks/Tu juan Strategis (Entitas) OPD 

kh t i s a r penetapan tu juan strategis (entitas) OPD d isa j ikan 

da lam Tabel ber ikut : 

Ikhtisar Penetapan Tujuan Strategis (Entitas) OPD 

: : . Memperoleh irrformcrsi tiijucyr/sosoron &trole<j*3 (Ertfitas) oroyarrg :. r unluV tiap-iiap iiruson dcin irKl'koTot kinerja 
: , Dakar lujuon/sosaron sualegJs (tnittas) OPO yang tericoit untuk ticp-liop 
,- \ unjsoadanind.lcatorkinefjanya ' , 

Tujuani • 

Keluaran' 

r h I rf]]-\rpr::;- "-̂ --z-̂ '-z' ̂ iiry:-i--Ari::AAAf^^^ - . • 
"-•-•=7- . -i-.7 SekdaBGlaitulfoordinator'"'"- • • < : = 7 ; : = 7a ; •-

rckjksana/rthuk Terkoit : - On't Pemilik R.s-ko TIngVol tselon 1 dan 2 (»tt'(X3Ja Of D/SaPD dan Katag/kp 
\ b̂ d OPO) 

• i ' = •• = -fasiiSator - •.^rrrrxv.^ 
wcktu I • 

Sumbor data utoma 

:-P3da£aa:ponvusunont?emtraOPO • " 
- Di reviu/d)rra;laVh;rkori setiap tahun podo taat fXin̂ -usunon PXA-0?ti , 

'enetapan tu juan/konteks strategis (entitas) OPD 
' I 

d i l a k u k a n oleh mas ing-masing OPD sesua i u r u s a n yang 

d iampunya . Sebagai contoh, D inas Kesehatan a k a n 

menetapkan tu juan/konteks strategis (entitas) OPD terka i t 

dengan U r u s a n Wajib Kesehatan (Koordinator). Sedangkan, 

D i n a s Pekerjaan U m u m dan Pe rumahan Rakya t a k a n 

menetapkan tu juan/konteks Strategis (Enti tas) OPD terka i t 

dengan U m s a n Wajib Pekerjaan U m u m (Koordinator). 

L a n g k a h penetapan konteks/ tu juan strategis (entitas) OPD 

j n t u k setiap u r u s a n ada lah sebagai b e r i k u t : 

1) Mendapatkan dan mempelajari Rens t ra OPD, ser ta da ta 

terkai t l a innya ; 

2) Ident i f ikasi tu juan , s a sa ran , d a n Indikator K iner ja 

U t a m a OPD terkait dengan u r u s a n waj ib/pi l ihan yang 

di identi f ikasi y ang mendukung pencapaian t u j u a n 

strategis yang te lah di tetapkan pada penetapan konteks 

strategis Pemda; | 

INSPEJ CTUR K A B A G 

H U K U M 

A S S S E K D A W A B U P 

A. A 

(2) Perbedaan pada poin (1) tersebut dapat menjadi 

bahan masukan bagi perbaikan dokumen 

perencanaan (RPJMD). 

b) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis (Entitas) OPD 

Ikhtisdr penetapan tujuan strategis (entitas) OPD disajikan 

dalam Tabel berikut : 

Ikhtisar Penetapan Tujuan Sirategis Entitas) OPD 

  

: 3 . 
“ber dara utama   

Penetapan tujuan/ konteks strategis (entitas) OPD 

lakukan oleh masing-masing OPD sesuai urusan yang 

diampunya. Sebagai contoh, Dinas Kesehatan akan 

menetapkan tujuan/konteks strategis (entitas) OPD terkait   dengan Urusan Wajib Kesehatan (Koordinator). Sedangkan, 

—
-
 

Dinas | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan 

fenetupkan tujuan /konteks Strategis (Entitas) OPD terkait 

dengan Urusan Wajib Pekerjaan Umum (Koordinator). | 

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis (entitas) OPD 

untukjsetiap urusan adalah sebagai berikut : : 

(1) Mendapatkan dan mempelajari Renstra OPD, serta sata 

terkait lainnya, 

(2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja 

Utama OPD terkait dengan urusan wajib /pilihan yang 

diidentifikasi yang mendukung pencapaian tujuan 

strhtesis yang telah ditetapkan pada penetapan konteks 

strategis Pemda, : 

  

  

            

INSPEKTUR ! KABAG ASS SEKDA WABUP 

, HUKUM 

t Yu ey   
  

   



3) Menetapkan sasa ran dan I K U Strategis (entitas) OPD 

yang a k a n d i l akukan peni la ian r is iko, S a s a r a n yang 

a k a n d i l a k u k a n peni la ian r is iko b i sa se lu ruh a t au 

sebagian s a s a r a n sesua i kebutuban ; 

4) Menuangkan h a s i l identi f ikasi pada Form dengan 

i lus t ras i , terkait dengan pe laksanaan U r u s a n Wajib 

Kesehatan m a k a penetapan Konteks/Tu juan Strategis 

(Ent i tas) OPD pada D inas Kesehatan ada lah sebagai 

b e r i k u t : 

INSPE KTUR KABAG 
HUKUM 

ASS SEKDA WABUP 

AT 

(3) Menetapkan sasaran dan IKU Strategis (entitas) OPD 

yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang 

akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau 

sebagian sasaran sesuai kebutuhan: : 

(4) Menuangkan hasil identifikasi pada Form dengan 

ilustrasi, terkait dengan pelaksanaan Urusan Wajib 

Kesehatan maka penetapan Konteks/ Tujuan Strategis 

(Erltitas) OPD pada Dinas Kesehatan adalah sebagai 

berikut : 0 

  

INSPEKTUR | KABAG ASS SEKDA | WABUP 

| HUKUM 
1 
  

              / 
V0    



Nama Pemerintah Daerah 
Tahun pjenilaian i 
Periodelyang dinilai 
Urusan Pemerintahan 
OPD yang dinilaii 
Peran OPD I 

: Pemerintah Kabupaten XYZ 
:2018 
: 2019-2023 
: Urusan Wajib Kesehatan 
: Dinas Kesehatan 
: OPD Koordinator 

Sumber Data 
f 

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ Tahun 2019-2023 
Tujuan Strategis 
Renstra I 

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

Sasaran! 
Strategis 
Renstra 

1. Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi 
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan 
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Rujukan. 

IKU Renstra 
OPD 

No ••^/'-7!;:=;:iKu:77:3---v)-'- Target 
2023 

:iv,.:' Angka Kematian Ibu Melahirkan per 
100.000 Keiahiran Hidup 

57 

2 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 
Keiahiran Hidup 

3,2 

3 Angka Kematian Balita (AKaBa) per 1000 
Keiahiran Hidup 

3,6 

:4 J : Cakupan Pertoiongan Persalinan oleh 
Tenaga Kesehatan yang memiliki 
Kompetensi Kebidanan 

100 

5 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Belum ada 
6 IKU Lansia Belum ada 
7 IKU Gizi Belum ada 
8 IKU Kesehatan Reproduksi Belum ada 

Informasi iiain 
Tujuan, | 
Sasaran. IKU 
yang akan 
dilakukani 
penilaian risiko 

Tujuan Strategis: 

: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

i Sasaran Strategis: 

i Meningkatnya Keselamatan ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi 

j IKU Strategis: 
i-Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Keiahiran Hidup 
I-Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Keiahiran Hidup Dst 

Kabupaten XYZ ... 
September 2018 

Kepala Dinas Kesehatan 

enetapan konteks/ tu juan strategis (entitas) OPD j u g a 

di lakulcan pada OPD terka i t ya i tu R S U D Kabupaten 

Gorontalo U ta ra , D P 3 A P 2 K B , d a n D i n a s Pekerjaan U m u m 
I I I 

dan Pe rumahan Rakya t (sesuai h a s i l penetapan konteks 

strategis Pemda) | 

INSPEKTUR KABAG ASS SEKDA WABUP 
HUKUM 

-V— t Z 

  

   
   

   

  

   

Tahun Penilaian '. h 

Periode'yang dinilai 
' Urusan Pemerintah 
“OPD yang dinilai! 5 
: Peran OPD. 1 Ce 

- 1 Pemerintah Kabupaten XYZ. . -. 
12018. - 
:2019-2023: .. 
: Urusan Waji Kesehat 
:. Dinas Kesehatan 
: OPD Koordinator . 

| | Renstra Dinas Kesehatan K Kabupaten Xvz Tahun 201 9-2023.. 

: Nama Pemerintah kel 

    

      
  

     

    
  

    

  

Tujuan Sraleo Meningkatkan derajat kesehatan. m syarakat 
Renstra i 3. : P     
  

. a. Meningkatnya Keselamatan ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi 5 
- F2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan. 2 

8 Meningkatn a Kualitas | Pelayanan. Dasar dan Rujukan. 2 

  

: Renstra: 5 

  

  

  

Target 
2. NG Kan : 2 2023 | 
sea Angka Kematian Ibu Melahirkan perl 57 “Il 

“100.000 Kelahiran Hidup." .. Ono ag 
“| Angka Kematian : Bayi a per 1900 

! Kelahiran Hidup AA : 
: kAngka Kematian Balita Tebang per 1006 

(kelahiran Hidup | 3 

“Cakupan . Pertolongan: Persalinan “Sleh Oa 

  

  

  

   

     

   

  

  

  

      
  

  

  

  

          
    

| Tenaga. Kesehata 1 memiliki 
. Kompetensi Kebidanan: - ag Ho 

"PS. Icakupan Pelayanan Kesehatan Tm Bayi “- IBelumada'i' 

A48 IKU Lansia Ban Belumada ||. 
. NIKU Gizi pa Belumada | 
Bh IKU Kesehatan Ti Reproduki D3 | Belumada'| 

  

  

    Informasillain”. (is. 
      

    
     

      

  
“Tujuan, “Tujuan Strategis 7 aa 
“ Sasaran, IKU. , | Meningkatkan derajat k kesehatan masyarakat. 
.yang akan 

sabu 

  

     
     

i Sasaran Strategis: ' SG “dilakukan ag 
ilaian risi | Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi. 

     

' IKU Strategis: aan 
Pen 

- |I-Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup 
ap - Angka I Kematian n Bayi (AKB) peri 1000 Kelahiran Hidup 

    

    

  

  

  

   

  

Kabupaten Tz santa 
» .. September 2018: 

.« Kepala Dinas Kesehatan 
   
     

  

        
  

    
Penetapan konteks/tujuan strategis (entitas) OPD juga 

dilakukan pada OPD terkait yaitu RSUD Kabupaten 

Gorontulo Utara, DP3AP2KB, dan Dinas Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat (sesuai hasil penetapan konteks 

strategis Pemda) 

  

INSPEKTUR | KABAG ASS SEKDA 1 WABUP 

(eh                 

   



c) Penetapan Kon teks/Tu juan Operasional OPD 

I k h t i s a r penetapan konteks/ tu juan operasional OPD 

disa j ikan da lam Tabel 3.7. 

Tabel 3.7 
Ikhtisar Penetapan Konteks/Tujuan Operasional OPD 

Tujuan 

Keluaran 

Memperoleh Informasi program, kegiatan utama, tujuan kegiatan, dan 
Indikator keluaran untuk tiap-tiap urusan wajib/pilihan yong dikelola oleh 
setiap OPD. 

• - Daftar tujuan kegiatan utama OPD untuk tiap-tiap urusan don indikator 
keluoronnya 

Pelaksana/PihakTerkait;t ; -KepalaOPD 
•I i, - Itnir PomillP 0\-I 

Waktu i 
Sumber data utoma 
Sumber Data lain 

Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3,4 
- Fasilitator 

; Pada saat penyusunan RKA-OPD . 
Renja 
DPA OPD, RKPD 

^enetapan t u j u a n / konteks operasional OPD da lam rangka 

mendukung tu juan strategis OPD. 

L a n g k a h penetapan konteks/ tu juan operasional OPD 

u n t u k setiap u r u s a n ada lah sebagai b e r i k u t : 

(1) Mendapatkan d a n mempelajari Ren ja dan R K A OPD, 

ser :a da ta terkai t l a innya ; I 

(2) Identi f ikasi kegiatan u t a m a dan indikator ke lua ran 

terkai t dengan t u j u a n strategis OPD yang sudah dip i l ih 

sebe lumnya; 
i \ 

(3) Menetapkan kegiatan u t a m a dan indikator k e lua ran 

yang a k a n d i l a k u k a n peni la ian r is iko . Kegiatan u t a m a 

yang a k a n d i l a k u k a n peni la ian r is iko pada d a s a m y a 

d i l a k u k a n u n t u k s e l u m b kegiatan u tama . Namun 

demik ian, OPD b i sa memil ih sebagian 

program/kegiatan/sasaran sesua i dengan v is i dan m i s i 

kepa la daerah a t a u pert imbangan profesional l a innya ; 

! ' 

(4) Menuangkan h a s i l identi f ikasi . j 
Sebagai i lus t ras i , terkai t dengan pe laksanaan U m s a n 

I f 
Wajib Kesehatan m a k a penetapan konteks/tu juan 

IN .SPEKTUR 

L 
K A B A G 

H U K U M 

A S S S E K D A W A B U P 

== A 

  

c) iPenetapan Konteks/Tujuan Operasional OPD 

   
| 
Ikhtisar penetapan konteks/tujuan operasional OPD 

disajikan dalam Tabel 3.7. 

  

Tabel 37 
Ikhtisar Penetapan Konteks/Tujuan Operasional OPD 

Memperoleh informasi program, kegiatan tar ma, tujuan keglatan, dan 
Indikator keluaran u jiofpili loh 
setiap. Or. 

  
DPA OPD, RKPD 

    

Penetapan tujuan/ konteks operasional OPD dalam rangka 

mendukung tujuan strategis OPD. 

L
E
 

n
a
a
s
 
p
a
d
 
m
m
m
 

1) 

2) 

(#) 

  

Langkah penetapan konteks/tujuan operasional OPD 

untuk setiap urusan adalah sebagai berikut : 

Mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA OPD, 

serta data terkait lainnya, | 

Idehtifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran 

terkait dengan tujuan strategis OPD yang sudah dipilih 

sebelumnya: | 

Menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran 

yang akan dilakukan penilaian risiko. Kegiatan utama 

yang akan dilakukan penilaian risiko pada dasarnya 

dilakukan untuk seluruh kegiatan utama. Namun 

demikian, OPD bisa — memilih — sebagian 
program/kegiatan/sasaran sesuai dengan visi dan misi 

kepala daerah atau pertimbangan profesional lainnya, 

Menuangkan hasil identifikasi. | 

Sebagai ilustrasi, terkait dengan pelaksanaan Urusan 

Wajib Kesehatan maka penetapan konteks/ tujuan 
! 

| 
  

  

  

A- KABAG ASS SEKDA WABUP 

            
1, y , 

 



o p e r a s i o n a l O P D p a d a D i n a s K e s e h a t a n a d a l a h s e b a g a i 

b e r i k u t : 

Tabel 3.8. Contoh Format Penetapan 

Konteks/Tujuan Operasional OPD 
Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten XYZ 
Tahun Penilaian :2018 
Periode yang dinilai : 2019 
Urusan Pemerintahan ; Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan• 
OPD yanq dinilai : Dinas Kesehatan 
Sumber Data Renja Dinas Kesehatan Kabupaten XYZTahun 2019 
Tujuan 1 
Strategis Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
Program dan 
Kegiatan 
utama terkait 
dengan: 
tujuan >j 
renstra i 

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 
2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 
3. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 
4. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 
5. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 

Koluara 
/Hasil 
Kegiala 

n •;':,?: 

' . ': : 

1. Jaminan Persalinan (DAK NGN FISIK) 7.455 ibu hamil 
2. Pertemuan ANC Terpadu 30 orang peserta 
3. Sosialisasi pendnmpingan Ibu hamil risiko 50 orang peserta ' 

tinggi dolam penggunaan Buku KIA dan 
Pasca salin dengan pelayanan darah pada 
sektor ckstcrnal 

4. ; Pelatihan Managemen Terpadu Pelayanan 20 orang peserta 
Kesehatan Poduli Romaja ) 

5. Pelatihan penjaringan untuk sekoiah 20 orang peserta : 
lanjutan 1 K1 

Informasi lain 
Kegiatan, 
dan indikator 
keluaran 
yang akan 
dilakukan 
penilaian 
risiko ii 

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 

1 
i 7 i s g J; 1; 

i ' • '-i ' 1 
: ' i C : - 7 : 

• Kabupaten XYZ. ....... 
September 2018 

Kepala Dinas Kesehatan 

' e n e t a p a n k o n t e k s / t u j u a n o p e r a s i o n a l O P D j u g a d i l a k u k a n 

) a d a O P D t e r k a i t y a i t u R S U D K a b u p a t e n G o r o n t a l o U t a r a , 

= ) P 3 A P 2 K B , d a n D i n a s P e k e r j a a n U m u m d a n P e r u m a h a n 

^ a k y a J ( s e s u a i h a s i l p e n e t a p a n k o n t e k s s t r a t e g i s P e m d a ) . i 

2 ) M e n y i a p k a n p e n i l a i a n r i s i k o . 

INSPEK ruR K A B A G 

H U K U M 

A S S S E K D A W A B U P 

- t - t Z 

operasional OPD pada Dinas Kesehatan adalah sebagai | 

— berikut: 

Tabel 3.8. Contoh Format Penetapan 

Konteks/ Tujuan Operasional OPD   
  

     
   
   

      
          

  

     

  

     

  

kasar yang dinilai 

Sumber Data 
  

  

  

:Tujuani 
“Strategis . 

:Program dan E 
. Kegiatan . 

-utama terkait ' 

  

    
Program Perbaikan Gizi' Masyarakat: : 

».: Program Peningkatan Pelayanan K Kesel atan 

  

Jaminan Persalinan DAK 
Ba: ANC NK pa 

“#Kesehatan Peduli Rei 
'Pelatihan penjaringan          

  

    
    

    
     

“Informasi lain 

Kegiatan, 
-dan indikator. 

  

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Ana 

  

    

  

Kabupaten xyz 
. “ September.2018 ... 

Kepala Dinas Kes hatat 
          

  

    
Penetapan konteks/ tujuan operasional OPDj juga dilakukan 0 

pada OPD terkait yaitu RSUD Kabupaten Gorontalo Utara, ) 

Dp3APOKB, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 

kakyat (sesuai hasil penetapan konteks strategis Pemda). 

2) Menyiapkan penilaian risiko. 

  

IP INSPEKJIUR | KABAG ASS SEKDA WABUP 

HUKUM 
L £ £ 

(LI H1 
1 DD 

    
                  

   



Sebe lum proses peni la ian r is iko d imula i , beberapa h a l per lu 

d ipers iapkan terlebih d a h u l u . I kh t i sa r pers iapan peni la ian 

r is iko d isa j ikan pada Tabe l 3.9. 

Tabel 3.9 • 
Ikhtisar Persiapan Penilaian Risiko Urusan Wajib/Pilihan 

Tujuan 

Keluaran i 

Pelaksana/Pihak Terkait 

I Waktu 

Sumber data utama \ 
•I 

- Menetapkan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan risiko : 
; -Menetapkan skala risiko yang dapat diterima 

- Skoio dampak dan kemungkinan 
- Skala risiko yang dapat diterima 

; - Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah, Eselon 2,3 dan 4 
- Fasilitator 
- Penyusunan RPJMD 

• - Direviu/dimutakhlrkan setiap tahun pada scat penyusunan KUA/PPAS 
. - Pedoman Penilaian Risiko 
\ - CSA/FGD 

a) Menetapkan kr i t e r ia dan s k a l a dampak ser ta kemungk inan 

r is iko . 
I 

Peneta Dan s k a l a dampak d a n kemungk inan agar mengacu 

kepada Pedoman Peni la ian R is iko yang ada pada 

pemer intah daerah yang d in i la i . Apabi la be lum ditetapkan 
^ a l a m Pedoman Peni la ian R is iko Pemer intah Daerah , 
I I 
penetapan kr i te r ia dan s k a l a dampak ser ta kemung ldnan 

j iapat di tetapkan me la lu i F G D . I 

b) Menetapkan t ingkat r i s iko yang dapat diterima. 

T ingkat r i s iko dapat d i t en tukan mela lu i perhitungan s k a l a 

n i l a i r is iko d a n ma t r i k s ana l i s i s r is iko sebagaiman te lah 

d isa j ikan pada bab I I pedoman in i . 

c) Menuangkan kesepakatan yang d ihas i lkan da lam s u a t u 

dokumen. I 

S e m u a kesepakatan yang diperoleh agar d i tuangkan ke 

da lam dokumen. Has i l kesepakatan a k a n di jadikan a c u a n 

da lam tahap-tahap ber ikutnya . 

d) Menyiapkan bahan-bahan 

U n t u k mendukung pe laksanaan peni la ian r is iko, per lu 

d ipers iapkan bahan-bahan m i sa lnya bagan a l u r proses 
i 

ceija, pera turan perundang-undangan, s t r u k t u r 
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Sebelum proses penilaian risiko dimulai, beberapa hal perlu 

dipdrsiapkan terlebih dahulu. Ikhtisar persiapan penilaian 

risiko disajikan pada Tabel 3.9. ) 

Tabel 3.9 
Ikhtisar Persiapan Penilaian Risiko Urusan Wajib/Pilihan : 

     
Yusunon R Rem” 

- “ oireviu/dimutawtirkan. setiap tahun padas saat t penyusunan Kual PPAS 

      

   
     

- . Pedoman Penilaian Risikc 
- CSA/FED :   a) Menetapkan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan   risiko. : 

benetaban skala dampak dan kemungkinan agar mengacu 

kepada Pedoman Penilaian Risiko yang ada pada 

! emerintah daerah yang dinilai. Apabila belum ditetapkan 

talam Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah Daerah, 

penetapan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan 

hapat « ditetapkan melalui FGD. : 

b) Menetdpkan tingkat risiko yang dapat diterima. : 

Vingkat risiko dapat ditentukan melalui perhitungan skala 

nilai risiko dan matriks analisis risiko sebagaiman telah 

disajikan pada bab II pedoman ini. ) 

c) Menuahgkan kesepakatan yang dihasilkan dalam suatu 

dokumen. : 

Semua kesepakatan yang diperoleh agar dituangkan ke 

dalam idokumen. Hasil kesepakatan akan dijadikan acuan 

dalam tahap-tahap berikutnya. | 

d) Menyiapkan bahan-bahan | | ) 

Untukj mendukung pelaksanaan penilaian risiko, perlu 

dipersiapkan bahan-bahan misalnya bagan alur proses 

kerja, | peraturan — perundang-undangan, — struktur 
| 
| 
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organisasi , h a s i l peni la ian a tas l ingkungan pengendalian, 

b rmul i r ke r tas ker ja peni la ian r is iko , dan sebagainya. 

Identif ikasi R is iko 
I • 

D a l a m tahapan in i , berbagai r is iko yang mengancam 

pencapaian! t u j u a n di identi f ikasi s esua i dengan tahapan 

prosesnya. R is iko yang di identi f ikasi merupakan ke jad ian yang 

mengancam pencapaian tu juan . R is iko dapat di identi f ikasi 

me la lu i per is t iwa yang s u d a h p e m a h terjadi a t au perist iwa y a n g 

d iperk i rakan a k a n terjadi. Pada tahap identi f ikasi r is iko, se la in 
pemya taan 

kode 

r is iko , j u g a d i sampa ikan atr ibut r is iko an ta ra l a in 

r i s iko , pemil ik r is iko , penyebab r is iko, sumber r is iko , si fat 

penyebab r is iko a p a k a h dapat d ikenda l ikan [controllable) a t a u 

tidak dapat d ikenda l ikan [uncontrollable) oleh pemil ik r is iko , 

dampak r is iko , ser ta pener ima dampak r is iko . 

Contoh kode r is iko yang d i gunakan da lam pedoman i n i 

menggambarkan t ingkat r is iko , t a h u n pe laksanaan peni la ian 

r is iko , j en i s u r u s a n , ent i tas/OPD yang meni la i , dan nomor u m t 

r is iko d i ent i tas/OPD. Contoh Kode R is iko ada lah sebagai 

ber ikut : 

Penje lasan: 

R S p 2 1 0 0 0 5 0 1 

R S O 

2 1 

GO 

0 5 

0 1 

Kode J e n i s R is iko u n t u k R is iko Strategis OPD 

T a h u n pe laksanaan pen i l a i anr i s iko ada lah 2 0 2 1 

Kode u r u s a n waj ib/pi l ihan (untuk r is iko strategis OPD 

dan operasional OPD) a t a u tu juan strategis (un tuk 

r is iko strategis pemda). 

Kode pemda yang meni la i (un tuk r is iko strategis 

pemda) a t a u kode OPD yang meni la i (un tuk r i s iko 

strategis OPD dan operasional OPD) 

Nomor u r u t r is iko 

Ident i f ikasi r is iko u r u s a n d i l a k u k a n sebagai ber ikut : 
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prganijasi hasil penilaian atas lingkungan pengendalian, 
— formulir kertas kerja penilaian risiko, dan sebagainya. 

b. benhoma Risiko 

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam 

pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan 

prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang 

mengancanj pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi ) . 

melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang 0 

diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain 

pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain 

kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat 

penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau | 

tidak dapa dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, 

dampak risiko, serta penerima dampak risiko. 

Contoh kode risiko yang digunakan dalam pedoman ini - ) 

menggambarkan tingkat risiko, tahun pelaksanaan penilaian 

risikd, jenis urusan, entitas/OPD yang menilai, dan nomor urut 

risiko di entitas/OPD. Contoh Kode Risiko adalah sebagai 

berikut: | i 

Penj diasan: 

  

Rso |.|ja1 IT. Too 7. os 1. To1 
                      

RSO/- Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis OPD 

21 1- Tahun pelaksanaan penilaian risiko adalah 2021 
  

00 i- Kode urusan wajib / pilihan (untuk risiko strategis OPD ) 

dan operasional OPD) atau tujuan strategis (untuk . 

risiko strategis pemda). | 

05 '- Kore pemda: yang menilai (untuk risiko strategis 

pemda) atau kode OPD yang menilai (untuk risiko 

strategis OPD dan operasional OPD) 

Oi 2 Nomor urut risiko 

Identifikasi risiko urusan dilakukan sebagai berikut: 
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1) Mengenali proses dan tahapan penyelenggaraan 

pemer intahan / program/kegiatan/urusan; 

2) Identi f ikasi ke jadian r i s iko se la in mendasarkan pada 

pe rmasa lahan yang p e m a h terjadi da lam setiap tahapan, 

j u g a mendasa rkan kepada ke jad ian yang mungk in terjadi 

dan mengbambat pencapaian tu juan . I 
T e k n i k Identi f ikasi r i s iko u m s a n waj ib/pi l ihan yang 

d i gunakan da lam pedoman i n i menggunakan C S A / F G D . 

Oleh k a r e n a i t u , pemi l ihan peserta C S A / F C D j u g a agar 

mempert imbangkan k e d u a h a l tersebut di a tas . Peserta 

C S A / F C D u n t u k peni la ian r is iko t ingkat strategis pemer intah 

daerah ada lah Kepa la Dae rah dan Kepa la OPD, peserta 

CSA/ F C D l i n t u k peni la ian r is iko strategis (entitas) OPD ada lah 

Kepa la OPD dan Kabag/Kabid OPD, dan peserta C S A / F G D 

t ingkat operasional OPD ada lah Kepa la OPD Kabag/Kabid OPD 

serta Kasubbag/Kas i . Se la in i t u , da lam C S A / F C D seba iknya 

mel ibatkan fasil itator dan pegawai yang bertugas u n t u k 

mencatat proses pe laksanaan C S A / F C D . 

Sebagai contoh, pe laksanaan C S A identi f ikasi r i s iko pada 

Kabupaten Gorontalo U t a r a d i l akukan sebagai ber ikut: 

1) Masing-masing peserta menyampa ikan r is iko-r is iko y a n g 

dapat mengbambat pencapaian tu juan/sasa ran terpil ih; 

2) R is iko-r is iko yang d i sampa ikan peserta diket ik d a n 

d i tampi lkan pada layar L C D ; 

3) S e l u r u h risiko dival idasi dan dievaluasi be rsama-sama 

peserta; 

4) Menetapkan dan menyepakat i risiko sesua i has i l d i skus i ; 
I 1 I 

5) Mend i skus ikan dengan peserta atr ibut-atr ibut risiko 

(pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, siifat 

penyebab r is iko a p a k a h dapat d ikendal ikan {controllable} 

a i a u tic a k dapat d ikenda l ikan {uncontrollable) oleh pemil ik 

risiko, dampak risiko, ser ta pener ima dampak risiko). 
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1) Mengenali proses dan tahapan penyelenggaraan 

pemerintahan / program/kegiatan/urusan: | 

2) Identifikasi kejadian risiko selain mendasarkan pada 

permasalahan yang pernah terjadi dalam setiap tahapan, 

juga mdndasarkan kepada kejadian yang mungkin terjadi 
| 

dan menghambat pencapaian tujuan. | | 

Teknik | Identifikasi risiko urusan wajib/pilihan yang 

digunakan dalam pedoman ini menggunakan CSA/FGD. : 

Oleh karena itu, pemilihan peserta CSA/FGD juga agar 

mempertimbangkan kedua hal tersebut di atas. Peserta 

CSA/FGD untuk penilaian risiko tingkat strategis pemerintah 

daerah adalah Kepala Daerah dan Kepala OPD, peserta 

CSA (FGD untuk penilaian risiko strategis (entitas) OPD adalah 

Kepala OPD dan Kabag/ Kabid OPD, dan peserta CSA/ FGD 

tingkat operasional OPD adalah Kepala OPD Kabag/Kabid OPD 

serta Kasubbag/ Kasi. Selain itu, dalam CSA/FGD sebaiknya 

melibatkan| fasilitator dan pegawai yang bertugas untuk 

mencatat proses pelaksanaan CSA/FGD. | 

Sebagai contoh, pelaksanaan CSA identifikasi risiko pada 

Kabupaten Gorontalo Utara dilakukan sebagai berikut: : 

1) Masing-masing peserta menyampaikan risiko-risiko yang 

dapat menghambat pencapaian tujuan/sasaran terpilih, | 

2) Risiko-risiko yang disampaikan peserta diketik dan 

d tampilkan pada layar LCD, | | | 

3) Seluruh risiko divalidasi dan dievaluasi bersama-sama 
  

peserta: | : | 

4) Menetalikan dan menyepakati risiko sesuai hasil diskusi, e 

5) Mendiskusikan dengan peserta atribut-atribut risiko 

(pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat 

penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) 

atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik 

Hsiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko). : 

  

/ 
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Has i l ident i f ikasi risiko pada U r u s a n Wajib Kesebatan pada 

Kabupaten Gorontalo U t a r a dengan langkab tersebut ada lab 

sebagai ber ikut : 
1 ! 

1) R is iko Strategis Pemerintab Daerab 

Identi f ikasi risiko strategis pemerintab daerab d i l a k u k a n 

u n t u k mengidenti f lkasi k emungk inan kejadian yang dapat 

mengancam pencapaian t u j u a n strategis pemerintab daerah. 

D a l a m Tabel 3.4 d icontohkan bahwa Pemer intah Kabupaten 

Gorontalo U t a r a te lah menetapkan konteks/ tu juan strategis 

yang a k a n d i l a k u k a n peni la ian risiko. 

T u j u a n / s a s a r a n strategis pemer intah daerah yang a k a n 
i i 

d i l a k u k a n pengelolaan risiko: "Meningkatnya derajat 

kesehatan m a s y a r a k a f . S e l a n j u t n y a berdasarkan C S A / F G D 

te lah teridenti f ikasi R is iko Strategis Pemerintah Daerah : 

a Penerapan Per i laku Hidup Be r s i b Sehat (PHBS) rendah; 

b Pe layanan kesehatan be lum memenuhi S P M B idang 

Kesehatan . 

Ha l -ha l yang per lu d iperbat ikan da lam penyusunan risiko 

strategis pemer intah daerah: I 

Ris iko strategis pemer intah daerah dapat merupakan 

risiko yang d isebabkan ke lemahan pengendalian yang 

menjadi tanggung j a w a b kepa la daerah/t ingkat pemda 

(misal : peraturan/monitor ing dan Iain-lain) 

Pengendal ian yang n a n t i n y a d i rancang merupakan 

tanggung j awab kepa la daerah, a t au h a n y a b i s a 

d i l a k u k a n oleh kepa la daerah. 

R is iko strategis pemer intah daerah dapat berupa potensi 

kondis i yang memer lukan pengendalian d i t ingkat 

pemer intah daerah u n t u k memast ikan/membantu 

pencapaian tu juan strategis OPD terkait , m i sa l da lam 

bentuk p e r a t u r a n / k e p u t u s a n / S E kepa la daerah a t a u 

pemantauan oleh kepa la daerah 

R is iko strategis pemer intah daerah dapat berupa faktor-

faktor d i l ua r pencapaian tu juan strategis OPD yang 

dapat mengganggu pencapaian tu juan strategis pemdai KABAG 
HUKt 

ASS SEKDA WABUP 

Hasil identifikasi risiko pada Urusan Wajib Kesehatan pada 

Kabupaten (Gorontalo Utara dengan langkah tersebut adalah 

sebadai berikut: ) 

1) Risiko Strategis Pemerintah Daerah | 

Identifikasi risiko strategis pemerintah daerah dilakukan 

untuk rlengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat 

mengancam pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah. 

Dalam Tabel 3.4 dicontohkan bahwa Pemerintah Kabupaten 

Gorontalo Utara telah menetapkan konteks/tujuan strategis 

yang akan dilakukan penilaian risiko. 

Tujuan /sasaran strategis pemerintah daerah yang akan 

dilakukan pengelolaan risiko: “Meningkatnya derajat 

kesehatan masyarakat”.Selanjutnya berdasarkan CSA/ FGD 

telah teridentifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah: : 

) Pendrapan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) rendah: 

bj Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang 

Kesehatan. | 

Hal-hal bang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko 

sttategis pemerintah daerah: 0 

a Risilto strategis pemerintah daerah dapat merupakan 

risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang 

mentadi tanggung jawab kepala daerah/tingkat pemda 

(misal: peraturan/monitoring dan lain-lain) i 

b) Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan 

tanggung jawab kepala daerah, atau hanya bisa 

dilakukan oleh kepala daerah. 6 

c) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa potensi 

kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat 

pemerintah daerah untuk memastikan /membantu 

pencapaian tujuan strategis OPD terkait, misal dalam 

bentuk peraturan/keputusan/SE kepala daerah atau 

pemantauan oleh kepala daerah 

d) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa faktor- 

faktor di luar pencapaian tujuan strategis OPD yang 

dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis pemda. 
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e) 

f) 

g) 

Per lu me l ibatkan OPD yang terkait dengan tu juan 

strategis yang dipi l ib u n t u k menjaring permasa lahan 

pencapan tu juan strategis/operasional OPD yang 

memer lukan penanganan/ t indakan oleh kepa la daerah. 

R is iko strategis pemer intah daerah dapat berupa r is iko 

yang menuru t kepa la daerah merupakan r is iko yang 
1 

penting, sebingga d iper lukan langkah pengendalian oleh 

kepa la daerah. 

I 
Ris iko strategis pemda disetujui/dival idasi kepa la 

daerah. 

2) R siko Strategis (Ent i tas) OPD 

Ident i f ikasi r i s iko strategis (entitas) OPD d i l akukan u n t u k 

mengidenti f lkasi ke jad ian yang dapat mengancam 

pencapaian t u j u a n strategis (entitas) OPD yang terkai t 

dengan tu juan strategis pemda yang dipi l ih pada tahap 

penetapan konteks strategis pemer intah daerah. 

U r u s a n Wajib Kesehatan yang a k a n d i l a k u k a n peni la ian 

r is iko . T u j u a n / s a s a r a n strategis D i n a s Kesehatan yang a k a n 
i j ' 

d i l a k u k a n pengelolaan r is iko terkai t U r u s a n Wajib 

Kesehatan: T u j u a n strategis "Meningkatkan derajat j I { 
kesehatan masyaraka t " dan S a s a r a n strategis 

"Meningkatnya Kese lamatan Ibu , B a y i , Anak dan Reproduks i 

Se lan ju n y a berdasarkan CSA , te lah teridentif ikasi R i s iko 

Strategis (Ent i tas ) D i n a s Kesehatan: 

Penggunaan l ayanan kesehatan rendah (persal inan t idak 

d i l a k u k a n pada faskes, kun jungan ibu ham i l t idak 

teratur) 

b Kua l i t a s pe layanan APN t idak sesua i SPM Kesehatan 

c S a r a n a pendukung ANC k u r a n g memadai ; 

Mutas i tenaga kesehatan ter lat ih. 

Ha l -ha l yang per lu d iperbat ikan da lam penyusunan r is iko 

strategis OPD: 
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“el Perlu melibatkan OPD yang terkait dengan tujuan 

strategis. yang. dipilih untuk menjaring permasalahan 

pencapan tujuan strategis/operasional - OPD yang 

memerlukan penanganan/ tindakan oleh kepala daerah. 

“Hj Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa risiko 

yang menurut kepala daerah merupakan risiko yang 

penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh 

kepala daerah. | 

9 Risiko strategis pemda disetujui / divalidasi kepala 

daerah.   Risiko Strategis (Entitas) OPD NN 

“Identifikasi risiko strategis (entitas) OPD dilakukan untuk 

mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam 

pencapaian tujuan strategis (entitas) OPD yang terkait | 

. dengan tujuan strategis pemda yang dipilih pada tahap ag 

| penetapan konteks strategis pemerintah daerah. i 

Urusan| Wajib Kesehatan yang akan dilakukan penilaian 

risiko. Tujuan/sasaran strategis Dinas Kesehatan yang akan 

dilakukan pengelolaan risiko terkait Urusan Wajib 

Kesehatan: Tujuan strategis “Meningkatkan derajat 
! 

kesehatan ' masyarakat” dan Sasaran strategis 

. “Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi 

' strategis OPD: 

“1 | | |   
Selanjutnya berdasarkan CSA, telah teridentifikasi Risiko i 

Strategis (Entitas) Dinas Kesehatan: 

a Penggunaan layanan kesehatan rendah (persalinan tidak 

dilakukan pada faskes, kunjungan ibu hamil tidak 

teratur) : : | 

' Pj Kualitas pelayanan APN tidak sesuai SPM Kesehatan | 

c| Sarana pendukung ANC kurang memadai, | 

dj) Mutasi tenaga kesehatan terlatih. 

Hal-hal! yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko : 
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a) 

b) 

c) 

e) 

R is iko strategis O P D dapat berupa r is iko yang 

d isebabkan ke lemaban pengendalian yang menjadi 

tanggung j awab kepa la O P D (kebi jakan kepala O P D / S O P 
O P d [ monitoring kepa la O P D d an sebagainya) I -

Pengendal ian yang nan t i nya d irancang merupakan 

tanggung j awab yang d i l a k u k a n oleb kepa la OPD. 
I ! 

R is iko strategis OPD dapat berupa potensi kond is i y ang 

memer lukan pengendalian d i t ingkat OPD (Kebi jakan 

kepa la OPD/SOP OPD, monitoring kepa la OPD dll) 

u n t u k memast ikan/membantu pencapaian t u j u a n 

strategis OPD terkait . 

R is iko strategis pemerintab daerab dapat berupa faktor-

faktor di l u a r pencapaian tu juan operasional OPD yang 

dapat mengganggu pencapa ian tu juan strategis OPD. 

Per lu mel ibatkan Kabid/pegawai yang terkait dengan 

tu juan strategis OPD yang dipibb u n t u k menjar ing 

pe rmasa lahan pencapan tu juan strategis/operasional 

OPD yang memer lukan penanganan/t indakan oleh 

kepa la OPD. I 

R is iko strategis OPD dapat berupa r is iko yang menuru t 

kepa la OPD merupakan r i s iko yang penting, sebingga 

d iper lukan langkah pengendalian oleh kepala OPD. 

R is iko strategis pemer intah daerah disetujui/dival idasi 

3) R is iko Operasional 

Identi f ikasi r is iko operasional d i l a k u k a n u n t u k 

mengidenti f lkasi k emungk inan kejadian yang dapat 

mengancam pencapaian t u j u a n kegiatan OPD. | 

D a l a m Tabel 3.8 d icontohkan bahwa D inas Kesehatan 

Kabupa : en Gorontalo U ta ra te lah menetapkan 

konteks/ tu juan operasional OPD U r u s a n Wajib Pe layanan 

D a s a r B idang Kesehatan yang a k a n d i l akukan peni la ian 

r is iko . 
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Risiko strategis OPD dapat berupa risiko yang 

disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi 

tangbung jawab kepala OPD (kebijakan kepala OPD/ SOP 

opD monitoring kepala OPD dan sebagainya) - 

Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan 

tangkung jawab yang dilakukan oleh kepala OPD. 

b) Risito strategis OPD dapat berupa potensi kondisi yang 

memerlukan pengendalian di tingkat OPD (Kebijakan 

kepala OPD/SOP OPD, monitoring kepala OPD dll) 
untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan 

strategis OPD terkait. : 

Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa faktor- 

faktor di luar pencapaian tujuan operasional OPD yang 

dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis OPD. 

d) Perlu melibatkan Kabid/pegawai yang terkait dengan 

tujuan strategis OPD yang dipilih untuk menjaring 

permasalahan pencapan tujuan strategis/ operasional 

OPD, yang memerlukan penanganan/tindakan oleh 

kepala OPD, | i : 

Risiko strategis OPD dapat berupa risiko yang menurut 

kepala OPD merupakan risiko yang penting, sehingga 

diperlukan langkah pengendalian oleh kepala OPD. : 

Risiko strategis pemerintah daerah disetujui/divalidasi 

Isiko Operasional | 

entifikasi risiko operasional dilakukan — untuk   
ntengidintifikasi kemungkinan kejadian yang dapet 

. Mengancam pencapaian tujuan kegiatan OPD. 

alam iTabel 3.8 dicontohkan bahwa Dinas Kesehatan 

Kabupaten Gorontalo Utara telah menetapkan 

konteks/ tujuan operasional OPD Urusan Wajib Pelayanan 

“D 

risiko. 

asar Bidang Kesehatan yang akan dilakukan penilaian 
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Kegiatan D inas Kesehatan yang a k a n d i l akukan peni la ian 

risiko terkai t U r u s a n Wajib Pe layanan Dasa r B idang 

Kesehatan: " J a m i n a n Persa l inan {DAK non fisLk)". T u j u a n 

Kegiatan tersebut ada lah : 

1 I 
"Peningkatan Kese lamatan I b u Me lah i rkan dan Anak" . 

Se lan ju tnya berdasarkan CSA , te lah teridentif ikasi R i s iko 

Operasional D i n a s Kesehatan : 

1. Pertanggungjawaban t idak tepat w a k t u ; 

2. Pengadministras ian t idak tepat w a k t u ; 

3. Laporan Rea l i sas i Keuangan T r iwu lan : Kesu l i t an 

mengumpulkan admin is t ras i syara t pencairan, y a i tu 

ke lengkapan k l a im , be rupa dokumentas i | 

4. Kegagalan mengidenti f lkasi permasa lahan 

c . Anal is is R i s iko 

I I 
1) Me lakukan ana l i s i s dampak dan kemungk inan risiko 

Sete lah R is iko u r u s a n waj ib/pi l ihan teridentif ikasi d a n 

disepakat i , l angkah ber ikutnya ada lah m e l a k u k a n ana l i s i s 

risiko u r u s a n waj ib/pi l ihan. 

Sebagai contoh, ana l i s i s risiko a tas U r u s a n Wajib pe layanan 

D a s a r bidang Kesehatan pada Kabupaten Gorontalo U t a r a 

d i l a k u k a n mela lu i metode CSA . Be rdasa rkan risiko yang te lah di identi f ikasi, mas ingmas ing peserta d iminta 

member ikan skor terhadap dampak dan kemungk inan 

dengan s k a l a yang disepakat i dengan c a r a s esua i 

m e n u l i s k a n d i selembar ker tas . Se lan jutnya lu l a i dampak 

dan kemungk inan dar i s e lu ruh peserta d i jumlahkan dan 

dibagi dengan total peserta u n t u k mendapatkan ra ta - ra ta I I 
skor dampak dan kemungk inan risiko. 

B e r d a s a r k a n C S A a tas s k a l a dampak dan kemungk inan 

tersebut diperoleh h a s i l sebagaimana d isa j ikan da lam Tabe l 

3.10. 

INSPEK ' 

-i 
•UR K A B A G 

H U K U M 

A S S S E K D A W A B U P 

k 

Kegiatan Dinas Kesehatan yang akan dilakukan penilaian 

risiko terkait Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang 

Kesehatan: “Jaminan Persalinan (DAK non fisik)”. Tujuan 

Kdeiatar! tersebut adalah : | 

“Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak”. 

Selanjutnya berdasarkan CSA, telah teridentifikasi Risiko 

Oberasidnat Dinas Kesehatan: 1 

14 Pertanggungjawaban tidak tepat waktu: 

2! Pengadministrasian tidak tepat waktu, 

3. 'Lapdran Realisasi Keuangan Triwulan: Kesulitan 

mengumpulkan administrasi syarat pencairan, yaitu i 

kelengkapan klaim, berupa dokumentasi | 

4| Kegagalan mengidentifikasi permasalahan   
c. Analisis Risiko 

1) Melakutan analisis dampak dan kemungkinan risiko po 

Setelah ! Risiko urusan wajib/ pilihan teridentifikasi dan ) — 

disepakhti, langkah berikutnya adalah melakukan analisis 

risiko urusan wajib / pilihan. 0 | 

Sebagai contoh, analisis risiko atas Urusan Wajib pelayanan 

Dasar bidang Kesehatan pada Kabupaten Gorontalo Utara : 

dilakukan melalui metode CSA. Berdasarkan risiko yang 

telah diidentifikasi, masingmasing peserta diminta 

memberikan skor terhadap dampak dan kemungkinan   sesuai dengan skala yang disepakati dengan cara 

menuliskan di selembar kertas. Selanjutnya nilai dampak 

dan kemungkinan dari seluruh peserta dijumlahkan dan 

dibagi dengan total peserta untuk mendapatkan rata-rata 

skor dampak dan kemungkinan risiko. | e 

Berdasdrkan: CSA atas skala dampak dan kemungkinan ' 

tersebu diperoleh hasil sebagaimana disajikan dalam Tabel 

3110. | ' 
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Contoh 

Tabel 3.10 

Formul i r Hasi l Anal is is R i s iko 

(Lampiran 5 F o r m 4) 

No. "Risiko" yangT€ 
•••• ••••• 3 . • • : 

ridenttfikasi Kode Risiko Skala 
Dampak 

Skaia 
Kemung

kinan 
Skaia 
Risiko 

A B 1 I 0 d f=dxe 
1 Risiko Strategis ! i 
1 Penerapan Perilaku Hidup 

Bersih Sehat (PHBS) rendah 
RSP.19.00.01.01 3 3 

2 Pelayanan kesehat 
memenuhi SPM Bk 
Kesehatan 

an beiur 
iang 

1 RSP.19.01.01.02 4 4 16 1 

i ! 
II Risiko Strategis OPD 1: Dinas 

Kesehatan 1 ! 
1 Penggunaan layanan kesehatan 

rendah 
(Persalinan tidak dilakukan pada 
faskes, kunjungan ibu hamil 
tidak teratur) 1 ! 

RS0.19.01.05.02 4 3 12 1 
1 

2 Kualitas pelayananjAPN tidak 
sesuai SPM Kesehatan 1 

RS0.19.01.05.03 4 4 16 ; 

3 Sarana pendukung'ANC kurang 
memadai } 1 

RSO.19.01.05.04 4 2 

4 Mutasi tenaga kesehatan terlatih RSO.19.01.05.10 4 3 12 i i I 
III Risiko Operasional OPD 1: 

Dinas Kesehatan i 1 
1 Data ibu hamil miskin yang 

belum memiliki jaminan 
kesehatan lainnya ciari 
kecamatan dan keilirahan t 
ada i 

leium 

ROO.19.01.05.02 4 4 16 i 

2 Perhitungan kebutuhan daria 
tidak tepat 1 ! 

ROO.19.01.05.03 2 2 4 

3 Proses cross check data de 
BPJS dan Jamkesicot yang 
membutuhkan waktu lama 

ingan ROO.19.01.05.04 3 2 6 

4 Adanya pasien yarig masih] 
dikenakan biaya oieh RS/Bidan 
{double claim) i ! 

ROO.19.01.05.09 3 1 3 

5 Pertanggungjawaban tidak tepat 
waktu I I 

ROO.19.01.05.10 4 3 12 

6 Pengadministrasian tidak tepat 
waktu 1 

ROO.19.01.05.11 4 2 6 

7 Laporan Realisasi [<euangan 
Triwulan: Kesuiitaq 
mengumpulkan administrasi 
syarat pencairan, yaitu 
kelengkapan kialm! berupa 
dokumentasi ! I 

ROO.19.01.05.12 4 2 8 

8 Kegagalan mengidentiflkasi 
permasalahan 1 1 

ROO.19.01.05.13 4 3 12 i 

INSPEKiTUR 

St 
K A B A G A S S S E K D A W A B U P 

Tabel 3.10 

Contoh Formulir Hasil Analisis Risiko 

(Lampiran 5 Form 4) 

    

  

  

  

Il Risiko Strategis T ! 
Penerapan Perilaku Hidup | RSP.19.00.01.01 3 3 “9 
Bersih Sehat (PHBS) rendah 

2 (Pelayanan kesehatan belum RSP.19.01.01.02 4. 4 16 
memenuhi SPM Bidang 
Kesehatan 

  

  

  

| | 
HI /” (Risiko Strategis OPD 1: Dinas 

—. JKesehatan : | 
1 Penggunaan layanan kesehatan | RSO.19.01.05.02 4 3 12 ' 

rendah 
(Persalinan tidak dilakukan pada 
faskes, kunjungan ibu hamil 

  

  

  

  

  

' tidak teratur) 
2. IKualitas pelayanan APN tidak RSO.19.01.05.03 4 4 16 

sesuai SPM Kesehatan. 
3 Sarana pendukung ANC kurang 1 RSO.19.01.05.04 4 2 8 

memadai | : 
4 Mutasi tenaga kesehatan terlatih | RSO.19.01.05.10 4 3 12 : 
  

( | 
It IRisiko Operasional OPD 1: 

Dinas Kesehatan | | | 
1  |Data Ibu hamil miskin yang! ROO.19.01.05.02 4 4 16 . 

belum memiliki jaminan | 
kesehatan lainnya dari 
kecamatan dan kelurahan belum 
ada Tn 

2 (Perhitungan kebutuhan dana ROO.19.01.05.03 2 2 4 
tidak tepat | 

3 IProses cross check data dengan ROO.19.01.05.04 3 2 8. 
BPJS dan Jamkeskot yang| 
membutuhkan waktu lama | 

4 lAdanya pasien yang masih! ROO.19.01.05.09 3 1 3 
dikenakan biaya oleh RS/Bidan 
(double claim) | : : 

5  IPertanggungjawaban tidak tepat | ROO:19.01.05.10 | 4 3 12. 
waktu MAN | : 

6 Pengadministrasiah tidak tepat ROO.19.01.05.11 4 2 8 
waktu | 

7 Laporan Realisasi kenangan ROO.19.01.05.12 4 2 8 
Triwulan: Kesulitan 
mengumpulkan administrasi 
syarat pencairan, yaitu 
kelengkapan klaim! berupa: 

  

  

  

  

  

  

  

  

                dokumentasi | 
8 iKegagalan mengidentifikasi ROO.19.01.05.13 4 3 12 : 

permasalahan | | 
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D a r i h a s i l ana l i s i s a tas s k a l a dampak dan kemungk inan 

tersebut diperoleh "Matr iks Ana l i s i s R i s iko " yang d isa j ikan 

pada Tabe l 3 . 1 1 . 

Tabel 3 . 11 

Contob Matriks Has i l Anal is is R is iko 

Pemerintab Daerab Gorontalo 

Unisan Wajita pelayanan dasar Bidang Kesehatan 

K e t e r a n g a n : Tinggi m 

2) Memval idasi r is iko 
I I 

Has i l ana l i s i s r is iko t ingkat strategis pemerintah daerah 

se lan jutnya d i komun ikas i kan kepada Kepa la Daerah , 

sedangkan t ingkat strategis (entitas) OPD dan operasional 

OPD d ikomun ikas ikan kepada Kepa la OPD u n t u k dival idasi 

d a n d i pu tuskan r is iko m a n a yang a k a n dipr ior i taskan u n t u k 

ditangani. D a l a m pedoman in i , r i s iko dengan kr i te r ia "sangat 

tinggi" dan "tinggi" a k a n d ipr ior i taskan u n t u k ditangani. 

Sebagai contoh, berdasarkan Tabe l 3.12 Contoh Formul i r 

Has i l Ana l i s i s R is iko u n t u k t u j u a n strategis "Meningkatkan 
derajat 

K a b u p a 

cesehatan masyarakat " , m a k a Daftar R is iko Prior i tas 

;en Corontalo U t a r a ada lah sebagai ber ikut: 

INSPEKTUR KABAG 
HUKUM 

ASS SEKDA WABUP 

-7^ A 

Dari hasil analisis atas skala dampak dan kemungkinan 

tersebut: diperoleh “Matriks Analisis Risiko” yang disajikan 

pada Tabel 3. 11. | | | 

Tabel 3.11 

Contoh Matriks Hasil Analisis Risiko 

Pemerintah Daerah Gorontalo )     
Urusan Wajib Pelayanan dasar Bidang Kesehatan 

   

      

   

  

Dampak/Konsekuensi 

Tidak Sangat 
Kecil signifikan 
  

signifikan 1 Besar 
          

  

  

    
       

    

    

Hampir pasti! 

Kemungkinar 
| besar | 

  

  

  

Kemungkinan 
j kecit . | 

Sangat jarang 
: , 

“ 

    

  

      

  

    RSO.19. Ot. 05.04». SN “1 

    
     

  

        

          

. 2) Memvalidasi risiko 

Hasil analisis risiko tingkat strategis pemerintah daerah ) 

selanjutnya dikomunikasikan kepada Kepala Daerah, | 

sedangkan tingkat strategis (entitas) OPD dan operasional 

— OPD dikomunikasikan kepada Kepala OPD untuk divalidasi 

dan diputuskan risiko mana yang akan diprioritaskan untuk an 

ditangani. Dalam pedoman ini, risiko dengan kriteria “ sangat 

tinggi” dan “tinggi” akan diprioritaskan untuk ditangani. . 

Sebagai) contoh, berdasarkan Tabel 3. 12 Contoh Formulir 

Hasil Analisis Risiko untuk tujuan strategis “Meningkatkan — 

derajat Kesehatan masyarakat”, maka Daftar Risiko Prioritas 

Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebagai berikut: | 
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T a b e l 3-12 
C o n t o h D a f t a r R i s i k o P r i o r i t a s 

Narria Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten XYZ 
Tahun Penilaian 
Urusan Pemerin ahan 

: 2018 
: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

Risiko yong 
Teridentifikasi ko 

•: ^ 
uA 

Skoio SkoIo 
• \ ' ~°W' T D a m p a k Kemungkinan 

Skola 
Risiko 

A B • 'A ': ' d .: - e "i f=dxe 
( i 

Risiko Strategis Pemerintah 
Daerah](2019-2023) 

- i 5 • • 
Pelayanan kesehatan 
belum memenuhi SPM 
Bidang kesehatan I 

RSP.19.01.01.02 16 

Risiko Strategis OPD: Dinas 
Kesehatan (2019-2023) 

\ ' : 
Sarana pendukung ANC 
kurang'memadal i 

RSO.19,01.05.03 16 

111 : RIsIko Operasional OPD: 
Dinas Kesehatan (2019) 

1 Data Ibu hamil miskin yang 
belum (nemlilki jamlnon 
kesehatan lalnnya'dari 
kecamatan dan kelurahan 
belum ada 

- J 
)i . 

ROO.19.01.05.02 16 

Terhadap r is iko yang a k a n dipr ior i taskan u n t u k 

ditangani, pemer intah daerah d iharapkan membangun 

pengendalian u n t u k m e n u r u n k a n kemungk inan m u n c u l n y a 

r is iko (oreventif), m e n u r u n k a n dampak dar i r is iko yang 

m u n c u l (mitigatif), a t au keduanya . 

3) h engevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang D i b u t u h k a n 

Ikh t i sa r eva luas i pengendalian yang ada d isa j ikan da lam 

Tabe l 3 . 13. 

INSP I ; K T U R K A B A G 

H U K U M 

A S S S E K D A 

7 f 

W A B U P 

! l = - r - -R 

Narria Pemerintah Daerah 
Tahun Penilaian 
Urusan enilatan) an 

ily yang 
Teridentifikasi 

    
   

Tabel3 12 
“Contoh Daftar Fisik Prioritas 

: Pemerintah Kabupaten XYZ 
1 2018 

  

isiko Strategis Pemerinta 
'Basrah: (2019 TA 

  

  

“Terhadap risiko yang 

. ditangani, 

. pengendalian 1 untuk menurunkan kemungkinan munculnya 

risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang 

muncul 

3) Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan : 

Ikhtisar, evaluasi pengendalian yang ada disajikan dalam 

| Thbel 3. 

    

Strategis OPD: bina 
tan (2019-2023) 

RSO.19.01.05,03. 

: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
   

  

akan diprioritaskan untuk 

kmitigatid, atau keduanya. 

13. 

  

WABUP 

  

                Y 
INSPEKTUR | KABAG” | ASS 1 SEKDA 

| HUKUM 1 
AA Z 1 

pemerintah daerah diharapkan membangun



Tujuan 

Keluaran 

Pelaksano/Pihok lerkoit 

Waktu 

Sumber data utama 

J - MengidentifikasI pengendalian yang sudah ada terkait dengan risiko yang 
j diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) 
i - Menilai efektifitas pengendalian yang ada 
I - MengidentifikasI pengendalian yang masih dibutuhkon/dibangun 
:i - Daftar pengendalian yang ada untuk masing-masing risiko prioritas 
i; urusan wajib/pilihon 
I - Hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan untuk masing 

-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan 
i Strategis PemetlntQh Daerah 
! - Sekda selaku Koordinator 
- Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 (Kepala OPD/SKPD dan Kabag/Kabid 

OPD) . 
- Fasilitator , 
Strategis (Entitas) OPD 
- Kepala OPD 
- Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 1, don 2 
- Fosllitator . .. 
Operasional OPD 
- Kepala OPD 
- Unit Pemilik Risiko Tingkat, Eselon 3 don 4 

1- Fasilitator 
; Strategis Pemerintah Daerah 
i-Penyusunan RPJMD 
!- Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS 
Strategis (Entitas) OPD 

i-Pada saat penyusunan Renstra OPD 
i- Direviu/ dimutoktrirkan setiap tahun pada soat penyusunan RKA-OPD 
Operasional OPD 

i Pada saat penyusunan RKA-OPD 
'CSA/FGD 

Peni la ian terhadap pengendalian yang ada mencak i ip 

peni la ian keb i jakan dan prosedur yang d imi l ik i m s t a n s i 

pemerintab da lam rangka mengelola r i s iko yang 

d ipr ior i taskan. Keb i jakan dan prosedur yang ada tersebut 

se lan jutnya d in i la i efektif itasnya. Pengendalian d inya takan 

t idak efektif a n t a r a l a in j i k a : 

a) 

b) 

c) 

d) 

Keb i jakan dan Prosedur pengendalian sudab d i l akukan , 

n a m u n be lum m a m p u menangani r is iko yang 

teridenti f ikasi; 
! 

Prosedur pengendalian be lum d i l aksanakan ; 

Keb i 

j e l as ; 

a k a n be lum d i ikut i dengan prosedur b a k u yang 

Keb i jakan dan prosedur yang ada t idak sesua i dengan 

pera :uran d ia tasnya. | 

Sebagai contob, da lam peni la ian r is iko operasional D i n a s 
I '•• 

Kesebatan pada Kabupaten Gorontalo Utara , langkab i n i 

d i a k u k a n sebagai ber ikut : 
INSPE K i m KABAG 

HUKUM 
ASS SEKDA WABUP 

V / d =fc 

     

  

   
    
     
    
    

  

    

      
    

  

    
    

    

    

      

   

  

    
      

  

   
    
     

  

    
    

Sumber data utoma 

Tabel 3.13 
Ikhtisar Evaluasi P Pe ngendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan 

i pe 
“diprioritoskan untuk ditangani (dikelola) 
- Menilai efektifitas pengendalian yang ad 

#- - Mengidentifikasi pengendalian yang masih di utuhkan/d kb angun: 

  

    

is. - Dat r penge yY 
1 urusan wajibfpitihan. | 

- Hasilidentitikasi pengandoilan yang masih dibutuhkan untuk masing: 
“masing. risiko prioritas ( urusan wojibfpitihan . 

g risiko prioritas    
   

  

  
   

. strategis pemerintah Daerah 
- Sekda selaku Koordinator :—: 

1 Fasilitator « | 
: Strategis (entitas) OPD . : 

'1- Unit Pemilik R' ko Tingkat Eselon L dan 
1$- Fasilitator . -.. . . 
! Operastonat OPD 
:4- Kepala OPD - f 
:£- Unit Pemilik Risiko Tingkat, Eselon 3 dan: 
:?- Fasilitator : La 

   

   

  

  

  

strategis Pemerintah Daerah : TN 
- Penyusunan RPJMD: oa 
- Direviu/ dimutakhirkan stiap tahun poda suat penyusunan Naas — 
Strategis (Entitas) OPD . 

2 Pada saat penyusunan Renstia opo 5 Kn 
- Direviuf dimutakhirkan sotiap tahun n pada: sact penyusunan dRKa-O0D 
Operasiondi OPD”... : . 

: pPodas saat penyusunan R' RKA-OP 

    

   

   

   

  

  

  

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup 

penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi 

yang 
diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut 

pemerintah dalam rangka mengelola risiko 

silanjuthya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan 

tidak efektif antara lain jika: 

a) 

bj) 

c) 

d) 

| 
Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, 

| 
aemun belum mampu risiko yang 

teridentifikasi, : 

Prosedur pengendalian belum dilaksanakan, 

menangani 

Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang 

jelas! i 
! 

Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan 

beraturan diatasnya. | :   
Sebagai contoh, dalam penilaian risiko operasional Dinas 

Kesehatan pada Kabupaten Gorontalo Utara, langkah ini 

dilakukan sebagai berikut: 
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a R is iko Operasional : D a t a I b u bami l m i sk in y a n be lum 

memi l ik i j a m i n a n kesebatan l a innya dar i kecamatan dan 

ke lu raban be lum a d a 
! 

(1) Keb i jakan yang sudab a d a u n t u k menangani r is iko 

in i ada lab J u k n i s Penggunaan D A K Non F i s i k 

(Permenkes Nomor 3 T a b u n 2019) . ] 

(2) Peni la ian efektivitas pengendalian yang ada dan 

ke lemaban pengendalian (celab pengendalian). Celab 

pengendalian i n i contobnya seperti pengendalian 

yang a d a be lum m a m p u menangani r is iko yang ada , 

pengendalian yang ada t idak sesua i dengan 

pera turan d ia tasnya, pengendalian be lum d i ikut i 
! I 

dengan prosedur b a k u yang j e las , pengendalian 

iDelum d i l aksanakan , a t a u pengendalian mas ib lemab 

(masib ada r is iko l a in yang t imbul ) . 

(3) Mengidentif lkasi pengendalian yang mas ib 

d ibu tubkan 
I 

Beberapa keb i jakan yang mas ib per lu dibangun oleb 

Pemerintab Kabupaten Gorontalo U ta ra u n t u k 

menangani r i s iko pada U r u s a n Wajib Kesebatan 

a n t a r a la in adalab E v a l u a s i a tas Implementasi 

(Permenkes Nomor 3 T a b u n 2019) . 

(4) Penetapan penanggung j awab pengendalian yang 
d i b u t u b k a n 
! 

Penanggung j a w a b pengendalian yang d ibu tubkan 

terdir i dar i p ibak-p ibak yang berkompeten, 

berwenang, dan terkai t da lam membangun 

pengendalian, y a i tu Kepa la B idang. 
4) Menyusun Rencana T indak Pengendalian 

Ikb t i sa r p enyusunan R T P d isa j ikan da lam Tabel 3.14 

INSPE KTUR KABAG 
HUKUM 

ASS SEKDA WABUP 

d 

.a) Risiko Operasional: Data Ibu hamil miskin yan belum 

memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan 

kelurahan belum ada : 

(4) Kebijakan yang sudah ada untuk menangani risiko 

ini adalah Juknis Penggunaan DAK Non Fisik 

(Permenkes Nomor 3 Tahun 20 19). 

(2) Penilaian efektivitas pengendalian yang ada dan | 

kelemahan pengendalian (celah pengendalian). Celah 

pengendalian ini contohnya seperti pengendalian 

yang ada belum mampu menangani risiko yang ada, 

pengendalian yang ada tidak sesuai dengan 

peraturan diatasnya, pengendalian belum diikuti 

dengan prosedur baku yang jelas, pengendalian 

belum dilaksanakan, atau pengendalian masih lemah 

(masih ada risiko lain yang timbul). 

(3) Mengidentifikasi pengendalian yang masih 

dibutuhkan 

Beberapa kebijakan yang masih perlu dibangun oleh 

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk 

menangani risiko pada Urusan Wajib Kesehatan | 

antara lain adalah Evaluasi atas Implementasi 

(bermenkes Nomor 3 Tahun 2019). : 

(4) Fenetapan penanggung jawab pengendalian yang 

dibutuhkan i 

Penanggung jawab pengendalian: yang dibutuhkan 

terdiri dari pihak-pihak yang berkompeten, 

berwenang, dan terkait dalam membangun 

pengendalian, yaitu Kepala Bidang.   
4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian 

Ikhtisar penyusunan RTP disajikan dalam Tabel 3.14 
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T a b e l 3.14 
I k h t i s a r P e n y u s u n a n R T P 

T u j u a n 

K e l u a r a n 

P o l a k s a n a / P i h a k Torkolt 

Woklu 

S u m b o r d a t a u t a m a 

- Mongrdent i f ikas I R e n c a n a T i n d a k P e n g e n d a l i a n ( R T P ) u n t u k m e n g a t a s i 
k e l e m a h a n l i n g k u n g a n p e n g o n d a l a i a n 

- M e n g i d e n t i f l k a s i RTP untuk m e n g a t a s i risiko p a d a t ingkat s t r a t e g i s 
p o m o r l r i t a n d a e r a b , t ingkat s t rotogie ( e n t i t o e ) OPD, d a n t ir igkat oporcteiorvol . 
O P D 

- D a f t a r R e n c a n a T i n d a k P e n g e n d a l i a n untuk M e n g a t a s i Risiko 
- R o k a p i t u l a s i RTP 

S t r a t e g i s P e m e r i n t a b D a e r a h 
- K e p a l a D a e r a b 
- S e k d a s e l a k u k o r d i n a t o r 
- Unit P e n g o l o o l a Risiko P e m d a ( K e p a l a d a e r a h d a n k e p a l a O P D / S K T O ) 
- Fas i l i tator 
s t r a t e g i s ( E n t i t a s ) O P D 
- K e p a l a O P D 
- Unit Pemi l ik Risiko T i n g k a t e s e l o n 1 a t a u 2 ( K e p a l a O P D / S K P D d a n KofaoKj/ 

k a b i d ) 
- Fas i l i ta tor ( o p s l o n a l ) 
O p e r a s i o n a l O P D 
- K e p a l a O P D 
- Unit Pemi l ik Ris iko T i n g k a t E s e l o n 3 a t a u 4 O P D 
- Fos l l i tator ( o p s l o n a l ) 

S t r a t e g i s P e m e r i n t a b D a e r a b 
- P e n y u s u n a n R P J M D 
- D i rev iu/ d i m u t a k h i r k a n s e t i a p t a h u n p a d a s a a t p o n y u s u n o n K U A / P P A S 
S t r a t e g i s ( E n t i t o s ) O P D 
- P a d a o o a t p e n y u s u n a n R e n s t r a O P D 
- D i r e v i u / d i m u t a k h l r k a n s e t i a p t a h u n p a d a s o o t p e n y u s u n a n R K A - O P D 
O p e r a s i o n a l O P D 
P a d a s a a t p e n y u s u n a n R K A - O P D 

C S A / F G D 

R T P me rup ak an kebi jakan/prosedur yang a k a n dibuat 

u n t u k membangun pengendalian yang d iper lukan guna 
I I i mengatasi ke l emahan l ingkungan pengendalian intern dan 

mengatasi r i s iko pr ior i tas yang sudab teridenti f ikasi. 

Langka l l ker ja p enyusunan R T P sebagaimana d igambarkan 

da lam Gambar 3.5. 

Gambar 3.5 
Langkah Kerja Penyusunan Dokumen RTP 

} Meivmuskan 
Tindc*an untuk 

Mengatasi 
Kelemahan tingkirgan 

Pengenda'kjn 

M e r u m u s k a n T i n d a k a n u n t u k Mengatasi Ke lemaban -1 i 
L ingkungan Pengendalian 

INSPE KTUR KABAG 
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V TA 

Tabel 3.14 
Ikhtisar Penyusunan RTP 

| kelemahan Iingkungan pengendalaian: 
Mengidentifikasi RTP untuk mengatasi d Pp Ungkat s 9g 
pemerintah daerah, tingkat strategis (entitas) Gro, dan tingkat o 

n kepala OPD/SKPD 

- Kepala OPD”. 
- Unit PemIlik Risiko Tingkat eselon Latau 2 (kepala cpo/sxen dan Kabag) 

| Operasional OP 
- Kepala OPD 
- Unit Penailik Risiko Tingkat z 
- Fasilitator (opsional   
- Penyusunan. RPJMD: 
“-Direviu/ Simutakhi 
Strategis (Entitas) OPO “3 . 
- Pada saat penyusunan Ranstre OPD. 
- Direvlu/ dimutokhi 
Operasionat OPD:       RIP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat 

untuk. membangun pengendalian yang diperlukan guna 

mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan 

mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.    
. Langkah kerja penyusunan RTP sebagaimana digambarkan 

dalam Gambar 3.5, 

Gambar 35 | 0 Ld 
Langkah Kerja Penyusunan Dokumen RTP 
Tg es Pn 

3 
    

erummuskan Kegiatan f Menyusun f Menyusun 1 
Pengsenddlianyang 4 RencenaTindek Bg tancanganinfommasi & jj rancangan 
Dibutuhkan dalam H4  Pengendalan Kankoamunikastatos MH monitoringdan 
Rangka Mengatasi BH MN #SikodanRTP oo MW 41 evoluasIRTP 

Tindokan untuk 
Vengatasi 
kelemahan 
lingkungan 

Fengendaien 

  

   
Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan 

Lingkungan Pengendalian   
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B e r d a s a r k a n ke lemahan l ingkungan pengendalian yang 

te lah teridentif ikasi, d ibuat R T P l ingkungan 

pengendalian. 

Sebagai contob, be rdasarkan ke lemaban l ingkungan 

pengendalian intern, se lan jutnya d i s u s u n r encana 

t indak perba ikan sebagaimana d isa j ikan dalam Tabe l 

3 .15. 

INSPEI ITUR KA 
HU 

BAG 
KUM 

ASS SEKDA WABUP 

r - i =   

| 
Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang 

telah teridentifikasi, dibuat RTP i lingkungan 

pengendalian. | | : 

Sebagai contoh, berdasarkan kelemahan lingkungan 

pengendalian . intern, selanjutnya disusun rencana 

tindak perbaikan sebagaimana disajikan dalam Tabel 

3.15, 0 | 
Po 
i 
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Tabel 3-15 
Contoh Rencana Tindak Pengendalian untuk Lingkungan Pengendalian 

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten XYZ 
Tahun Penilabn : 2018 

Kondisi Lingkungan 
Pengandation yong 
kurang memadai 

Rencono 
RndakParbaiknn 

Ungfeunggn 
. Pengendalian 

Penanggung 
Jawdb Target Waktu 

Pensgokan integrKos dan Nilai Etika 

Analisis/kojian keiemohon 
pengendalian kepatuhan,. 
hukum 

'Banyak tetjadi pencop&ri/ : ,):fi , 
mutasi pejabat daerah karena 
tersangkut kasus Iwkum 7" 
Kontitmen Terhadap kompetensi 
Pegowai beium ditempatkan sesuai ! Penyusunan peta kom 

• dengaqkompetensidanSiZZK 
pergataman /if: 

: kualifikasi dan kompetensi Doktef i 
, sertQlenoga kesehatan di RSUD;:::: 
/ kabupaten XYZ belum memenuhi f 
'• kebututwn akon penaberian := i f :f 
peloyorian kesehatan difraJKM 
. Kepernimplnan yang kondusil 

Inspektorat 

petens! dan perbaikan SOP : 
penempatan pegawai f i 
Rekrutmen dokter dan 
tenaga kesehatan 

i 
:: Pimpinan belum monctopkan 

f :::kebijakt5npengetalaan risiko ':"A 
Rencana strategis dan rencana 

;: : kerja pemda belum monyafkan 
i i:; informasi mengenai risiko :f f i jf 
f Pelayanan pasieri BPJS diffiffij'i 
i' Kabupaten XYZ belum optimat don r 

ii ii teidopat regulasi Dinas Kesehatan 
i: i kabupoten XYZ tUak berjalan fi'i, 
f sebags'mano mestinya yoitu 
ii i. ketentuan mengenai praktek Dokteri 

/ Penyusunan kebfakon; :; • 
i pengelolaan risiko i :;z:: f 
Peniiaian risto rencana 
strategis dan rencana keija 

Evoiuosi pemtMrian layanan' 
dan kepotuhon regulasi i: /: i 

iBKPSDM 

Dinas 
Kesehatan 

iSekdai 

:iSckda,BPPO/ 

i Inspektdrati; 

Tii/.uSjna 
2C!3 

Trr.wlcsiia 
2019 

Tr'rwulcKilll 
2C19 

Tir.-,i:!a!l23;9 

Trr.-Aj!canl2r9 

Trr.vulonliina 

1 

' Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM 
Pemda bekim mengintemalisasi :f 

: budoya sadar risiko :;;,,:;f:i:f,./iff i 
i Belum terdapat pemberkm tewaid is 
idan/crtau punishnientatasf iffifi 
ipengelofaanrisikaii / i f f i 
i Evaluasi kinorjo pegawai belum 
/ dipertimbangkan dalom f f r f f if' 
i pcrtiituncan penghasilan 
Anggarcp pengembangan SDM 
bekimmemodai i : 

* V: ...;.:,,/:/:/. ::///:= 
Pernor intch Kcbupoten XYZ belum • 

, memiliiri strategi dalam fi:: ii/ Z 
: pomcnuhcn dan pendistribusion 
SDM kesehoton di Puskesmas f if 

.: ..-/'./i,,! -.,,.::::J::/.-i;Xifi.;ff:£ii 
Pemenuhan tenaga kesehatan di r" 
RSUDKobupoten XYZ belum 

/ mem perta ikon tlngkotkebutufiani 
: dalam pemberian pelayanan :« /;. 
/iKsehatah'.f .ifii./ii:i='-tiiif f i f f 

: Sosialisasi budaya risiko i iif i 
pada setiap rapat bulanan . 
Kajian rancangan pern 
berian reivord dan/atau 

; punishment atas penge ; 
loloan risiko • - • 
Kajian rancangan 

: perhitungan hasil kinerja 
i terhadap penghasilan f f f 
Kctrijakanefisiensi 
penggunaan anggctan , 
Penyusunan strategi 
pomemiiandan 

: pendistribusian SDM kesehan i 
(RokomondasiBPK) / 

. Perbaikan sistem 
i Pemenuhan tenaga f.f: 
-kesehatanciRStJDiii'iif iifi 
Kabupaten XYZ 

:?{Rekomenda3iBPK) 
Perviiijudon Peron APiP yang Elektil 

' Inspektorat Daerah belum if iSii \ Perbaikan prosedur 
melokukon audit kine.ja otos 
ponyclenggarcan urusan 
kesehatan dalam tingkat strategis 

pengawasan kinerja dan 
oenyusunan PKPT inspektorat I 

:Sekda' 

EKPSDM 

:: BKPSDM 

CKKDM 

: Dinas 
: Kesehatan 

RSUD 
:i Kabupaten! 

XYZ 

Inspektorat 

Setiap brian 

rr™!anl2G!9 

T(r,wS3-.l20;9 

Tri.-.uksilZQlS 

Immfcr. 823:9 

Tiivju!anll2ai9 ? 

iTrlwuldnl2019! 

b) M e r u m u s k a n Kegiatan Pengendalian yang D i b u t u h k a n 

da lam R a n g k a Mengatasi R is iko . 

INSPEI LTUR KABAG 
HUKUM 

ASS SEKDA WABUP 

kr rt= /A Ar 

. Tabel 3.15 ' : 
Contoh Rencana Tindak Pengendalian untuk Lingkungan Pengendalian . 

Nama Pemerintah Daerah 1 Pemerintah Kabupaten XYZ 
Tahun Penilaian : 2018 

Tenan 

Ka Pa Sai Un anna) 
Ho) Pengendafian yang 

kurang memadai 

AN re 
- Jawab - 

. terdapat regulasi Dinos Kesehaten 
«Kabupaten XYZ tidok berjalan 

Kajian rancangan pem. 
berian reward danfatau 
punishment otas penge : 
lotoan risiko ses — 
Kajian rancangan 
“perhitungan hasil kinerji 
terhadap penghasilan : 

“dipertimbangkan data '' 
. PemaBan penghasilan 

. Kebijakan efisiensi . 

pengguncan anggasan 

Peryusunan strategi BE Ym 3 
pemenuhan dan - 

bj 

  
. pemenuhan dan pendi stribusian 
-SDM ker ik di Puskesmus 

Pemenuhan tencga kes 
RSUD Kabupaten XYZ betur 
memperhatikan tingkot kebu 
“dalom pernberian layanan 
kesehatan . 

pektoroti Daciah belum 
melakukan cudit kinerja atas 
penyelenggarcon Wusan.: 

Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan 
dalam Rangka Mengatasi Risiko. 

pendistribusian SDM kesah 
(Rekomendasi BPK) 

Perb kan sistem“. 
Pemenuhan tenaga   
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R T P a tas risiko d i m a k s u d k a n u n t u k menentukan 
j 

pengendalian yang d iper lukan da lam mengatasi risiko. 
i 

D a l a m menen tukan pengendalian yang a k a n dibangun 

per lu memperhat ikan respon risiko. Respon risiko 

membantu ins t ans i pemer intah da lam memfokuskan 

kegiatan pengendal ian yang d iper lukan u n t u k 
! ! 

memas t ikan b a h w a kegiatan pengendalian d i l a k u k a n 

dengan tepat. Respon r is iko terdir i dar i beberapa p i l ihan, 

y a i t u : 

1. Menghindari R is iko (Aizoid) 

Menghindari risiko d i l a k u k a n dengan c a r a t idak 

memula i a t au t idak me lan ju tkan kegiatan yang dapat 

men ingkatkan risiko. Penghindaran risiko dapat 

menjadi t idak tepat j i k a indiv idu a t a u ins t ans i 

bersifat menolak risiko. Penghindaran risiko secara 

t idak tepat j u s t r u dapat meningkatkan s igni f ikansi 
I 

risiko l a i n n y a a t a u mengakibatkan h i langnya 

pe luang memeroleh manfaat . i 

2. Mengubah/Mengurangi Kemungk inan M u n c u l n y a 
I 

R i s iko {Abate) 

Respon i n i d i l a k u k a n dengan ca ra mengubaib 

kemungk inan m u n c u l n y a risiko agar kemungk inan 

ter jadinya bas i l yang negatif dapat berkurang. I s t i l ab 

l a in yang j u g a d i gunakan adalab pencegaban 

{prevention). 

3 . Mengubah/Mengurangi Konsekuens i/Dampak R is iko 
I I 

{Mitigate) i 
Respon in i d i l a k u k a n dengan c a r a 

mengubah/mengurangi konsekuens i/dampak risiko 

agar kerug ian menjadi berkurang. Is t i lab la in yang 

j u g a d igunakan ada lab penanggulangan. | 

Abate dan mitigate terkadang disebut da lam s a t u 

is t i lab, ya i tu mengurangi r is iko {reduce). j 
4. Membagi R is iko {Share) a t au Mentransfer Risilco 

i 
Respon i n i me l ibatkan p ibak l a in da lam menanggung 

INSPEKTUR KABAG ASS SEKDA WABUP 
HUKUM 

4: 7 

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan 

| pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. 

.5 Daldm menentukan pengendalian yang akan dibangun 

  

perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko 

membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan 

| kegiatan pengendalian yang - diperlukan untuk 

memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan 

dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, 

yaitit: : 

1. Menghindari Risiko (Avoid) 

Menghindari risiko dilakukan dengan cara tidak 

memulai atau tidak melanj utkan kegiatan yang dapat 

meningkatkan risiko. Penghindaran risiko dapat 

menjadi tidak tepat jika individu atau instansi 

bersifat menolak risiko. Penghindaran risiko secara 

| dak tepat justru dapat meningkatkan signifikansi 

isiko “lainnya atau mengakibatkan hilangnya 

Feluang memeroleh manfaat. | 

2. Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya 

) Risiko (Abate) | 

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah 

kemungkinan munculnya risiko agar kemungkinan 

terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang. Istilah 

lain yang juga digunakan . adalah pencegahan 

) (brevention). 0 | 

3. Mengubah /Mengurangi Konsekuensi / Dampak Risiko 

(Mirigate) ) | | 
| 
| 

Respon ini dilakukan dengan — cara 

mengubah/mengurangi konsekuensi/ dampak risiko 

agar kerugian menjadi berkurang. Istilah lain yang 

jga digunakan adalah penanggulangan. | : 

Abate dan mitigate terkadang disebut dalam satu 

igtilah, , yaitu mengurangi risiko (reduce). | 

4. Membagi Risiko (Share) atau Mentransfer Risiko 

Rspon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung 
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a t au berbagi sebagian r is iko, Contob mekan ismenya 

a n t a r a l a in mel iput i kontrak-kontrak , a su rans i , dan I ! s t r u k t u r organisasi seperti kemi t raan dan joint 

ventures u n t u k menyebarkan tanggungjawab d a n 
\ ' \ 
kewaj iban. Te rka i t dengan pembagian r is iko dengan 

in s t ans i l a in , u m u n m y a a k a n terdapat b iaya fmans ia l 

a t a u manfaat yang t imbul , m i sa lnya premi a s u r a n s i . 

J i k a r is iko dibagi, ba ik k e s e lu ruhan m a u p u n 
I • ' ' ' 
sebagian, m a k a ins t ans i yang mentransfer r i s iko 

mendapat r i s iko b a m , ya i tu m s t a n s i l a in yang I ! 
memeroleh transfer r is iko tersebut t idak dapat 

mengelola r is iko i t u secara efektif. 

5. Mener ima a t au Mempertabankan R is iko 

{Accept/Retain) 
I i 
Sete lah r is iko d iubab a t a u dibagi, m a k a a k a n a d a 

r is iko te rs isa yang d iper tahankan. Pada k a s u s 

ekstrem, dapat terjadi s u a t u ins tans i t idak memi l ik i 

p i l iban respon yang lebib baik, se la in mener ima 

r is iko tersebut. 

R T P tersebut d i tetapkan ba ik u n t u k r is iko strategis 

pemerintab daerab, strategis (entitas) OPD, dan 

operasional. R e n c a n a T i n d a k Pengendalian tersebut 

mel iput i Pengendal ian yang Dibangun u n t u k M e n ^ t a s i 

R is iko , Penanggung J a w a b , dan Target W a k t u 
i • • • 

Penyelesaian. i 

Sebagai contoh pada peni la ian r is iko u n t u k t u j u a n 

stralegis "Meningkatkan derajat kesebatan masya raka t " 

d isa j ikan, m a k a dapat d i s u s u n daftar R T P u n t u k 

mengatasi R is iko sebagai ber ikut : 

I N S P E K T U R 

zk: 
K A B A G 

H U K U M 

A S S S E K D A W A B U P 

-ir   

atau berbagi sebagian risiko. Contoh mekanismenya | 

antara lain meliputi kontrak-kontrak, asuransi, dan 

struktur organisasi seperti “kemitraan dan joint 

ventures untuk menyebarkan tanggungjawab dan 

kewajiban. Terkait dengan pembagian risiko dengan 

instansi lain, umumnya akan terdapat biaya finansial 

atau manfaat yang timbul, misalnya premi asuransi 

Jika risiko dibagi, baik keseluruhan maupun 

sebagian, maka instansi yang mentransfer risiko 

mendapat risiko baru, yaitu instansi lain yang 

memeroleh transfer risiko tersebut tidak dapat 

i mengelola risiko itu secara efektif. | | | 

5. Menerima atau Mempertahankan 0 to 

(Ac0ept/ Retain ' i : 

. Setelah risiko diubah atau dibagi, maka akan ada 

risiko tersisa yang dipertahankan. Pada kasus 

— ekstrem, dapat terjadi suatu instansi tidak memiliki | 

'bilihan respon yang lebih baik, selain menerima 
Tisiko tersebut. 

RTPj tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis. 2 

pemerintah daerah, strategis (entitas) OPD, dan 

operasional. Rencana “Tindak Pengendalian tersebut 

meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi 

Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu 

Penyelesaian. : . | 

Sebigai contoh pada penilaian risiko untuk tujuan 

strategis “Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat” n 

disajikan, maka dapat disusun daftar RTP untuk 

mengatasi Risiko sebagai berikut: 
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Tabel 3.16 
Contoh Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko 

Natvia Pemerintah Daerah 
Tahun Penilaian 
Tujuan Strategis 
Urusan Pemerintahan 

: Pemerintah Kabupaten XYZ 
: 2018 
: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat 
: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 

I Risiko strategis Pemerintah Daerah 
] "Petayanan kesehoton belum Rekrutmen tenaga honorer 

memenuhi SPM Bidang Kesehatan kesehatan 

II Risiko Strategis OPD; Dinas 
Kesehatan (2019-2023) I t . . . . 

] Sorona pendukung ANC kurang Evaluasi atas Implementasi 
memadai j SOPAiatKaiibrasI 

Kepala Daerah TrhvuianiV; 
- 2019 : V 7 = 

Kepala Dinas Triwulan 12313 

Evaluasi atas implementasi Kepaia Dinas 
Standar Pelayanan 

' Puskemas 

Triwulan 112019 

III Risiko Operasional OPD: Dinas 
Kesehatan (2019) 

Data ibu hamil miskin yang beium ' Evaluasi atas implementasi Kepala Bagian Triwulan 120)9 
memiliki jaminan kesehatan (Permenkes Nomor 3 Tahun, 
lainnya dari kecamatan dan 2019) 
kelurahan belurh ada 

1 

Dika i t kan dengan respon r is iko, m a k a pengendalian 

yang d ibangun yang dicontobkan pada tabel 3.16 

merupakan bentuk dar i 

m u n c u l n y a r is iko {abate]" 

"mengubab / mengurangi 

Menye laraskan R e n c a n a T i n d a k Pengendal ian 

Dokumen R T F A k b i r yang d i s u s u n berasa l da r i d u a 

Rencana T indak Pengendalian, ya i tu r encana t indak 

perba ikan l ingkungan pengendalian dan rencana t indak 

perba ikan kegiatan pengendalian. Terdapat 

kemungk inan me r up ak an bentuk adanya kebutuban 

terbadap pengendalian yang s a m a a tau berbubungan 

dar i|kedua R T P tersebut. Oleb sebab i tu , pada tahap i n i 

per lu memperhat ikan kemungk inan tersebut dan 

menye la raskan k e d u a r encana t indak perba ikan 

pengendalian tersebut sebingga dapat menghindar i 
I 

dup l ikas i r encana t indak perba ikan pengendalian. 
mSPEKTUR KABAG 
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Tabel 3.16 
Contoh Rencana Tindak penn andalan untuk Mengatasi Risiko 

Narita Pemerintah Daerah 1 Pemerintah Kabupaten XYZ 
Tahun Penilaian 201 2018 
Tujuan Sttategis : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat 
Urusan Pemerintahan . Urusan Wajib Petayanan Dasar Bidang Kesehatan. 

Pernyataan An Tg 

Risiko Strategis OPD: x Dings 
Kesehatan (2013-2023) 

Dikaitkan dengan respon risiko, maka pengendalian 

yang dibangun yang dicontohkan pada tabel 3. 16 

merlipakan bentuk dari  “mengubah/ mengurangi 

munculnya risiko (abate)” 

c) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian 

Doklimen RTP- Akhir yang disusun berasal dari dua 

Rendana Tindak Pengendalian, yaitu rencana. tindak 

perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak 

perbaikan i kegiatan pengendalian. Terdapat 

kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan | 

terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan 

dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini 
perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan 

menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan 

pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari 

duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian. 

| INSPEKTUR (KABAG | ASS | SEKDA WABUP 

(olga | Ly 
YG Z7 
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Nama Pemerintah Daerah 
Tahun Penilaian 
Tujuan Strategis 
Urusan Pemerintahan 

d) Menyusun Rancangan Informasi dan Komun ikas i a tas 

R T P 

Rancangan informasi dan komun ikas i merupalcan 

rancangan informasi d a n komun ikas i yang d i bu tuhkan 

agar p ibak-p ibak yang terl ibat da lam pengendalian 

mengetahui keberadaan dan men ja lankan pengendalian 

sesua i yang d i ing inkan. 

Contob form r ancangan pengomunikas ian pengendalian 

yang d ibangun d isa j ikan da lam Tabel 3.17 sebagai 

ber ikut 

Tabel 3.17 
Contoh Pengomunikasian Pengendalian Yang Dibangun 

Pemerintah Kabupaten XYZ 
2018 j 
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat 
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 

Kegioton Pengendoli- Media/Ben-
an yong dibutuhkan - )h»k-Sorano 

Pengomu-
«i)iA*Ki:.iii 

f Rekrutmen terioga honorerl Ropat' 
fkKehaiHi i77 / / / f ' ! fKff ' 

•4 

; Evaluasi otasimpiementasi): Rcpat/Surat 
SOPKolibrasiAiat Edaran 

Evaluasi atas implementasi Rapot/Surot 
Standar Pelayanan Edaran 
Puskemas J 

Rapat/Surot 
Evaluasi atasimpiementasf;'; Edaran 
(Permenkes Nomor 3 Tahun/ 

Penyedio. 
Informosi 

Sekda/ 

Penerima 
informasi 

Rencana 
Waktu 

Petoksanoan 

Realisosi-
Woklu 

Pataksanaon 
Keterongan 

Dinas , , ;|f 
• Koschattsr 

; Dinas--f-f 
kesehatan 

' Dinas - ' j 
. Kesehoton 

Dinas Kesehatan TrhTOlanl 
BKPSDM 2019 

Staf Dinas 
kesehatan terkait; B Triwuian i 

; i f ; =2019/-,;:; 
SI af Dinas 
kesehoton teikalt 

Staf Dinas ; TrKvulanl 
; kesehatan terkait f i 2019 f . 

e) Menjo isun Rancangan Monitoring dan E v a l u a s i R is iko 

d a n R T P 

R e n c a n a T indak Pengendal ian per lu memuat mekanisnae 

pemantauan yang a k a n d i j a l ankan u n t u k memas t ikan I I 
bahwa r is iko dapat d ipantau keter jadiannya d a n 

pengendalian yang telab d i rancang d i l aksanakan dan 

berjalan efektif. 

Contob Form Rancangan eva luas i R T P disa j ikan da l am 

Tabe 3.18 sebagai ber ikut : 

INSPI ; K T U R K A B A G 

H U K U M 

A S S S E K D A W A B U P 

\/ rfr 

&
 

—
 

      — iContoh Pengomunikasian Pengendalian Yang Dibangun 

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten XYz 

Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas 

RTE - | 

Rancangan “informasi dan komunikasi merupakan 

rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan 

agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian 

mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian 

sesuai yang diinginkan. 0 NN | 

Contoh form rancangan pengomunikasian pengendalian 

yang dibangun disajikan dalam Tabel 3.17 'sebagai 

berikut ) ) 

| — Tabel 317 

Tahun Penilalan : 2018 
— Tujuan Strategis : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat 

Wali 
Urusan Pemerintahan 

Kegiatan Pengendali- 
Tu an yang dibutuhkan 

Pelayanan Dasar r Bidang 

  

    

  
Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko 

dan RTP : 

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme 

pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan 

bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan 

pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan 

berjalan efektif. ) i ) 55 

Contoh Form Rancangan evaluasi RTP disajikan dalam 

Tabel 3.18.sebagai berikut: ) 
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T a b e l 3.18 
C o n t o h R a n c a n g a n K e g i a t a n E v a l u a s i A t a s P e l a k s a n a a n RTP 

Nama Pemerintah Daerah 
Tahun Penilaian 
Tujuan Strategis 
Urusan Pemerintahan 

: Pemerintah Kabupaten XYZ 
: 2018 
: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat 
; Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 

Kegiatan Pengendoli- MeciiCt?Ben- fanonggu- Rencana 
an yong dibutuhkan tukSarafta ng jawab waktu 

Pengpmu- j pa«"an- Pelaksanaan 
twan pemantauan 

Realisasi-
Waktu 

Pelaksanaan 
Keterangan 

Rekrutmen tenaga honorsKonfirmasi 
kesehatan 

Dst 

persiapan dan 
laporan 
pelaksanaan 
kegiatan 

• Bulanan oiehf: 
f kepala Dinas ' 
Kesehatan ; 
Direktur RSUD 
TrrAulonan 
oieh 
inspektorat 

OKtober. 
November,, 
Desember 

3 . Kegiatan I|engendalian 

Sete lah pemerintah daerah sepakat dengan perbaikan yang a k a n 

d i l aksanakan u n t u k mengatasi k ekurangan pengendalian yang ada , 

langkab se lanju n y a yang per lu d i l a k u k a n adalab menerapkan 

R e n c a n a T indak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindiak 

Pengendalian mel iput i beberapa kegiatan sebagai ber ikut: 

a . Pembangunan in f ras t ruktur yang mel iput i penyusunan a t a u 

penyempumaan keb i jakan dan prosedur sebagai t indak lan jut dar i 

RTP ; 

Kegiatan pengendalian d ibangun da lam r a n g k a mengatasi r i s iko . 

In f ras t ruk tur pengendalian yang d ibangun berupa keb i jakan dan 

prosedur pengendalian. Langkab- langkab yang perlu d i l akukan 

da lam rangka membangun in f ras t ruk tur pengendalian mel iputi ; 1 
i I . • I 

1) Mengumpulkan data-data berupa R T P final, pera turan 

perundang-undangan, keb i jakan pengendalian, dan prosedur 

operasi b a k u yang a d a yang terkai t dengan in f ras t ruktur 

pengendalian yang a k a n dibangun; 

2) Unit] ker ja jyang bertanggung j awab a tas area-area yang s is tem 1 1 - • I 
pengendal iannya per lu d ibangun a t au diperbaiki, dapat 

I ' i membentuk t im penyusun keb i jakan dan prosedur 

pengendalian ser ta menga jukan u s u l a n kegiatan da lam 

dokumen perencanaan apabi la d iper lukan. 

3) Membuat a t au m e n y e m p u m a k a n in f ras t ruktur pengendalian; 
INSPEKTUR KABAG 

HUKUM 
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—. Tabel3.18 
Contoh Rancangan Kegiatan Evaluasi Atas Pelaksanaan RTP 

   .. Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten XYZ 
Tahun Penitalan 1 2018 
Tujuan Strategis : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat 
Urusan Pemerintahan "Urusan Wajib Pelayanan Ds Dasar 1 Bidang Kesehatan 
    Lee    

  

AN On tetari Ana 
an yang diputunra     Pee li 

  

3. Kegiatan Pengendalian : 

Setelah pemerintah daerah sepakat dengan perbaikan yang akan — 

: dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, 

“langkah Setanjulnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan | 

Rencana Iindat! Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak 

. Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut: 

a.. Pembangunan: infrastruktur yang . meliputi penyusunan atau | 

: penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari . 

RTP: |! : : : 

' Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. ) 

Infrastruktur | engendalian yang dibangun berupa kebijakan dan — 

. prosedur penbendalian. Langkah- langkah yang perlu dilakukan   
— dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi, | | 

: 1) Mengumpulkan . data-data berupa RTP final, peraturan 

perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur 

operasi biku yang ada yang terkait dengan infrastruktur | 

pengendattan yang akan dibangun, . ) | 

2» Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem 

pengendaliannya i perlu dibangun atau diperbaiki, dapat 

membentuk tim penyusun “kebijakan dan prosedur 

pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam. — 

dokumen perencanaan apabila diperlukan, 

| 3) Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian, | : 
  

INSPEKTUR | KABAG ASS SEKDA | WABUP 
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4) Me a k u k a n u j i coba penerapan pengendalian; 

5) Menyempumakan rancangan in f ras t ruktur pengendalian 

berdasarkan b a s i l pe l aksanaan u j i coba; 

6) Menetapkan penerapan in f ras tuktur pengendalian. 

b. Pe l aksanaan cebijakan dan prosedur pengendalian. 

Terbadap s e m u a in f ras tuktur pengendalian yang telab dibuat, 

m s t a n s i pemerintab mengimplementasikan keb i jakan dan 

prosedur ke ^ a l a m kegiatan operasional sebar i -bar i yang b a r u s 

di taat i oleb s e l u m b pejabat, pegawai, masyarakat , dan p ibak 

terkai t l a i nnya . 

4. Informasi dan komunikas i 

Pemerintab daerab b a r u s memas t ikan telab terdapat komun ikas i 

i n t e m a l dan eks t ema l yang efektif da lam setiap tabapan pengelolaan I f ! 
r is iko , sejak peni la ian ke lemaban l ingkungan pengendalian, proses 

peni la ian r is iko , dan pe laksanaan kegiatan pengendalian. 

Te rka i t dengan pe l aksanaan kegiatan pengendalian. setelab 

pemerintab daerab menyetujui in f ras t ruktur pengendalian yang a k a n 

d i terapkan da lam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang 

ada , pemerintab daerab per lu mengomunikas ikan pengendalian yang 

d ibangun kepada p ibak-p ibak terkai t m i sa lnya Kepala OPD, Bag ian 

H u k u m , pe laksana kegiatan, dan sebagainya. Per lu d i yak inkan babwa 

informasi pengendalian telab d i sampa ikan dan dipabami oleb s e m u a 

p ibak terkai t m i sa lnya Kepa la OPD, pe l aksana kegiatan, masyarakat , 

APIP, dan sebagainya s esua i r encana pengomunikasian sebagaimana 

tertuang da lam dokumen RTP . I 
I I S 

Contob pengomunikas ian an ta ra l a in da lam bentuk: 

a . S u r a t E d a r a n dar i p impinan K / L / D kepada un i t ker ja ate.s 

pember lakuar l keb i jakan; 

b. Keb i jakan di-upload da lam s i tus r esmi pemerintab daerab (antara 

l a in J D I H ) yang dapat d iakses oleb se lurub p ibak yang 

berkepentingan; 

INSPJ E K T U R K A B A G 

H U K U M 

A S S S E K D A 

A 
W A B U P 

V (^1 4^ 

4) Melakukan uji coba penerapan pengendalian: : 

5) Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian 

berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba, : 

) 6) Menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian. 

ob. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian. ) 

Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, 

instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan 

prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus 

ditaati /oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak 

terkait lainnya. : | 
| 

4. Informasi dan komunikasi 

Pemerintah daerah harus memastikan telah terdapat komunikasi 

0 internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan 

risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses 

penilaian Seiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. 

7 Terkait | dengan pelaksanaan “ kegiatan pengendalian, : setelah 

pemerintah daerah menyetujui infrastruktur pengendalian yang akan 

. diterapkanj dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang 

| ada, pemerintah daerah perlu mengomunikasikan pengendalian yang 

0 dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala OPD, Bagian 

Hukum, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa 

. informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua 

5 pihak terkait misalnya Kepala OPD, pelaksana kegiatan, masyarakat, i 

. APIP, dan sebagainya sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana 

. tertuang dalam dokumen RTP. aa : . | 

. Contoh perigomuhikasian antara lain dalam bentuk: : 

.a. Surat Edaran dari pimpinan K/L/D kepada unit kerja atas 

| pemberlakuar! kebijakan: | i : 

b. Kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah (antara 

lain bing yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang 

berkepentingan: i . ) | 
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c. Sosialisasi/itzorfcsfiqp/diseminasi yang d ibukt ikan m isa lnya 

dengan undangan, notulen/laporan pe laksanaan, daftar badir , 

foto pe laksanaan , dst . 

I I 
Pemantauan pe laksanaan pengomunikas ian menggunakan rancangan 

pengomun k a s i a n yang sudab d ibuat pada tabap penyusur ian 

rancangan Informasi dan K o m u n i k a s i R T P (Tabel 3.17). Koordinas i 

pengomunikas ian dan pencatatan rea l isas i pengomunikasian d i l a k u k a n oleb Uni t Pemil ik R is iko Pemerintab Daerab u n t i i k 

pengomunikas ian terkai t R T P a tas r is iko strategis pemerintab daerab, 

dan oleb Un i t Pemil ik R is iko T ingkat Ese lon 2 u n t u k 

pengomunikas ian R T P a tas r is iko strategis (entitas) OPD, dan r is iko 

operasional OPD. Contob pencatatan rea l i sas i pengomunikas ian 

d isa j ikan da lam 'abe l3 .19. 

Tabel 3.ig 
Realisasi Pengomunikasian Pengendalian Yang Dibangun 

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten XYZ 
Tahun Penilaian : 2018 j 
Tujuan Strategis : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat 
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 

Kegioton Pengendoli- it^oj^-
an ynng dibutuhkan tUfê dntmei 

PengOmu-

: Rebutmen tenaga honorer 
kesehoton Ropot 

/ ;Evoiuosi atosknplementasif jRopot/Surot 
7 ; SOP Kdibrosi:Alotf ZẐ ^ jEdoran'/ / f 

. Evaluadotosmplementaa :* /̂ Rapot/Surot 1 
SOPAIat Moron | 
Evaluasi atas implementasi Ropat/Surot 

iu,: (Pennenkes Nomor 3 Tahun « , ̂ Edaran / / 

da 
: Dinas 
Kesehatan/ 

: Dinas' : / 
' Kesehoton : 
iOinas;//;/; 
Kesehoton 

/EKPSDM 
: : Staf Dinas 
/kesehatan terkait, 
/Staf Dinas 
i kesehatan terkait 
Staf Dinas ; 

'kesehatan terkait 
20I9t 

gffiglTtlktJTi'ikl 

Triivulan 12019 : Februcri20!9 Teloh dilaksanakan & 
cStindaktanjutL :: 

Triwutan 12019 i;. Februari MI9;/f . Telah dilaksanakan &• 
ditindckiarjuti 

Trw4itanl20j9, 
z Februari 2019 /Telah dilaksanakan & 

dtindaktanjutl • 

Triwutan I///// 
.2019 

Februari 2019 ' ; Telah rSloksanakarsSk 
1. / dtindoktanjutl . :/S7 

5. Pemantauan 

Pemantauan d i l aksanakan oleb p imp inan secara berjenjang m u l a i 

dar i kepa la daerab, Kepa la OPD (Pejabat Ese lon 1 a tau Ese lon 2), 

Kepa la Bag ian/Kepa la B idang (Pejabat Ese lon 3) , Kepala Seks i/Kepa la 

S u b Bag ian (Pejabat Ese l on 4) sesua i dengan ruang l ingkup dan 

kewenangannya. 

pemerintah 

Pe laksanaan pemantauan pengelolaan r is iko 

U n i t Kepa ;uban. Un i t kepa tuban bertanggung j awab memantau 

daerab oleb Kepa la Daerab dapat didelegasikan kepada 

I N S P E K T U R 

A-
K A B A G 

H U K U M 

A S S S E K D A W A B U P 

A 

| 

.C. Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya 

dengan undangan, notulen/ laporan pelaksanaan, daftar hadir, 

foto pelaksanaan, dst. 

| Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan rancangan 

' pengomun 

3 rancangan 

pengomuni 

dilakukan 

h pengomuni 

dan oleh 

kasian yang sudah dibuat pada tahap penyusunan 

Informasi dan Komunikasi RTP (Tabel 3.17). Koordinasi 

kasian dan pencatatan realisasi pengomunikasian 

oleh |Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah untuk 

Ikasian terkait RTP atas risiko strategis pemerintah daerah, 

Unit Pemilik Risiko Tingkat. Eselon 2 untuk   pengomuni kasian RTP atas risiko strategis (entitas) OPD, dan risiko 

operasional OPD. Contoh pencatatan realisasi pengomunikasian 

disajikan dalam Tabel 3.19. | : 

Tabel3.19 : 
Ta Realisasi Pengomunikasian pengendalian Yang Dibangun ' : 

NamaPemerintah Daerah — : Pemerintah KabupatenXVZ | 
.. Tahun Penitalan 1 2018 | | 

— Tujuan Strategis — :Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat 
. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bilang Kesehatan 

atu PN tara 
feia! yang Ts 

    

5. Pemantauan 

SA 

  

Telo diakeonctang . 
: daan | 

  
) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai 

“dari kepala dserah, Kepala OPD (Pejabat Eselon 1 atau Eselon 2), 

' Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon 3), Kepala Seksi/ Kepala 

Sub Bagian (Pejabat Eselon 4) sesuai dengan ruang lingkup dan 

kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko 

pemerintah daerah oleh Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada 

Unit Kepatuhan! Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau 
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pe laksanaan pengelolaan risiko pada u n i t pemililc risiko. As is ten 

Sekretar is 
I 

Daerah dapat bert indak sebagai u n i t kepatuban pada OPD. 

Pemantauan d i l a k u k a n u n t u k memas t ikan setiap tabapan 

pengelolaan r is iko telab d i l a k u k a n sesua i dengan ketentuan sejak 

peni la ian 

risiko, dan 

ke lemaban l ingkungan pengendalian, proses peni la ian 

pe laksanaan kegiatan 

pengendalian. 

Te rka i t dengan pe laksanaan kegiatan pengendalian, sesua i Rencana 

T i n d a k Pengendalian yang telab d i s u s u n , p impinan menetapkan 

mekan isme pemantauan a tas pe laksanaan pengendalian sesua i 

in f ras t ruktur pengendalian yang telab dibuat. Pemantauan a tas 

kegiatan pengendalian ber tu juan u n t u k memast ikan babwa 

pengendalian yang telab dirancang, telab d i l aksanakan dan berjalan 

secara efektif. 

Tabel 3.20 
Monitoring dan Evaluasi atas Pengendalian Intern (Realisasi) 

Nama Pemerintah Daerah 
Tahun Penilaian 
Tujuan Strategis 
Urusan Pemerintahan 

Pemerintah Kabupaten XYZ 
2018 

: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat 
: Urusan Wajib Petayanan Dasar Bidang Kesehatan 

Kegiatan Pengendoli- uentuk/Metode " ' " « ^ 9 " 
« ^ w « . , « . < i K . , h . K i , ^ « pemantauai} jawan 
a n y a n g dibutuhkan perrantau yang 

d i i T i i k a 

jawab Waktu 
pemantauan F«lal»anaan 

pemantauon 

j.i- ̂ „̂,™„j. 

; Rekrutmen terxjgo honorer / Konfirmosi; 
kesehoton 

Dst 

persiapan don 
ioporon 
peloksonoon 
kegioton 

Buiononoleh 
Kepolo Dlnos 
Kesehoton 

/ Direktur RSUD 
Triwulanan 
oleh 
inspektorat 

OKtober. 
November, 
Desember 

fieoHeasiWafctu 
P^ateanaan 

/OKtober. : v 
November,; 
Desember 

Ketarongart 

Monitoring tetah: 
dilaksanakar\ 
didokumento- V 
si-koiT don 
didislribusikoa 

Se la in i t u . da lam rangka pendokumentas ian keterjadian risiko yang 
1 

telab teridenti f ikasi, m a k a pemerintab daerab per lu membuat ca ta tan 

mengenai k a p a n risiko terjadi {risk event) d an dampak yang terjadi, 

se r ta pe laksanaan R T P dengan t u j u a n u n t u k mengetahui t ingkat 

keter jadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telab 

d i l aksanakan . 

Pencatatan d i l a k u k a n oleb Un i t Pemil ik R is iko Pemerintab Daerab 

u n t u k pengomunikas ian terkai t R is iko Strategis Pemerintab Daerab, 

dan oleb Un i t Pemil ik R is iko T ingkat Ese l on 2, dan 3 terkai t dengan INSPEKim KABAG 
HUKUM 

ASS SEKDA 

A 
WABUP 

- k - -fr 

pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit i pemilik risiko. Asisten 

Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada OPD. 

Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan 

pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejaki 

penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian 

risiko, dan| pelaksanaan kegiatan ) . 

pengendalian. :   Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana   
Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan 

mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai 

“infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas 

kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa 

pengendalian yaaa telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan 

secara efektif. | 

: Tabet 3.20 Kanan 
Monitoring dan Evaluasi atas Pengendalian Intern (Realisasi) ' 

— Nama Pemerintah Daerah :. Pemerintah Kabupaten XYZ 
Tahun Penilaian : 12018 
Tujuan Strategis . : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat 
Urusan Pernerintahan : Urusan Wajib Pelayanan E Dasar ar Bidang Kesehatan 

      

  

  
Pn Pengendali- bal 

an yang dibutuhkan 

Selain itu, dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang   
telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan 

mengenai kapan risiko terjadi (risk event) dan dampak yang. terjadi,   
(serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat 
keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah 

dilaksanakan. Ta Pe : 0 | 

i Pencatatan! dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah : 

i untuk pengomunikasian terkait Risiko Strategis Pemerintah Daerah, 

  

f 
dan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2, dan 3 terkait dengan 

f | INSPEKTUR | KABAG ASS SEKDA | WABUP 

om? 4, 
W/ ye 
  

                   



Ris iko Strategis (Ent i tas ) OPD, dan Operasional OPD, dengan c a r a 

m e n u l i s k a n rea l i sas i ke jadian r i s iko sebagaimana da lam Tabel 3 ;21 

ber ikut : 
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Sasi1 kejadi an YIS1 ko seb agaim 

Risiko Strategis (Entitas) OPD, dan: Operasional OPD, dengan cara 

ana dalam Tabel 3.21



Se la in pemantauan yang d i l a k s a n a k a n oleh p impinan da lam setiap 

t ingkatan, pemantauan da lam bentuk eva luas i terpisab dapat 

d i l a k s a n a k a n oleb Inspektorat s e l aku Penanggung J a w a b Pengawasan 

Pengelolaan Ris iko . 

IV. P E L A P O R A N 

D a l a m rangka mendukung akuntab i l i t as pengelolaan r is iko, pemerintab 

daerab per lu men ja i sun laporan terkai t dengan pengelolaan r is iko berupa 

Laporan Pe laksanaan Peni la ian R is iko dan Laporan B e r k a l a Pengelolaan 

R is iko Pemerintab^ Daerab. 

A. Pelaporan pelsjksanaan peni la ian r is iko 

Kegiatan peni la ian r is iko yang terdir i da r i peni la ian risilco strategis 

pemerintab 

daerab, peni la ian r is iko strategis (entitas) O P D / S K P D , dan peni la ian 

r i s iko operasional per lu d i s u s u n Laporan H a s i l Peni la ian R is iko a t a u 

Laporan Pe laksanaan Peni la ian R is iko a t a u Laporan Pe laksanaan 

Peni la ian R is iko . i 
Laporan pe laksanaan peni la ian r i s iko d ibuat oleb Uni t Pemil ik R i s iko 

d i sampa ikan kepada Kepa la Daerab, dengan tembusan kepa<ia 

Sekretar ia t Daerab dan Un i t Kepa tuban In t ema l . 

Sebe lum di f ina lkan, draft dokumen bas i l pen i la ian r is iko t ingkat strategis 

pemerintab daerab per lu d ib i carakan dengan Kepa la Daerab dan p ibak 

yang terkait , sedangkan draft dokumen b a s i l peni la ian r is iko t ingkat 

strategis (entitas) 

OPD d a n t ingkat operasional OPD per lu d ib i ca rakan dengan Kepa la OPD 

dan p ibak yang terkait . 

B . Pelaporan berka la pengelolaan r i s iko oleb u n i t pemil ik r is iko 

Pelaporan pengelolaan r is iko d i l akukan secara t r iwu lanan , dan t abunan . 
I i ^ 

Pelaporan u n t u k t ingkat entitas pemerintab daerab dikoordinasikan oleh 
Un i t Pemil ik 

strategis OPD 

Pemil ik Risilco 

R is iko Pemerintab Daerab, sedangkan u n t u k t ingkat 

dan t ingkat operasioned OPD dikoordinas ikan oleb U n i t 

Tingkat Ese l on 2. 

I N S P E K T U R 

4 z 

K A B A G 

H U K U M 

A S S S E K D A WABUP 

( / A 

IV. . PELAPORAN 

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah 

Risiko pemerintah Daerah. 

Hn Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko ' 

Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam setiap 

tingkatan,| pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat 

dilaksanakan ole h Inspektorat selaku Penanggung Jawab Pengawasan 

Pengelolaan Risiko. 

    
daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa 

Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan 

A Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko 0. : | 

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis 

pemerintah - : : 

daerah, penilaian risiko strategis (entitas) OPD/SKPD, dan penilaian 

risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau 

i Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan 

Penilaian Risiko. N i 

i disampaikan: kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada 

— Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. : 

Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis 

) pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Daerah dan pihak 

. yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian risiko. tingkat 

. strategis (entitas) ) | : | 

. OPD dan tingkat operasional OPD perlu dibicarakan dengan Kepala OPD 

dan pihak yang terkait. | 

'B. Pelaporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko 

Pelaporan pengelclaan risiko dilakukan secara triwulanan, dan tahunan. 

Pelaporan untlik tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh 

: . Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat 

0. strategis OPD|dan tingkat operasional OPD dikoordinasikan oleh Unit 

Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2. 
  

INSPEKTUR ( KABAG “| ASS | SEKDA | WABUP | | 
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Alur Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko UPR 

' 3 

'I 
-n 

Laporan Tingkat 
Pemerintah Daerah 

t 
laporan Tingkat OPD 

D • [ I ] L: T 
Laporan Tingkat Unit Kerja 

Kegiatan pelaporan c i l a k u k a n sebagai ber ikut: 
1. Laporan t ingkat Un i t Ker ja , mel iput i : 

a. Laporan R is iko |dan R T P t ingkat operasional sesua i dengan u r u s a n 
yang ditangani oleb setiap Un i t Ker ja T r i w u l a n a n ; 

b. Laporan R is iko dan R T P t ingkat operasional sesuai dengan urusan 
yang ditangani oleb setiap Un i t Ker ja T a b u n a n . 

2. Laporan T ingkat OPD, mel iput i : 
dan R T P t ingkat strategis (entitas) OPD d a n a. Laporan Ris iko 

Operasional sesua i dengan u r u s a n yang ditangani oleb setiap OPD 
T r i w u l a n a n ; 

b. Laporan R is iko d a n R T P t ingkat strategis (entitas) OPD d a n 
Operasional OPD sesua i dengan u r u s a n yang ditangani oleb setiap 
OPD T a h u n a n . ' 

3. Laporan T ingkat Pemerintab Daerab , mel iputi : 
a. Laporan Kompi las i se lurub U r u s a n T ingkat Strategis Pemerintab 

Daerab T r i w u l a n a n ; 
b. Laporan Kompi las i s e lu rub U r u s a n T ingkat Strategis Pemerintab 

Daerab T a b u n a n . 

Laporan berka la tersebut d ibuat oleb Un i t Pemil ik R is iko d i sampa ikan 
kepada Kepala Daerab, t embusan kepada Sekretar iat Daerab dan Un i t 
Kepa tuban In t ema l . 

C. Pelaporan berka la pemanatauan pengelolaan r is iko oleb un i t kepatuban 
i n t e m a l i 

a n a n dan t a b u n a n kegiatan pemantauan pengelolaan 
oleb Un i t Kepa tuban I n t e m a l yang d isampaikan kepada 
dengan tembusan kepada Sekre tar is Daerab. 

Laporan t r iwu 
r is iko d i s u s u n 
Kepa la Daerab 

U P A T I GORONT/,LO UTARA, 

THARIQ MODANGGU 

INSPE CTUR K A B A G 

H U K U M 

A S S S E K D A W A B U P 

Y ^ 

Mur Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko UPR 

  

  
  

Laporan Tingkat 

Pemerintah Daerah 

! Ba 
Laporan Tingkat OPD 

F 

laporan Tingkat Unit Kerja 

      
    

  

  

                    

  

        

  

  

                        
Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut: 

1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi: po 
.a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan. urusan 

|. yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan, | 

“bh. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan 

: yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan, | 0 | 

2. Laporan Tingkat OPD, meliputi: | | | 
“a. Laporan :! 'Risikoj dan RTP tingkat “strategis (entitas) OPD dan 

Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap OPD 

Triwulanan, . 
b. Laporan Risiko) dan RTP tingkat strategis (entitas) OPD dan . 

| Operasional OPD sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap 

OPD Tahunan. 

3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi: 

— a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah 

Daerah. Triwulanan, “ | 

— b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah 

— Daerah Tahunar. 

Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan 0 
kepada Kepala) Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit ag 
Kepatuhan Internal. 0 : | | 

. Pelaporan berkala pemanatauan pengelolaan risiko oleh unit kepatuhan 

internal | | 

Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan h 

risiko disusunjoleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada 

Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah. 

  

Asupan GORONTALO UTARA, 
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